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TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal
17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4464);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 663);
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2020, No.652

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana  Strategis Kementerian Koordinator  Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-
2024 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020

sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2
Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 tercantum dalam
Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3
Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko PMK Tahun
2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-
Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta

pada tanggal 17 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN
2020-2024

BABI
PENDAHULUAN

Dinamika perubahan politik dunia pada era globalisasi telah
menciptakan kompetisi antar masyarakat atau warga dunia, baik dalam
bentuk kompetisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kondisi
tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan
kualifikasi dan kualitasnya secara terus-menerus. Pada sisi lain, kompetisi
juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (genuine) suatu bangsa sebagai
percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan
nilai dan kebudayaan yang tidak diantisipasi akan berdampak negatif
terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan
nasionalnya.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK
tahun 2014-2019, dan dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Maju
Pemerintahan Jokowi-MA tahun 2019-2024, diharapkan agar pembangunan
nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mampu
merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas
pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung
kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, vaitu
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan
masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir
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dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar
yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari
rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang
memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat
yvang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam
beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan
pembangunan  kebudayaan, dan  Membangun lingkungan  hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang masing-masing
telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) 2030.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung
pencapaian program prioritas pemerintah, Kemenko PMK sesuai dengan
kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yvang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan
Kegiatan untuk pericde 2020-2024. Penyusunan Renstra Kemenko PMK ini
berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan
strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan
berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-
2024 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Kemenko
PMK Tahun 2020-2024. Sehingga sebagaimana perubahan target dalam
RPJMN yang akan dikoreksi setiap tahunnya melalui Perpres, maka
perubahan target dalam Renstra akan ditinjau setiap tahunnya melalui

Permenkoe PMK.

1.1.Kondisi Umum
Pada bagian ini akan diuraikan capaian Kemenko PMK selama
periode 2015-2019 di mana fokus koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian (KSP) Kemenko PMK diarahkan pada kebijakan trimantap,

yaitu: Mantap pelayanan (peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia),
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Mantap pemberdayaan (peningkatan kapabilitas manusia Indonesia), dan
Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong.

Kebijakan trimantap Kemenko PMK merupakan salah satu upaya
KSP yang dilakukan Kemenke PMK dalam mengintervensi kebijakan
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menangani isu-isu strategis bidang
PMK yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis
secara sektoral.

Selain capaian-capaian yang telah diraih Kemenko PMK, pada
bagian ini disajikan juga berbagai aspirasi dan harapan dari stakeholder
dalam rangka pencapaian visi dan misi Kemenko PMK. Aspirasi tersebut di
antaranya terkait dengan pelayanan publik serta regulasi yang relevan
dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kemenko PMK. Selain
menganalisis dinamika isu-isu strategis yang berkembang luas di
masyarakat, proses penjaringan aspirasi publik didapatkan juga melalui
serangkaian survey kepuasan stakeholders atas pelayanan KSP Kemenko

PMK dalam lima tahun terakhir.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Kemenko PMK
Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres

ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang
PMK;

2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan
isu di bidang PMK;

3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kemenko PMK;

4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawab Kemenko PMK;
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S5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko
PMK; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK
mengoordinasikan K/L yang terkait dengan kebijakan PMK,
meliputi:

1) Kementerian Agama;

2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4) Kementerian Kesehatan;

95) Kementerian Sosial;

6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8) Kementerian Pemuda dan Olahraga;

9) Instansilain yang dianggap perlu.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kocordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
dijabarkan  dalam  Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 1 tahun 2015,
Struktur Organisasi Kemenkoe PMK ditunjukkan seperti pada Gambar
1.1. Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat
dikelompokkan sebagai berikut: Sekretariat Kemenko PMK, Deputi
Bidang Koordinasi Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak
Bencana, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi
Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi
Keordinasi Pendidikan dan Agama, Deputi Bidang Koordinasi
Koordinasi Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi
Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Deputi Bidang Koordinasi
Keoordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, serta

lima Staf Ahli Menteri dan Inspektorat.
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KEMENTERIAM KOORDINATO®R
RIDANC FEMBAMG UMAN MANULIA DAN KETIUDATAAMN
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Gambar 1.1, Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2015-2019

Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir
tahun 2019, jumlah pegawai di Kemenko PMK sebanyak 402 orang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Unit-Unit Kena.
Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria
242 orang dan wamta 160 orang.

Sebagar upaya untuk menngkatkan kinerja KSP, Kemenko
PMK dihadapkan pada kendala belum terisinya semua formasi
jabatan yang tersedia vang berdampak pada peningkatan beban pada
jabatan-jabatan tertentu, hal im1 mengakibatkan bertambahnya beban
kerja pegawar yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian
pekerjaan. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa untuk
mengakomodiasi beban kerja terkait struktur organisasi tersebut
dibutuhkan pegawai sebanyak 656 orang. sedangkan jumlah SDM
yang tersedia saat ini hanya segqumlah 402 orang. Oleh karena itu,
masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 254 Orang.

www.peraturan.go.id
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Gambar 1.2, Komposigi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Tahun
2019

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa komposisi
pegawai Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari $-3
tercatat 11 orang, 5-2 tercatat 139 orang, S-1/D-4 sgebanyak 191
orang, dan di bawah 3-1/D-4 sebanyak 61 orang Kemenko PMK
sebagai lembaga koordinator seharusnya didukung oleh SDM dengan
tingkat pendidikan 32 dan 3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan
tantangan yang semakin kompleks, Kemenko PMK harugs melakukan
peningkatan kompetisi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM
untuk memperkuat tugas dan fungsi KSP dengan lingkungan
strategis yang semakin dinamis.

Kemenko PMK harus mempunyai strategi manajemen SDM
vang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan
kebutuhan pada gemua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, maupun
Jabatan Fungsional Tertentu. Pembinaan karir dan kompetensi
pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan
kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir,
mutasi, dan promosi pegawai harug dilakukan secara terarah, adil,
trangparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan
perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai,
maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan
dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KSP. Pembinaan
kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang

obyektif, adil, dan transparan harus dilakukan untuk menjamin

www.peraturan.go.id
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peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi

Kemenko PMK.

1. 1.3. Capaian Kinerja Kemenko PMK

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, selama
tahun 2015-2019 Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan,
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan
manusia dan kKebudayvaan. Pada periode ini, fokus KSP Kemenko PMK
diarahkan pada penanganan isu-isu strategis bidang PMK vang
bersifat multisektor vang tidak mungkin diselesaikan K/L tecknis
secara sektoral untuk mendukung kebijakan Trimantap, vaitu:

1) Mantap pelavanan sebagai upava memenuhi kebutuhan dan
pelayanan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia;

2) Mantap  pemberdayaan sebagai upaya  dalam proses
pemberdayaan masyarakat, Khususnyva peran keluarga, pemuda,
dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan
kapabilitas manusia Indonesia;

3) Mantap pembangunan karvakter yang berlandaskan gotong royong
sebagai  upaya  vang  dilakukan  bersama-sama  dalam
meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, di antaranya
melalui gerakan nasional revolusi mental untuk membangun
karakter manusia Indonesia,

Arahh dan Fokus KSP vang dilakukan Kemenko PMK melalui
program Trimantap merupakan upava dalam mempercepat capaian
bidang PMK vang diukur secara makro sejak tahun 2015 sampai
tahun 2019 melalui beberapa indikator, di antaranva Indeks
Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), penurunan angka
kemiskinan, rasio gini, dan peluasan cakupan jaminan keschatan
nasional (JKN). Secara detail progres indikator makro bidang PMK
tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Progres Capaian Indikator Makro Bidang PMK

Tahun
No, | Indikator 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019
(Baseling)
1. |[IPM [+ 68,90 69,55 | 70,18 70,81 71,39 | 71,92

www.peraturan.go.id
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2. | Rasio Gini [-] 0,414 0,402 | 0,394 | 0,391 0,384 | 0,380
3. | Tingkat 11,25 11,22 | 10,86 10,64 9,82 9,22
Kemiskinan
[%%]
4. | Kepesertaan 133,0 156,8 | 171,9 187,5 | 215,8 223,3
JKN, [Juta
orang]

Sumber: RPJMN 2020-2024, 2020

Dalam mendukung pencapaian indikator makro bidang PMK,
beberapa capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra Kemenko PMK
2015-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Berdasarkan Tabel 1.2, capaian kinerja Kemenko PMK dalam
menangani isu-isu strategis bidang PMK vang bersifat multisektor
vang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral pada
tahun 2015-2019 dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori, yaitu:
(1) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, (2) capaian kinerja
atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, dan (3) capailan Kkinerja atas hasil pengendalian
pelaksanaan kebijakan bidang PMK yang masing-masing akan
dijelaskan hasil-hasilnya berdasarkan kebijakan Trimantap, yaitu
mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan  mantap

pembangunan karakter berlandaskan gotong royong.



13- 2020, No.652

Fabel 1.2, Capaian Indikator Kinerja Ubiuoe Kemwenko PMK Talonm 2015
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Keterangan:

1. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ditetapkan dengan Permenko No.2 Tahun 2017, sckaligus meninjau target IKSS tahun
2015-2016.

2. Pada tahun dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dan target IKSS dengan Permenko PMK No. 3
Tahun 2018.

3. Pada tahun 2019 dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dan target IKSS dengan Permenko PMK
No. 3 Tahun 2019.
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Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Dalam rangka menindaklanjuti isu-isu strategis bidang PMK
yang terdapat pada RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK
mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait untuk
proses perumusan dan penetapan kebijakan bidang PMK yang
bersifat multisektor. Capaian kinerjanya berupa peraturan
perundang-undangan, baik Undang-undang (UU), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden
(Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen),
maupun peraturan kepala daerah di Provinsi/ kabupaten/kota
masing-masing. Berikut disampaikan sebagian dari peraturan
perundang-undangan bidang PMK yang bersifat multisektotal yang
menjadi kinerja Kemenko PMK dan dikelompokkan dalam

kebijakan trimantap.

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan KSP dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesis difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan
pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Peran
Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan
K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015-
2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK
vang mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia,
yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta
Universitas Islam Internasional Indonesia;

€) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang

Perguruan Tinggi Keagamaan;
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) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Kerja;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

h) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

i) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pendayagunaan Dokter Spesialis;

j) Imstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam
Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia;

k) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan
Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons
Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan NuKklir,
Bioclogi, dan Kimia;

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS);

m) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan;

n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

o) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Penclitian dan Pengembangan dalam  Penyelenggaraan
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan

Keluarga.

Mantap  Pemberdayaan  (Peningkatan Kapabilitas  Manusia
Indonesia)

Pelaksanaan KSP dalam meningkatkan kapabilitas manusia
Indonesia difokuskan kepada proses pemberdayaan masyarakat,
utamanya terhadap keluarga, perempuan, dan pemuda,
revitalisasi vokasi, penguatan perguruan tinggi dan riset,
pembangunan desa, dan kependudukan. Peran Kemenko PMK

dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam
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perumusan dan penetapan kebijakan selama kurun waktu 2015-
2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK,
yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat
dan Tata Cara Penunjukan Wali;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 359 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;

€) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap Perangkat Desa;

h) Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

i) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;

j)  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pengembangan Taman Bumi (Geopark);

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong-Royong

Fokus KSP Kemenko PMK selama kurun waktu 2015-2019
dalam proses pembangunan karakter manusia Indonesia
mencakup beberapa hal, di antaranya gerakan nasional revolusi
mental, penguatan pendidikan karakter, penguatan keolahragaan,
kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan.

Beberapa kebijakan bidang PMK yang dihasilkan di antaranya:
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a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;

b) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi
kebudayaan;

c) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana
Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-
2025;

d) Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter;

€) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan
dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan
Peringatan Dini Tsunami;

) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari
Wayang Nasional;

g) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan
Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

h) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Persepakbolaan;

i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

j)]  Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana

dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan K/L bidang PMK yang
bersifat multisektor, maka Kemenko PMK mengoordinasikan dan
menyinkronisasikan K/L terkait agar menghasilkan capaian sesuai
dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-
2019. Pada Tabel 1.3 ditunjukkan beberapa capaian kinerja
Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan K/L, khususnya
dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK. Terlihat
bahwa sebagian besar capaian kinerja Kemenko PMK dalam

penyelenggaraan koordinasi dan  sinkronisasi pelaksanaan
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kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK telah
melampaui target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN
2015-2019. Berikut adalah penjelasan bebarapa capaian kinerja
pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK yang

dikelompokkan berdasarkan kebijakan trimantap.
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Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di
bidang PMK dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia
Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan
dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesechatan,
perlindungan sosial, dan kependudukan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, ada Program
Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemberian
jaminan Pendidikan yang layak bagi seluruh anak usia sekolah di
Indonesia. Sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik
dari keluarga prasejahtera yang ditandai dengan kepesertaan
Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu korban
bencana, dan peserta didik yang diusulkan oleh sekolah. Pada
tahun 2019 jumlah KIP yang tersalurkan sebanyak 20.574.623,
terdiri dari 18.398.399 KIP pendidikan umum dan 2.176.224 KIP
pendidikan keagamaan. Capaian ini lebih tinggi dari target KIP
pada RKP tahun 2019 sebanyak 20.133.893. Kemenko PMK
mengoordinasikan K/L terkait, seperti Kemdikbud, Kemenag,
Kemkeu, Kemsos, Kemdagri, TNP2K, Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara), dll.,, mulai dari perencanaan hingga penyaluran
manfaat PIP bagi peserta didik agar berlangsung secara efektif dan
tepat sasaran.

Di samping itu, ada Program Peningkatan Kualitas dan
Kesejahteraan Guru. Sebagai pendidik profesional, semua guru
harus berpendidikan minimal S1/D4 dan memiliki sertifikat
mengajar, serta jumlahnya terdistribusi merata di seluruh pelosok
tanah air. Kemenko PMK mengoordinasikan K/L terkait untuk hal
tersebut, termasuk memastikan kesejahteraan guru melalui
tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, sehingga guru dapat hidup
layak.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, ada program
Gerakan Masyarakat Hidup Schat (Germas) yang merupakan
gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup
schat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat
yang kurang sehat. Aksi Germas di antaranya aktivitas fisik, tidak

merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi
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buah dan sayuran, melakukan pemeriksaan secara berkala,
menjaga  kebersihan  lingkungan, dan menggunakan jamban.
Dengan Germas diharapkan dapat mengurangi angka stunting
(tengkes) di Indonesia. Menurut WHO, stunting adalah gangguan
tumbuh kembang anak vang disebabkan kekurangan asupan gizi,
terserang  infeksi, dan/atau  stimulasi vang tak memadai.
Berdasarkan hasil Riset Studi Status Gizi Balita tahun 2019,
jumlah penderita stunting di Indonesia telah mencapai angka
27,67%, melebihi target vang ditetapkan tahun 2019 pada RPIJMN
2015-2019 secbesar 28%. Keberhasilan ini  dimungkinkan
mengingat koordinasi yang baik antara Kemenko PMK, K/L teknis,
dan para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-
langkah vyang komprehensif, di antaranya melalui program-
program pemenuhan kebutuhan gizi ibu sejak hamil, pemberian
ASI cksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, pendampingan ASI
eksklusif dengan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI)
sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, serta selalu
menjaga kebersihan lingkungan.

Di samping itu, ada Program Kampung KB vang merpakan
program satuan wilayah (setingkat RW atau dusun) vang
memadukan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor
terkait (pemukiman, sosial eckonomi, kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan  perempuan, dan  perlindungan  anak) secara
sistemik dan sistematis. Melalui Kampung KB diharapkan mampu
menjadi episentrum program KKBPK di tingkat desa dalam rangka
mengakselerasi capaian pembangunan di desa dan meningkatkan
kesejahteraan rakvat di daerah 3T, perbatasan dan kepulauan,
serta daerah perkotaan vang kumuli dan miskin, Pada tahun 2019
jumlah kampung KB yang terbentuk di seluruh Indonesia
sebanyak 15.585. Capaian ini lebih tinggi dari target RPJMN 2015-
2019 yang ditetapkan sebanvak 14.401 kampung KB. Atas
keberhasilan ini, pada tahun 2019 dibentuk *Kampung KB
Percontohan’ sebanyvak 510 kampung KB, terdiri dari 35 Kampung
KB Percontohan Provinsi dan 475 Kampung KB Percontohan
Kabupaten/Kota. Capaian ini hanya 99,22% dari target tahun

2019 sebesar 514 Kampung KB Percontohan, Kunci keberhasilan

www.peraturan.go.id
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pembentukan kampung KB tentunya tak terlepas dari peran
Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan mengolaborasi semua
pemangku kepentingan sehingga mampu menumbuh-kembangkan
komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua
tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi {fasilitas dan
dukungan mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung
KB, termasuk petugas lini lapangan, serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial, ada
Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program
pemberian bantuan bersyarat kepada masyarakat prasejahtera,
berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
sebelumnya bernama Basis Data Terpadu (BDT). Sejak tahun 2018
pelaksanaan PKH menjadi salah satu isu strategis yang penting, di
mana para keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) adalah
masyarakat miskin yang terdaftar pada DTKS atau 11% terbawah
dalam DTKS. Dari tahun 2014, keluarga penerima manfaat [KPM]
terus bertambah. Hal ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan
pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Sejak tahun
2018, target penyaluran PKH ditingkatkan menjadi 10 juta KPM
dan realisasi hingga tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 1.3.
Keberhasilan capaian PKH hingga tahun 2019, tak terlepas dari
peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan kementerian/
lembaga/daerah (K/L/D), mulai dari proses perumusan dan
penetapan kebijakan hingga pengendalian pelaksanaan kebijakan
penyaluran PKH, seperti Kemsos dalam perencanaan dan
penganggaran penyaluran PKH sesuai kebutuhan, Kemdagri untuk
mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung
penyaluran PKH melalui Himbara.

Di samping itu, ada Program Bantuan Sosial Pangan yang
pada awalnya dilakukan melalui pemberian subsidi barang,
berupa Rastra (beras bagi keluarga prasejahtera) kepada
individu/keluarga/kelompok masyarakat penerima manfaat yang
terdapat dalam BDT (sekarang berubah nama menjadi DTKS).
Namun sejak tahun 2017, program ini bertransformasi menjadi
bantuan sosial langsung, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), agar pelaksanaan pemberian kepada penerima bantuan

lebih tepat sasaran. Transformasi Bansos Rastra menjadi BPNT
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pada peluncurannya tahun 2017 baru dilakukan di 44 kota.
Kemudian diperluas secara bertahap menjadi 219 kabupaten/kota
pada tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 kepada seluruh
penerima pada 295 kabupaten/kota. Jumlah target sasaran pun
berubah dari semula 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2015 menjadi 15,6 juta KPM sejak
tahun 2018. Secara pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK
dalam mengecordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan
Program BPNT sudah berjalan dengan baik, namun diakui masih
terdapat beberapa catatan. Pada tahun 2020, direncanakan akan
dilakukan pengembangan program BPNT menjadi ‘Program
Sembako’. Nilai bantuan pada Program Sembako meningkat
Rp40.000,00 dari besaran manfaat Rpl110.000,00 menjadi
Rp150.000,00. Pada Program Sembako, KPM diperbolehkan untuk
membeli komoditas bernutrisi yang mencakup sumber
karbohidrat, protein (hewani dan nabati), serta vitamin dan
mineral. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka
kemiskinan sekaligus menurunkan stunting di Indonesia.
Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan, ada
program pembangunan gender yang merupakan program yang
ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk
Indonesia, baik laki-laki maupun  perempuan. Indeks
Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator untuk
mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender. Angka
PG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara
laki-laki dan perempuan, yang ditinjau dari angka harapan hidup,
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta prakiraan
pendapatan menuju kesetaraan. Pada tahun 2019, capaian IPG
sebesar 91,07%, meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya yang
sebesar 90,99. Meski belum signifikan, capaian ini masih
meneruskan tren positif sejak tahun 2016 yang selalu meningkat,
sesuai dengan target RKP tahun 2019. Peningkatan IPG antara
lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang
kesehatan, di mana Angka Harapan Hidup Perempuan (73,33)
lebih besar dari Angka Harapan Hidup Laki-Laki (69,44). Upaya
yang perlu ditingkatkan yaitu dari indikator standar hidup layak,
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mengingat gap pengeluaran per Kapita antara laki-laki
Rp15.866,00/orang/tahun dan perempuan Rp9.244,00/orang/
tahun cukup signifikan.

Mantap  Pemberdayaan  (Peningkatan  kapabilitas  Manusia
Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di
bidang PMK dalam rangka peningkatan kapabilitas manusia
Indonesia difokuskan pada pengembangan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat.

Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin
kompleks menuntut tenaga kerjanya untuk mampu berkompetisi
dengan bekal kompetensi yang profesional. Salah satu terobosan
yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut
adalah merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai
Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik yang tersebar di seluruh
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang
Revitalisasi  Sekolah Menengah Kejuruan dalam  Rangka
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indonesia telah mengamanatkan para Menteri Kabinet Kerja,
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para Gubernur
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk
merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing
SDM Indonesia dan sekaligus menyusun peta kebutuhan tenaga
kerja bagi lulusan SMK dengan berpedoman pada peta jalan
pengembangan SMK. Saat ini jumlah SMK di Indonesia telah
mencapai 14.157 sekolah. Salah satu wujud implementasi dari
Inpres No. 9 tahun 2016 adalah Nota Kesepahaman Lima Menteri
tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis
Kompetensi yang dapat menerapkan link and match dengan
Industri. Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen
bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya K/L
terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya link and
match pendidikan dengan industri, dalam rangka mewujudkan

pembangunan kompetensi SDM Indonesia yang sesuai dengan
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kebutuhan dunia kerja saat ini, sekaligus untuk mendorong
pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan.

Link and match antara industri dan SMK merupakan salah
satu bentuk perwujudan dari upaya meningkatkan kemampuan
lulusan SMK melalui pemagangan dan bantuan peralatan minimal
dari industri untuk SMK. Perjanjian kerjasama pelaksanaan
program pendidikan vokasi industri terus ditingkatkan dari tahun
ke tahun. Sampai dengan Tahun 2019, total sebanyak 4.987
perjanjian kerja sama telah ditandatangani dengan melibatkan
1.032 industri dan 2.612 SMK. Peningkatan jumlah perjanjian
kerja sama antara SMK dan dunia industri dari tahun 2017 hingga
saat ini menunjukkan keefektifan implementasi Inpres Nomor 9
tahun 2016. Jumlah industri yang ambil bagian dalam
peningkatan mutu SMK juga mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Hal ini dimungkinkan mengingat hubungan
mutualisme yang akan diperoleh kedua belah pihak ketika
perjanjian kerja sama tersebut diimplementasikan.

Di samping SMK dan BLK, Kemenko PMK juga melakukan
koordinasi dalam rangka revitalisasi pendidikan tinggi vokasi,
khususnya politeknik agar program Link and Match antara
pendidikan tinggi vokasi dan pasar tenaga kerja dapat
ditingkatkan, sehingga bisa menaikkan kompetensi lulusan
politeknik. Strategi utama dalam program revitalisasi pendidikan
tinggi vokasi ini adalah mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang
link and match dengan kebutuhan industri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program prioritas
Presiden Jokowi sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita Ketiga,
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan.
Kemenko PMK mengoodinasikan dan menyinkronisasikan K/L
terkait dalam  pelaksanaan kebijakan guna memastikan
program/kegiatannya selalu diarahkan untuk mengedepankan
desa sebagai fokus pembangunan nasional 2015-2019. Kemenko
PMK memastikan juga bahwa program pemberdayaan dan
pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa.
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RPJMN 2015-2019 mengamanatkan target pembangunan
Desa adalah peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000
desa dan pengurangan desa tertinggal sebanyak 5.000 Desa. Pada
bulan Desember 2018, BPS melalui data Potensi Desa (Podes)
mempublikasikan perubahan status desa yang cukup signifikan,
yaitu pengurangan 6.518 desa tertinggal menjadi desa
berkembang dan meningkatnya 2.665 desa berkembang menjadi
desa mandiri. Berarti, pembangunan desa selama kurun waktu
2015-2019 telah tercapai dan bahkan melebihi target yang
ditetapkan.

Pada pemberdayaan gender, Pemerintah melalui RPJMN
2015-2019 menargetkan Indeks Pemberdayvaan Gender (IDG) yang
meningkat di setiap tahunnya. Angka IDG yang menggambarkan
ukuran kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan
gender dalam bidang ekonomi merupakan strategi pembangunan
vang rasional dan sistematis sesuai dengan Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam Pembangunan Nasional. Kemenko PMK sejak tahun 2015
mengeordinasikan K/L terkait agar capaian IDG meningkat setiap
tahunnya. Berdasarkan publikasi BPS, maka IDG Indonesia terus
meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pada pemberdayaan Pemuda, ada dua indikator utama yang
menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dan secara intensif
dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Kemenko PMK dengan
K/L terkait. Kedua indikator tersebut adalah Pemuda Kader yang
difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda dan
Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan
hukum dan bahaya destruktif. Indikator pertama dicapai melalui
program pelatihan kader pemuda antinarkoba yang dari tahun ke
tahun jumlah pesertanya terus meningkat. Sedangkan indikator
kedua dicapai melalui kegiatan perkuliahan tentang
kewirausahaan dan workshop penumbuhan minat kewirausahaan.

Pada bidang pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut
usia (lansia), Kemenko PMK mengoordinasilan K/L terkait untuk
menguatkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, termasuk

bagi penyandang disabilitas dan lansia yang terus meningkat dari
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tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan transformasi dengan
menetapkan isu disabilitas dan lansia ke dalam target
pengentasan kemiskinan dan menekankan pentingnya sistem
bantuan sosial yang terintegrasi dan komplementer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu
komponen dari kesejahteraan sosial yang merupakan hak
penyandang disabilitas. UU ini menegaskan bahwa pemerintah
wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi disabilitas yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial.

Pada sisi lain, diperkirakan populasi penduduk lansia akan
berkembang secara cepat hingga mencapai lebih dari 23% dari
total penduduk Indonesia pada tahun 2050. Kondisi mayoritas
lansia di tanah air adalah belum memiliki akses terhadap
perlindungan sosial dan pertumbuhan lansia di atas 80 tahun
vang paling cepat. Tantangan pemerintah adalah menjamin
keberadaan lansia bisa tetap sechat, aktif, dan mandiri. Program
Perlindungan Sosial, di antaranya diberikan kepada lansia yang
jenis pekerjaannya rentan, berisiko dan cenderung tidak formal
dan tidak memiliki jaminan sosial, serta lansia yang menjadi
bagian kelompok masyarakat minocritas dan marginal (miskin,

transgender, masyarakat adat, dan disabilitas).

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gorong Royong

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di
bidang PMK dalam rangka pembangunan karakter bangsa
difckuskan pada penguatan pendidikan karakter dan pancasila,
revolusi mental, serta pembangunan kebudayaan.

Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah
memperkuat pendidikan karakter bangsa. Kemenko PMK
melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan program
pendidikan karakter siswa melalui program Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK) dan Pendidikan Pancasila. Pembentukan karakter
ditanamkan melalui empat aspek, yaitu olah pikir, olah hati, olah
rasa/karsa, dan clah raga. PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai

pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui
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lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang
menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan
praktik. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku,
cara berpikir, dan cara bertindak. PPK memfokuskan pada
penguatan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong
royong, mandiri, dan integritas. PPK dilakukan secara menyeluruh
dan sistematis mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA/SMK.

Nilai-nilai PPK ini sebenarnya merupakan turunan dari tiga
nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu
Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Revolusi Mental inilah
yang kemudian menjadi dasar penguatan pendidikan karakter dan
pendidikan Pancasila. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres No.
87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, di mana
PPK ini didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah
tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter
peserta didik melalui harmenisasi olah hati, olah rasa, olah pikir,
dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari GNRM.
PPK ditargetkan untuk diterapkan di 218.989 sekolah. Jumlahnya
meningkat pesat dari awal program ini dimulai pada 2016 yang
hanya dilaksanakan di 542 sekolah. Melonjak menjadi 64.213
sekolah di 2017, 188.646 sekolah di 2018, dan semua sekclah
pada 2019.

Pada bidang pemajuan kebudayaan, Kemenko PMK
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama K/L dan
stakeholders terkait dalam upaya implementasi Undang-Undang
Nomor S5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemenko
PMK bersama dengan Kemdikbud, Bappenas, dan BPS
melaksanakan peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan
(IPK). Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian
pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-
Undang tersebut.

Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran
kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu Culture Development
Indicators (CDls), serta menyesuaikan dengan dinamika dan
kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan

daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang
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dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, vaitu Ekonomi
Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budava,
Ekspresi Budava, Budava Literasi, dan Gender. Adapun metode
dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK
secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia. IPK sendiri bukan
menilai mengenai nilai budava daerah, melainkan mengukur

capaian pembangunan kebudayaan di daerah.

Ekonom| Budaya

Pendidikan Gender
| P
§9.67 §[ s L L ]
Ketahanan Sosial g » 5 4
..... Budaya Literas
Budaya e, o
\Warlsan Budaya Ekspresi Budaya
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Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Kebudavaan Tahun 2018

Pada tahun 2019, IPK yvang dihitung berdasarkan data tahun
2018 menunjukkan angka 53,74, Dari tujuh dimensi yang diukur,
dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai yang paling tinggi
dengan angka 72,84, sedangkan dimensi IPK yang terendah
adalah dimensi ekonomi budaya di angka 30,55. Berdasarkan
hasil penghitungan di tingkat provinsi, maka Provinsi DI
Yogyvakarta memiliki IPK paling tinggi sebesar 73,79 dan provinsi
paling rendah adalah Provinsi Papua schesar 46,25, Dari total 34
provinsi, sejumlah 21 provinsi memiliki IPK di bawah angka
nasional.

Upaya pemajuan  kKebudayaan  Indonesia  tidak  hanya
dilakukan di dalam negeri, tetapi juga digaungkan di luar negeri.
Situs Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto
telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia pada Sidang Komite
Warisan Dunia ke-32 vang berlangsung di Baku, Azerbaijan, bulan

Juli 2019, Penetapan ini merupakan perwujudan dari diplomasi

www.peraturan.go.id
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kebudayaan Indonesia dan dilakukan bersama-sama dengan K/L
terkait.

Kemenko PMK juga menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi untuk mendorong K/L/D melaksanakan
implementasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan, dalam rangka mendukung percepatan
penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Provinsi/Kabupaten/ Kota. Kemenko PMK telah menyelenggarakan
Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018.
Capaiannya adalah sejumlah 31 PPKD Provinsi dari 34 Provinsi
(91,18%), dan 312 dokumen PPKD Kabupaten/Kota dari 514
Kabupaten/Kota (60,70%) telah berhasil disusun. Sejumlah tiga
Provinsi (8,82%) dan 202 Kabupaten/Kota (39,30%) dapat
menyelesaikan proses penyusunan PPKDnya pada tahun 2019.

Fokus koordinasi dan sinkrenisasi Kemenko PMK lainnya
adalah terkait dengan pelaksanaan program GNRM. Dukungan
program strategis bidang kebudayvaan adalah pemetaan isu
strategis dan penentuan isu kebijakan bidang PMK terkait
Perencanaan GNRM yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan
persiapan (2015-2016) dan tahapan pelaksanaan (2017-2019).

GNRM tahun 2015-2019 dilaksanakan berdasarkan Instuksi
Presiden Nomor 12 tahun 2016, di mana Kemenko PMK
diinstruksikan untuk melakukan KSP pelaksanaan GNRM. Selama
lima tahun pelaksanaan GNRM sudah membawa perubahan yang
positif dan nyata untuk bangsa Indonesia.

Revolusi Mental memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk
membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik
dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan
kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif, sehingga
menjadi bangsa yang maju dan modern. Kedua, untuk mengubah
cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia
menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing, serta mampu
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, untuk

mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari
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dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui
pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Selain menjalankan fungsi KSP dalam pelaksanaan pregram
Revolusi Mental, Kemenko PMK juga berfungsi sebagai pelaksana
program Revolusi Mental mulai dari merumuskan bentuk kegiatan
sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan. Hal Ini
dilakukan karena Kemenko PMK mendapat tugas dari Presiden,
schingga Revolusi Mental menjadi mandatory program yang harus
dilaksanakan. Beberapa capaian yang sudah dihasilkan dari
pelaksanaan program Revolusi Mental yaitu: 1) Penyediaan ruang
berbasis virtual untuk penerimaan ide-ide dan aksi nyata yang
berasal langsung dari masyarakat dengan mengakomodasi usulan
kegiatan dari masyakat berupa aksi nyata dan berdampak
langsung terhadap perubahan di masyarakat melalui platform
media yang sudah ada 2) Melakukan kolaborasi dengan industri,
lembaga riset, dan UMKM, yaitu a) Pengayaan ide dan
gagasan dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
program Revolusi Mental, b) Melakukan kerjasama dengan
lembaga  penelitian terkait pemanfaatan rempah-rempah
khas Indonesia sampai akhirnya kepada produk akhir ke
konsumen yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, c)
Pelatihan bersertifikat yvang berisi konten tiga nilai Revolusi
Mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) bekerja sama
dengan lembaga sertifikasi, d) Meningkatkan kualitas kader
Revolusi Mental yang berfungsi sebagai jaring penggerak program
Revolusi Mental, ) Menyediakan portal pasar rakyat yang bisa
mempertemukan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi
ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan dengan mengajak
pelaku UMKM dan lembaga terkait lainnya.

Melalui Program Strategi Penguatan pusat-pusat perubahan
gerakan Revolusi Mental, GNRM fokus pada lima program besar,
yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih,
Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan

Gerakan Indonesia Bersatu.
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Gambar 1.4, Lima Program GNRM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penguatan pusat-
pusat perubahan revolusi mental melalui lima gerakan tersebut,
diperlukan data dan informasi yang dapat menjadi ukuran dan
monitor, sejauh mana nilai-nilai dalam lima gerakan telah menjadi
bagian dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Kemenko PMK
bekerja sama dengan BPS, menyusun suatu Indeks Capaian
Revolusi Mental (ICRM] yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi
masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat
vang mendukung tumbuhnya lima dimensi gerakan revolusi
mental.

Pada Gambar 1.5 ditunjukkan capaian ICRM Indonesia pada
tahun 2018 gebesar 67,01, artinya masih perlu kerja keras di
antara para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan
membudayakan nilai-nilai revolusi mental. Capaian tertinggi
terletak pada Gerakan Indonesia Melayani yang baru mencapai
angka 78,90%. Artinya sebanyak 78,20% masyarakat setuju

bahwa negara telah hadir melindung kepentingan warganya
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melalui implementasi nyata pelayanan publilt yang cepat, tidak
bertele-tele, jelas dari segl biaya, dan tanggap terhadap keluhan
magyarakat, Dimensi dengan capaian terendah adalah Gerakan
Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 47,25% . Artinya, apresiasi
masyarakat dalam mendukung kemsjusn Gerakan Indonesia
Mandiri melalui capaian szetiap indikator penyusunnya baru

mencapai 47,25%.

65.42

67.99 75.50

ICRM, [%]

Gambar 1.5, Indeks Dimensi Penyusun ICRM [ndonesia, 2018

Dalam dokumen BPJMN 2020-2024 Revolusi Mental menjadi
Agenda Pembangunan Nasional Keempat (Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan| selamsa lima tshun ke depan. Oleh
karena itu, strategi yang dijalankan untuk memperkuat Revolusi
Mental mencakup: 1] Revolusi mental dalam sistem pendidikan
dengan menekankan nilai-nilai integritaz, etoz kerja, gotong
royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; 2| Revolusi mental
dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai
transparansi dan akuntabilitas, dan 3] Revolusi mental dalam
gistem sogial dengan pembudayasn nilai-nilai luhur budsya
hangsa dalam inastitusi keluarga dan interaksi antar warga, 4|
Fenguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental untuk
meningkatkan pelaksanaan lima program GNREM  dalam
mewnujudkan Indoneszia Melayani, Beraih, Tertib, Mandiri, dan
Berzatu, baik di tinglkat pusat maupun dasrah. 3elain itu revolusi
mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian

kebudayaan, memperkuat moderasi heragama untuk
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mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi,
inovasi, dan  kreativitas bagi terwujudnya  masyarakat
berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Langkah
konkrit dalam mengoperasionalkan kebijakan dan strategi
pelaksanaan program revolusi mental sesuai amanat dalam
RPJMN 2020-2024 akan dijabarkan secara khusus dalam Rencana
Strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja atas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan
K/L dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK,
Kemenko PMK menyelenggarakan pengendalian bersama K/L
terkait. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kegiatan
pengawasan atas kemajuan pelaksanaan kebijakan dengan
membandingkan antara hasil capaian dan target/sasaran secara
teratur serta menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan hasil
pengawasan. Beberapa capaian kinerja Kemenko PMK dalam
pengendalian pelaksanaan kebijakan ditunjukkan pada Tabel 1.4.
Terlihat bahwa sebagian besar pengendalian yang dilakukan
Kemenko PMK telah memberikan capaian pelaksanaan kebijakan
pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK yang lebih tinggi
dari target/sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa
penjelasan singkat atas hasil kinerja pengendalian Kemenko PMK

yang disusun berdasarkan kebijakan trimantap.
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Besaran dana BOS yvang diterima oleh sekolah berbeda-beda
bergantung pada jumlah peserta didik pada sekolah tersebut.
Sejak tahun 2015, besaran satuan biaya dana BOS mengalami
peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp800.000,00/
siswa/tahun untuk jenjang SD, Rpl.000.000,00/siswa/tahun
untuk jenjang SMP, Rp1.400.000,00/ siswa/tahun untuk jenjang
SMA, Rpl.600.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMK, dan
Rp2.000.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SDLB/SMPLB/
SMALB/SLB.

Kegiatan pengendalian oleh Kemenko PMK dilaksanakan di
antaranya untuk memastikan agar laporan tentang penggunaan
dana BOS lancar dan tidak menyita waktu dan perhatian Kepala
Sekolah. Selama ini pelaporan penggunaan dana BOS kepada
Kemdikbud (dan Kemenag) mengacu pada delapan Standar Mutu
Pendidikan, sedangkan laporan kepada Kemdagri yang memiliki
kewenangan atas provinsi/kabupaten/kota, mengacu pada tiga
jenis belanja. Perbedaan dalam format pelaporan tersebut
menghabiskan waktu dan energi Kepala Sekolah. Oleh karena itu,
kegiatan pengendalian juga mendorong disusunnya laporan
penggunaan dana BOS berbasis elektronik. Kemdikbud telah
memiliki program aplikasi penggunaan dana BOS, namun aplikasi
tersebut perlu untuk disempurnakan agar  betul-betul
memudahkan bagi yang menyusun laperan. Selanjutnya,
Kemdikbud juga menyiapkan payung hukumnya agar aplikasi
penggunaan dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh satuan
pendidikan.

Di samping itu, dilakukan pengendalian atas penguatan
kurikulum. Seperti yang diketahui, kurikulum merupakan unsur
penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah
pedoman pembelajaran dalam pelaksanaan proses Dbelajar-
mengajar di sekolah. Kurikulum telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir dengan Kurikulum 2013 atau sering disebut
dengan K13. Melalui K13 pemerintah Indonesia bertekad untuk
menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas, baik dalam
penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Oleh
karena itu, muatan K13 terdiri atas empat aspek penilaian, yaitu

pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual yang masing-
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masing berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Pengendalian yang
dilakukan Kemenko PMK adalah menjamin bahwa K13 telah
terimplementasi secara lebih baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK,
dan PKLK, serta menjamin mutu pendidikan di semua jenjang
tingkatan terjadi peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2019
hampir seluruh sekolah telah menerapkan K13 dalam proses
belajar mengajarnya.

Dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan
meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah juga memberikan
bantuan berupa beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi
mahasiswa. Pemerintah menyediakan beberapa program beasiswa
Pendidikan Tinggi, seperti Bidikmisi, program beasiswa Afirmasi
Pendidikan Tinggi (Adik), dan program beasiswa Peningkatan
Prestasi Akademik (PPA). Peran Kemenko PMK dalam pelaksanaan
kebijakan ini adalah menjamin bahwa capaian program beasiswa
pendidikan tinggi tersebut mendukung pencapaian sasaran
RPIJMN 2015-2019 dalam peningkatan akses, kualitas, dan
relevansi pendidikan tinggi. Program hbheasiswa pendidikan tinggi
dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan pokok dalam
layanan pendidikan tinggi, khususnya akses yang belum merata
antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Pada bidang kesehatan, pengendalian Kemenko PMK
dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan telah sesuai
dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Menurut Undang-Undang ini, yang dimaksud
dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang
diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan
kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.
Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan
kesehatan, baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun
swasta. Dalam upaya memberikan akses dan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan menjamin pelayanan
kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan
minimal (SPM) kesehatan, maka ditetapkan indikator keberhasilan

pelayanan kesehatan, di antaranya melalui indikator jumlah
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kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi dan
indikator jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga
kesehatan. Hingga tahun 2019, indikator pertama baru dicapai
pada 475 kab/kota, berarti target RPJMN 2015-2019 sebesar 481
kab/kota tidak terpenuhi. Demikian juga untuk indikator kedua
dari target sebesar 5.600 puskesmas hanya tercapai 4.339
Puskesmas.

Pengendalian Kemenke PMK dalam peningkatan pelayanan
kesehatan adalah menjamin bahwa akses dan mutu pelayanan
kesehatan semakin baik dan meningkat, baik dalam pemenuhan
sarana, prasarana, dan SDM di fasilitas kesehatan, mulai dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), optimalisasi sistem
rujukan, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui
akreditasi.

Pada bidang perlindungan sosial, pengendalian kemenko PMK
dilakukan atas terjaminnya pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni (Rutilahu) dan sarana lingkungan bagi masyarakat kurang
mampu dan rentan. Seperti kita ketahui rumah memiliki fungsi
yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja
mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk
menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik,
pemerintah memberikan bantuan sosial berupa biaya perbaikan
rumah kepada penduduk miskin agar dapat memiliki rumah yang
layak ditempati, memberikan kenyamanan, dan secara sosial
dapat menjaga privasi setiap anggota keluarganya. Saat ini
program bantuan perbaikan rumah ditangani oleh dua
kementerian, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Rumah
Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dengan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS). Kemenko PMK mengokoordinasikan
dua kementerian ini dan K/L lainnya dalam perumusan dan
penetapan  kebijakan hingga mengendalikan  pelaksanaan
kebijakan agar tepat sasaran.

Di bidang penyelenggaraan dan pelayanan Haji, pemerintah
terus berupaya agar pelaksanaan ibadah haji semakin baik dari

waktu ke  waktu. Oleh  karena itu, Kemenko PMK
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menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan ibadah haji.
Ukuran keberhasilan pelaksanaan ibadah haji, di antaranya
melalui pengukuran Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJH) yang
merupakan tingkat kepuasan berdasarkan beberapa variabel,
seperti layanan transportasi, pelayanan petugas, pelayanan
ibadah, pelayanan akomodasi, pelayanan catering, dll. Dalam
kurun waktu 2014-2019, IKJH menunjukkan trend peningkatan,
semula 81,23 pada tahun 2014 menjadi 88,44 pada tahun 2019.
Ukuran keberhasilan lainnya melalui Indeks Kepuasan Pelayanan
Haji di Indonesia (IKPHDI). Hasil pengukuran terhadap IKPHDI
mmeperlihatkan peningkatan, dari 82,67 pada tahun 2015
menjadi 85,91 pada tahun 2019.

Mantap  Pemberdayaan  (Peningkatan  kapabilitas Manusia
Indonesia)

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan
penanganan isu di bidang PMK dalam rangka pemberdayaan
manusia Indonesia difokuskan pada upaya penjaminan
pelaksanaan peningkatan kapabilitas masyarakat berjalan dengan
baik dan tepat sasaran.

Pada pembangunan desa, sejak tahun 2015 hingga 2019
telah dialokasikan dana desa sebesar Rp238 triliun. Selama ini
dana desa tersebut telah digunakan untuk mendukung
pembangunan di 74.957 Desa. Dana ini dari tahun ke tahun
semakin meningkat, dimulai tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun
dan sebesar Rp 70 triliun untuk tahun 2019. Beberapa kegiatan
telah dilaksanakan dengan melakukan: (i) penguatan perencanaan
desa yang diintegrasikan dengan perencanaan desa dengan target
pembangunan daerah; (ii) pembangunan Sistem Informasi Desa
(SID); (iii)) pengembangan ekonomi masyarakat desa; (iv)
pembangunan sarana-prasarana fisik sebagai upaya membuka
dan mengembangkan akses desa, termasuk ketahanan pangan
dan permukiman; dan (v) penguatan dan pengembangan budaya
kolektif serta promosi budaya lokal desa. Pengendalian yang
dilakukan Kemenko PMK adalah memastikan bahwa capaian
output pemanfaatan dana desa selama kurun waktu 2015-2019

telah digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat
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dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Surat
Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Penyelarasan dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandatangani Menteri
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kantor Kemenko PMK
pada tanggal 18 Desember 2017. Namun, ternyata Xkegiatan
pembangunan Desa lebih banyak ditujukan untuk kegiatan
infrastruktur dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Kondisi ini disebabkan perencanaan yang dilakukan
Desa belum sepenuhnya memperhatikan potensi, masalah, dan
keterlibatan masyarakat Desa. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini
diharapkan bisa memperbaiki pelaksanaan program di masa
mendatang, schingga hasil output dapat lebih bermanfaat untuk
pemberdayaan masyarakat desa.

Peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari
tahun ke tahun memberikan dampak dan membantu
perekonomian masyarakat di desa. Jumlah BUMDes telah
meningkat dari 1.022 pada tahun 2014 menjadi 43.944 pada
tahun 2019. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dijalankan
oleh BUMDes dan mayoritas pada bidang usaha jasa seperti
warung desa, simpan pinjam, pasar desa, dan perdagangan.
Perkembangan BUMDes ini telah meningkatkan omset 1,16
triliun/tahun dan laba bersih 121 miliar/tahun. Pengendalian
vang dilakukan Kemenko PMK adalah memastikan bahwa
keberadaan BUMDes dapat menyejahterakan masyarakat desa.

Pengendalian Kemenko PMK selanjutnya adalah memastikan
bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sejak awal
tahun 2018, PKTD menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan Dana Desa. Sampai dengan 2019, Dana Desa yang
dianggarkan untuk kegiatan PKTD sebesar Rp39,40 triliun dan
total dana yang terealisasi sebesar Rp37,90 triliun (96,19%). Dana
yvang terealisasi tersebut digunakan untuk 353.223 jenis kegiatan
dan mampu menyerap 10.368.538 orang tenaga kerja atau

80.333.187 Hari Orang Kerja (HOK) dengan upah sebesar Rp 11,29
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triliun. Tenaga kerja yvang melaksanakan dan mendapat manfaat
dari kegiatan PKTD ini terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
sebanyak 4.627.502 orang (44,63%), penganggur sebanyak
2.002.438 orang (19,31%), setengah penganggur 1.962.828 orang
(18,93%), yang mempunyai anak stunting/gizi buruk sebanyak
99.296 orang (0,57%), lainnya sebanyak 1.716.474 orang (16,55%).

Pada bidang mitigasi bencana, sesuai dengan agenda
pembangunan nasional, sasaran prioritas penurunan indeks risiko
bencana diarahkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan
daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai
indeks risiko bencana yang tinggi dan sedang. Pemerintah juga
telah menetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2019,
yaitu penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30%.

Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dari 2015 sampai dengan 2018 adalah
sebesar 19,51%. Pada tahun 2019 dilakukan percepatan upaya
maksimal dari semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk mencapai target

yang sudah ditetapkan.

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gorong Royong

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan
penanganan isu di bidang PMK dalam rangka pembangunan
karakter yang dilakukan Kemenko PMK difokuskan pada
penguatan pendidikan karakter dan pendidikan pancasila, revolusi
mental, dan pembangunan kebudayaan.

Kemenko PMK melakukan pengendalian pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program yang telah
berjalan selama lima tahun ini telah memperlihatkan manfaat
pelayanan kesehatannya bagi rakyat Indonesia, terutama bagi
rakyat miskin yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan
luran (PBl), meskipun tidak menampik masih ada rakyat miskin
yvang belum terjangkau oleh program JKN, karena belum masuk
PBI. Pericde 2015-2019 adalah periode krusial dalam pelaksanaan
JKN untuk mencapai universal health coverage (UHC) pada tahun

2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan
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kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama
masyarakat miskin dan masyarakat di daerah tertinggal.

Kepesertaan JKN semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2019 kepesertaan JKN mencapai 223,3 juta jiwa atau
sebesar 87,6% dari target yang ditetapkan sebesar 254,8 juta jiwa.
Kepesertaan JKN tahun 2019 ini di antaranya merupakan peserta
Penerima Bantuan Turan (PBI). Belum optimalnya pencapaian atas
target kepesertaan JKN sesuai target RPJMN 2015-2019
dimungkinkan mengingat beberapa permasalahan yang masih
dihadapi, seperti: (1) masih adanya Badan Usaha (BU) yang belum
tertib (tidak mendaftarkan semua pekerja dan mendaftarkan di
bawah upah yang diterima pekerja) mendaftarkan pekerjanya
dalam program JKN; (2) tingkat keaktifan peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah/PBPU (informal/mandiri) hanya mencapai 53,7%;
serta terdapat 27,443 juta data peserta bermasalah yang sampai
saat ini terus dilakukan pembersihan data bersama K/L terkait.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan
mendorong Kkepesertaan dalam program JKN, Kemenko PMK
bersama K/L sedang menginisiasi penerbitan Instruksi Presiden
untuk mempersyaratkan kepesertaan jaminan sosial dalam
pemberian pelayanan publik.

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembangunan manusia secara  utuh.
Pembangunan keolahragaan terkait dengan upaya perwujudan
SDM vang schat dan bugar, serta capaian prestasi olahraga
merupakan kebanggaan dan inspirasi bagi seluruh bangsa
Indonesia untuk berprestasi di berbagai bidang. Peran Kemenko
PMK dalam pengendalian pelaksanaan program keolahragaan
adalah memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan keolahragaan
berhasil dengan baik dengan menghasilkan prestasi setinggi-
tingginya.

Kemenko PMK mengambil peranan penting dalam
keberhasilan penyelenggaraan “The Association for International
Sport for AW (TAFISA) keenam Tahun 2016. Turnamen yang
mempertandingkan 86 cabang olahraga dan 58 kegiatan serta
diikuti 1.481 orang dari 87 negara telah membawa keberhasilan

Indonesia dalam pembudayaan olahraga dan pembangunan citra
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Indonesia  dalam menyelenggarakan berbagai Kegiatan
Internsional.

Pada ajang Asian Games XVIII dan Asian Para Games 111
tahun 2018, sesuai dengan Keppres No. 15 tahun 2017, Kemenko
PMK Dberperan sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah yang
menjalankan fungsi KSP vang intensif dalam rangka percepatan
target dan membawa Indonesia menduduki empat besar dengan
perolchan 31 medali emas, suatu raihan tertinggi scpanjang
sejarah Asian Games. Pada turnamen Asian Para Games I,
Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima dengan raihan 37

medali emas.

Capaian Kinerja Internal Kemenko PMK Tahun 2015-2019

Selain  Kinerja vang menggambarkan efektivitas sebuah
organisasi dalam menjalankan mandat vang harus dilaksanakan
sesuai tugas dan fungsi, perlu juga disampaikan Keterukuran
kinerja internal kelembagaan yang menjadi penopang terhadap
kinerja fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam meningkatkan
kapasitas kelembagaan Kemenko PMK yang modern dan
akuntabel, maka Indikator kinerja vang dijadikan ukuran
keberhasilan internal kelembagaan Kemenko PMK ada tiga, vaitu:
(1) Nilai Reformasi Birokrasi {(RB], (2) Nilai Akuntabilitas Instansi
Pemeritah (AKIP), dan (3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan. Progres ketercapaian atas ketiga indikator
dimaksud schagaimana ditunjukkan Tabel 1.2 seclalu meningkat
setiap tahmnnya. Hal ini disebabkan adanya komitmen, kKemauan,
dan kesadaran dari pimpinan dan seluruh pegawai Kemenko PMK
untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, sehingga
kelembagaan Kemenko PMK terus berkembang dengan baik sesuai
dengan tujuan vang diharapkan, yvaitu pemerintahan yang
berbasis kinerja.

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Internal Kemenko PMK 2015-2019

Tahun

No.  Indikator 2014
(Baseline)
‘1. Nilai RB, [-] 60,47 60,47 | 67,72 | 70,35 73,01 | 75,72

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

www.peraturan.go.id
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2. | Nilai AKIP, [] | 70,01 |70,13| 70,56 | 70,18 | 72,83 | 74,48
3. | Opini BPK, [[]| WIP | WIP | WIP | WTP | WIP | WIP

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk terus

memperkuat kapasitas kelembagaan Kemenke PMK selama lima

tahun ke depan, yaitu:

a.

Reformasi Birokrasi

Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenko PMK
2020-2024;

Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian secara eksternal dan internal
sampai pada unit kerja;

Melakukan reviu kelembagaan serta tata laksana secara
berkala;

Mendorong dan mengoptimalkan pelayanan dengan
memanfaatkan teknologi informasi;

Mendorong pencrapan Merit System scbagai upaya
akuntabilitas pengembangan pegawai;

Mendorong penecrapan delapan area perubahan dalam
reformasi birokrasi sampai dengan tingkat satuan kerja

eselen II.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran, pelaporan sampai dengan monitoring dan
evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri
sampai dengan tingkat pelaksana;

Meningkatkan komitmen serta konsistensi berkelanjutan
dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana
dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui
penerapan budaya kerja dan pemanfaatan informasi kinerja
dalam pemberian reward and punishment;

Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
serta  pengembangan  integrasi sistem — perencanaan,
penganggaran dan manajemen Kinerja untuk dapat

mempercepat penerapan performance based budgeting.



40, 2020, No.652

c. Administrasi Pengelolaan Keuangan

¢ Memperkuat pengendalian internal kemenko PMK mulai dari
proses Perencanaan, pengelolaan, dan pertangungjawaban
anggarar.

* Konsistensi serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) melalui (1) kegiatan yang efektif
dan efisien, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3)
pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

5) Aspirasi Masyarakat/Pemangku Kepentingan Terhadap Peran,
Tugas, dan Fungsi Organisasi

Kemenko PMK memiliki posisi krusial dalam pemerintahan,
karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis.
Hampir seluruh aspek di bidang PMK berhubungan langsung
dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang
dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Dengan kedudukannya yang
strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan
prasyarat agar Kemenko PMK dapat menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal. Kemenko PMK sebagai kementerian
koordinator yang mengoordinasikan delapan kementerian di
bidang PMEK, terus berupaya dalam meningkatkan proses
koordinasi yang efektif dan efisien. Selaku koordinator, sudah
tentu Kemenko PMK ingin mengetahui tingkat kepuasan para
pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi yang
dilakukan oleh Kemenko PMK.

Dalam lima tahun terakhir, Kemenko PMK melakukan survei
untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas
efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan di bidang PMK yvang diarahkan kepada tiga
mantap (mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap
pembangunan  karakter). Survei dimaksud dilaksanakan
bekerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga
kualitas dan independensi hasil survei. Survei dilakukan kepada

K/L terkait, baik dengan delapan kementerian di bawah koordinasi
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Kemenko PMK maupun K/L lainnova vang pernah berkoordinasi
dengan Kemenko PMK.

Hasil dari survei vang telah dilaksanakan selama lima tahun
terakhir menunjukkan adanva kecenderungan peningkatan angka
Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas KSP
Kemenko PMK dari tahun ke tahun. Nilai Indeks dengan Skala
Likert 1-5 pada tahun 2015-2016 dan skala Likert 1-6 pada tahun
2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.5,

Tabel 1.5. Hasil Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

2015 2016 2017 2018 2019
1KS (Skala | IKS {Skala | IKS (Skala = IKS (Skala | IKS (Skala
Trimantap 9) 5) 6) 6) 0)
Targ | Cap | Targ | Cap |Targ | Cap Targ | Cap |Targ | Cap
ct aln | et aian | et aan | e alan | et aian
Mantap
Pelayanan | 3,80 | 3,83 3,90 | 3,95 | 4,70 | 498 5,18 | 5,13 | 5,18 | 5,24
(IKS-1)
Mantap
Pemberday
© 13,80 3,89 390 4,01 |4,70 5,02 5,11 |5,18 | 5,20 | 5,23
aan (IKS-
B)
Mantap
Pembangu
nan 3,80 | 3,81 3,90 | 3,98 | 4,70 | 493 5,05 | 5,11 | 5,18 | 5,21
Karakter
{IKS-K)

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kepuasan pada
tingkat K/L dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami
kenaikan pada setiap kategori (IKS-1, 1,41, IKS-B 1,34, dan IKS-K
1,40). Secara umum skor tingkat K/L masuk dalam Kkategoni
*sangat memuaskan” karena berada pada rentang angka 5,18-
6,00, Namun demikian, kualitas pelayanan koordinasi tersebut
masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat unsur-unsur
layanan vang perlu perbaikan. Mengingat harapan pengguna
lavanan dari tahun ke tahun terus meningkat, maka berdasarkan

tingkat kepentingan dan kinerja layanan, unsur-unsur layanan

www.peraturan.go.id



=1 2020, No.652

vang masih perlu perbaikan adalah: (1) Pelaksanaan KSP secara

tepat waktu, (2) Kompetensi SDM  dalam  pelaksanaan KSP,

(3) Manfaat dari layanan KSP vang dapat dirasakan dalam setiap

kebijakan, serta (4) Perumusan hasil KSP yang tepat sesuai

dengan sasaran atau target yang didiskusikan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi vang berkembang selama
periode 2015-2019, maka setidaknyva terdapat dua isu vang perlu
diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan
nasional bidang PMK lima tahun ke depan (2020-2024), vaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM Kemenko PMK dalam menjalankan
peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan.

2. Peningkatan kualitas dan  kapasitas kelembagaan  dalam
mendukung peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan.

Kedua isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan

diperlukan Kemenko PMK pada lima tahun ke depan.

Penghargaan Kemenko PMK
Sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja

Kemenko PMK di berbagai sektor selama tahun 20135-2019,

Kemenko PMK mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranva:

a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan
Keuangan Kemenko PMK selama sembilan tahun berturut-
turut, mulai tahun 2010 scbagai bentuk akuntabilitas atas
pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset Kemenko PMEK;

b) Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2015
hingga 2019, dengan capaian tahun 2019 sebesar 75,72
sebagai bentuk kKomitmen Kemenko PMK dalam melakukan
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMIK;

c) Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan capaian
tahun 2019 sebhesar 74,48 sebagai bentuk komitmen Kemenko
PMK dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Kinerja
Kemenko PMK;

d) Peran  serta sebagai  kementerian  yang  melakukan

penvelamatan dan  pelestarian  arsip vang bernilai guna

www.peraturan.go.id
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pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara tahun 2018 pada Arsip Nasional,

€) Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan
Keuangan K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi
Tinggi;

fy Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015
dan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;

g) Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil pada
BKN Award Tahun 2017 sebagai bentuk komitman Kemenko
PMK dalam perbaikan kualitas tatakelola sumber daya
manusia Kemenko PMK;

h) Pemberian kategori penghargaan khusus UPZ Baznas Terbaik
kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kemenko PMK
pada Baznas Award Tahun 2017;

i)  Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dengan Kategori
Penghargaan Khusus atas peran aktif dalam menggerakan
strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
bangsa;

j) Kementerian yang melakukan Kontribusi Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan Tahun 2018 pada Kementerian
Keuangan;

k) Penyelenggara Ruang ASI Terbaik Tahun 2018 pada
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan;

1) Juara 1 Kategori Utilisasi BMN Kelompok 1 pada Anugerah
BMN Award 2019.

1.2. Analisis Potensi dan Permasalahan

Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threaths), yaitu potensi dan
permasalahan yang dihadapi Kemenko PMK pada jangka menengah,
baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup
internal kelembagaan Kemenko PMK.

Seluruh pembahasan diuraikan dalam perspektil pembangunan
kualitas manusia Indonesia, kemajuan yang mencerminkan kepribadian

bangsa, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan demi
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terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong. Perspektif tersebut
dipahami dalam kerangka penugasan yang diamanatkan RPJMN sesuai
lingkup kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Kemenko PMK yang diturunkan dari dan selaras
dengan Visi dan Misi Presiden.

Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup
dua hal pokok, yaitu aspek kesempatan (opportunities) yang terkait
dengan dinamika lingkungan strategis eksternal Kemenko PMK dan
aspek kekuatan (strengths) yang berkaitan dengan dinamika kondisi
internal kelembagaan Kemenko PMK. Sedangkan pemahaman tentang
permasalahan mencakup dua hal pokok lainnya, yaitu aspek ancaman
(threats) yvang berasal dari dinamika lingkungan eksternal dan aspek
kelemahan (weaknesses) yang berkaitan dengan aspek internal

organisasi Kemenko PMK.

1) Dinamika Lingkungan Eksternal dan Makro
Konteks lingkungan eksternal menggambarkan perkembangan

global vang sangat dinamis dengan berbagai ketidakpastian dan

potensi risiko di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu

pengetahuan dan teknologi, hukum (legal/law), ekologi/lingkungan,

demografi, dan berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat,

bangsa, dan Negara. Berbagai catatan faktual dinamika yang dapat

diidentifikasi mempunyai dampak dan implikasi terhadap Indenesia,

di antaranya:

» Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dengan segala
kemungkinan eskalasinya;

« Eskalasi ketegangan politik dan militer antara Iran dan Amerika
Serikat;

« Ketegangan geopolitik regional di timur tengah;

« Ketegangan geopolitik akibat konflik perbatasan di Asia,
khususnya di wilayah perairan Natuna dan kepulauan Spratly;

« Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat preduksi dan
ekonomi dunia;

« Potensi terulangnya krisis ekonomi dan finansial di negara-negara
berkembang yang besar, seperti India, Argentina, Turkey, dan

termasuk Indeonesia;
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Implikasi dari Brexit, baik secara ekonomi maupun secara politik,
dan sosial budaya dengan kemungkin ultranasionalisme yang
sempit;

Ancaman tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan
fanatisme ideologi, agama, budaya dan kebangsaan yang sempit
dan radikal,

Pemanasan global dan pencemaran lingkungan dengan berbagai
implikasinya terhadap ketidakteraturan perubahan iklim dan
cuaca, penurunan kualitas udara, dan pencemaran sungai, laut,
tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya;

Wabah penyakit yang bersifat masif dengan berbagai implikasi
negatif (risiko) di bidang ekonomi, sosial-budaya, kependudukan,
dan bidang-bidang lainnya. Wabah penyakit yang bersifat endemik
maupun pandemik perlu mendapat perhatian serius karena dapat
mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti resesi
ekonomi, daya tahan keamanan, ekonomi, sosial dan pendidikan.
Wabah penyakit yang berkepanjangan, seperti wabah Covid-19
vang sedang melanda dunia dan Indonesia, dapat memberi
implikasi serius bagi pencapaian target kinerja Kemenko PMK.
Bencana alam secara umum memiliki frekuensi yang jarang
terjadi. Namun, dari sisi dampak dapat menjadi sangat besar dan
masif. Demikian pula halnya dengan wabah penyakit, implikasinya
secara lokal, regional, dan nasional, bahkan global, dapat bersifat
sangat luas terhadap berbagai aspek kesejahteraan (ekonomi,
sosial-budaya, politik, lingkungan, dan lain sebagainya). Dalam
konteks bencana alam dan wabah penyakit, Kemenko PMK perlu
memberikan perhatian yang memadai dalam formulasi visi-misi,
kebijakan, strategi dan program-program prioritasnya;

Dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai
budaya, pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kecenderungan
globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi
informasi dan digital cenderung mempunyai implikasi yang luas
terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Arus informasi melalui media
sosial cenderung menjadi sangat mudah dan cepat diakses oleh

manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok
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masyarakat generasi muda, dan lebih sepesifiknya kategori
generasi muda milenial.

Cepat dan mudahnya akses informasi akan berdampak positif
bilamana isi informasi yang diakses merupakan informasi yang
bermanfaat dan membangun, misalnya yang terkait dengan
pengetahuan dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan nilai-nilai
religiositas, nilai kemanusiaan yang universal, dan nilai-nilai yang
mencerminkan karakter bangsa.

Namun sebaliknya hal ini akan menjadi ancaman yang
mengandung risiko bilamana arus informasi yang diakses sarat
dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religiositas,
nilai kemanusiaan universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan
karakter bangsa. Pelemahan atau erosi nilai-nilai religiositas,
kemanusiaan, dan karakter bangsa merupakan risiko yang
mungkin dihadapi bilamana Indonesia tidak mampu membina
masyarakat dan generasi muda secara bijaksana. Dalam perspektif
ini pembinaan karakter bangsa, termasuk upaya revelusi mental
harus mendapat perhatian penting dalam perumusan visi dan
misi, kebijakan, strategi, dan program prioritas Kemenko PMK.
Implikasi dinamika kependudukan (population dynamics) terhadap
perkembangan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi dan sosial-
budaya. Dalam konteks dinamika kependudukan, Indonesia akan
menghadapi era penting di mana working age population jauh
melebihi angka dependency ratio. Fase sangat penting yang
diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2010
sampai dengan 2030 akan memberikan kesempatan (opportunity)
vang sangat strategis dalam bentuk bonus demografi dengan
segala implikasi positiflnya. Namun, bila kesempatan tersebut tidak
dapat dimanfaatkan secara optimal, maka bonus demografi akan

sebaliknya justru menjadi bencana demografi.
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Gambar 1.7, Jendela Peluang
Situasi ekonomi, sgosial, politik, ketegangan militer, pertumbuhan
demografiz, globalizasi maupun bencana lingkungan sebagaimana
diurailean di atas dapat memberikan efek pozitif (peluang] maupun
efelt negatif (ancaman| yang secara langsung maupun tidak langsung
akan mempengaruhi strategi pembangunan nasional dalam jangka
panjang maupun menesngah, Tabel 1.5 memperlihatlean peluang dan
ancaman  yang harug diantisipasi dalam  zetiap perencanaan

strategis.

Tabel 1.5, Analizgiz Linglkungan Makro
ANALISIS LINGEUNGAN MAKED
FELUANG ANCANAN

Dampalk Pogitif dari Ketegangan | e Dampak wabah penyakit vang

Politik berupa peluang berzifat pandemik berupa

1. Peran politik luat negeri yang ancaman di bidang ekonormi
bebag dan alctif dalam iloat 1. Penurunan aktivitas
gerta menjaga perdamaian produksi di berbagai pusat
dunia dan kesmanan. produlesi dan ekonomi

2, Pemazaran produlk industri di dunia
berbagai wilayah alkibat 2. Potengi terulangnyva regest
penolakan, pembatasan, atau alcibat kriziz ekonomi dan
pelarangan produk vang finanaial.

berasal dari negara yang s Dampalk negatif dari

bersengleta ketegangan politilk

3. Tujuan alternatif bagi antarnegara;
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pendidikan luar negeri dan
tujuan pariwisata, karena

Indonesia dipandang sebagai

negara yang netral dan aman.

Lainnya:

4. Bonus Demografi, yakni

terbukanya jendela peluang
karena jumlah penduduk
produktif yang lebih tinggi
dibanding yang tidak
produktif.

1. Munculnya
ultranasionalisme sempit
yang berdampak secara
sosial, politik, dan ekonomi
antara lain sebagai
implikasi dari Brexit

2. Tumbuhnya dan
menguatnya
fundamentalisme dan
fanatisme ideologi, agama,
budaya, dan kebangsaan
yang sempit dan radikal

3. Dampak globalisasi
terhadap nilai dan karakter

bangsa

Dampak negatif dari

kerusakan lingkungan dan

bencana alam menimbulkan

ancaman berupa:
Pemanasan global dan
pencemaran lingkungan
yang berakibat pada
ketidakteraturan cuaca
dan kerusakan

lingkungan.

Bencana demografis akibat

kesalahan pengelolalan

sumber daya produktif

karena:

1. Kapabilitas Iptek dan
inovasi masih rendah

2. Akses pelayanan dan
percepatan wajib belajar 12
tahun belum merata

3. Profesionalitas dan kualitas

pengelolaan pendidikan
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belum optimal

4. Penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan belum
optimal.

S. Mismatch antara lulusan
pendidikan vokasi dan
kebutuhan tenaga kerja
akibat dari kualitas
layanan pendidikan dan

kurang terlibatnya industri.

Analisis pada lingkungan makrc baik peluang dan ancaman
yang muncul menggarisbawahi perlunya disusun arah strategi yang
fleksibel dan adaptif, terutama dalam menanggapi situasi makro
vang dinamis dalam memanfaatkan peluang maupun mengatasi

ancaman yang muncul.

Dinamika Lingkungan Internal dan Mikro

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koodinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dalam perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan, Kemenko PMK mempunyai beberapa potensi yang
dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas
KSP yang akan dilaksanakan. Dari sisi regulasi potensi  yang
dimiliki Kemenko PMK selaku koordinator adalah Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian dan
Lembaga Pemerintah. Inpres dimaksud menginstruksikan agar
dalam perumusan kebijakan yang bersifat strategis dan lintas sektor
agar dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan
bidangnya. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah
keterlibatan kementerian koordinator dalam preses perencanaan
program dan anggaran pada kementerian dan lembagamenjadi
lingkup koordinasinya. Permasalahan ini dapat menghambat proses
KSP pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian sasaran dan target

pembangunan nasional bidang PMK. Untuk memperkuat proses KSP
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diperlukan regulasi yang memastikan bahwa Kementerian
Koordinator.

Analisis dari sisi SDM, dapat dilihat dari dua sudut
pandang, yaitu

aspek perscnal dan aspek kelembagaan. Analisis atas aspek
personal dimaksudkan untuk melihat kuantitas dan kualitas
personal. Sedangkan aspek kelembagaan dimaksudkan untuk
melihat peran kelembagaan dalam mengelola pegawai di Kemenko
PMK.

Pada bagian 1.1.2 telah disampaikan bahwa jumlah pegawai
Kemenko PMK tahun 2019 adalah sebanyak 402 orang ASN dengan
komposisi 242 pria dan 160 perempuan. Berdasarkan tingkat
Pendidikannya, pegawai Kemenko PMK berpendidikan S3 sebanyak
11 orang, S2 sebanyak 139 orang, S1/D4 sebanyak 191 orang, dan
di bawah S1/D4 sebanyak 61 orang. Berdasarkan data tersebut,
maka dari sisi kualitas dan kuantitas SDM Kemenko PMK saat ini
cukup memadai sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas
dan fungsi Kemenko PMK. Namun, di masa mendatang dengan
memperhatikan

tantangan yang semakin kompleks, perlunya Kemenko PMK
meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawainya. Terlebih pada
masa pembangunan tahun 2015-2019, di mana program
peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, peningkatan
kapasitas, dan pendidikan lanjutan sangat terbatas, maka dari aspek
kelembagaan pengelolaan SDM, perlunya prioritas program yang
menghasilkan output pada proses bisnis lembaga.

Dengan demikian, peran kelembagaan pengelolaan SDM di
Kemenko PMK masih perlu ditingkatkan. Peningkatan peran
kelembagaan perlu lebih menekankan fungsinya sebagai unit kerja
strategis dari pada sebagai unit kerja administratif (personalia). Unit
kerja yang bersifat strategis dimaksudkan sebagai unit kerja yang
memandang manusia sebagai modal utama (Human Capital) dalam
mencapai kinerja kelembagaan.

Melihat kondisi saat ini serta kebutuhan akan SDM Kemenko
PMK selama lima tahun ke depan, beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan SDM, yaitu:

« Perlu disusun strategic grand design pegawai Kemenko PMK;
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« Perlu disusun gap kompetensi untuk memastikan the right man at
the right place,

« Perlu disusun pola karir pegawai,

« Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang jabatan fungsional,
maka perlu dikembangkan pola pelatihan serta diklat bagi setiap
PERAWEL.

Sedangkan potensi dan permasalahan Kemenko PMK secara
substantif dikelompokkan ke dalam Trimantap, vaitu mantap
pelayanan  (Kualitas  Hidup  Manusia  Indonesia), Mantap
pemberdayaan (Kapabilitas Manusia), dan Mantap Pembangunan

Karakter yang berlandaskan gotong royong.

a) Mantap Pelayanan (Meningkatkan Kualitas Manusia dan
Indonesia)
(1) Potensi
Beberapa potensi pada mantap pelayanan adalah adanya
dukungan regulasi dan komitmen pemerintah vang terkait
dengan pemenuhan kebutuhan dan pelavanan dasar
masyarakat, di antaranya:

e Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20135  lentang
Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

« Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka
Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia;

« [nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masvarakat Hidup Sehat;

e Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai;

¢ Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang
Kawasan Sains dan Teknologi;

o Instruksi Presiden Nomor 8 'Tahun 2018 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Keschatan
Nasional,

e Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan

Tertentu,

www.peraturan.go.id
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e Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan;

+ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi;

Potensi mantap pelayanan lainnya adalah adanya fokus
Prioritas Nasional dan komitmen pemerintah dalam
peningkatan kapasitas SDM tahun 2020-2024 yang akan
berdampak terhadap proses penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan prioritas, serta regulasi yang dapat memberikan
perbaikan terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar
masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan
sosial, dan penanganan bencana.

Meningkatnya komitmen dan peran serta pemerintah
daerah dalam kesiapsiagaan bencana sesuai dengan amanat
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Badan
Penanggulangan Bencana Daecrah (BPBD) di 34 tingkat
provinsi dan 481 tingkat kabupaten/kota.

Meningkatnya kesiapsiagaan bencana (Tagana) di
masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya
pembentukan kampung siaga bencana sebanyak 608 Tagana.

Proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang
dilakukan secara berkala dapat memperbaiki kualitas data
kemiskinan.

Meningkatnya proses sertifikasi untuk guru dan dosen
dalam meningkatkan jumlah pengajar yang berkualitas.
Komitmen pemerintah dalam revitalisasi vokasi untuk SMK
dan politeknik.

Perbaikan secara berkala terhadap prosedur dan kualitas
layanan JKN  yang  berdampak  terhadap  jumlah

kepesertaannya.

(2) Permasalahan
Beberapa permasalahan di bidang pelayanan dasar dan
pemenuhan kebutuhan dasar adalah:
« Kondisi Geografis Indonesia yang termasuk dalam zona
Ring of Fire yang mengakibatkan masih tingginya potensi

terjadinya bencana di Indonesia;
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« Tata kelola penangulangan bencana belum memadai;

« Validitas dan kualitas data penduduk Miskin yang belum
optimal mengakibatkan program-program penanggulangan
kemiskinan belum tepat sasaran;

« Keterbatasan Infrastruktur sinval/blank spot di 202
kabupaten vang mengakibatkan terhambatnya penyvaluran
bantuan pangan non tunai;

o Cakupan peserta JKN masih <95% (belum  mencapai
universal health coverage (UHC);

¢« Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan
target SDGs;

« Perlindungan sosial vang belum responsif terhadap
bencana dan pola adaptif belum berkembang;

« Pemenuhan Kebutuhan tenaga Kesehatan yang belum
merata, khususnya untuk daecrah 37T;FFaktor risiko penyakit
tidak menular semakin meningkat dan penyakit menular
masih tinggi;

« Kapabilitas Iptek dan inovasi masih rendah, ditandai
dengan capaian Global nnovation Index vang berada di
peringkat 85 dari 126 negara;

¢ Belum meratanya akses pelayanan dan percepatan wajib
belajar 12 tahun;

« Belum optimalnya profesionalitas, kualitas pengelolaan dan
penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;

« Kualitas Jayanan pendidikan  belum  optimal  dan
keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch

antara penyvedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar

kerja.

b) Mantap Pemberdavaan (Meningkatkan Kapabilitas Manusia
Indonesia)
(1) Potensi
Beberapa potensi di  bidang pemberdayaan adalah
adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang
terkait dengan proses pemberdayaan, di antaranya:
e [nstruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

www.peraturan.go.id



63 2020, No.652

e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

e Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Koordinasi  Strategis Lintas Scktor Penvelenggaraan
Pelavanan Kepemudaan;

e Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

e Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Percepatan Pembangunan Daerah  Tertinggal
tahun 2015-2019;

e Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Potensi lainnya adalah adanya komitmen pemerintah
melalui regulasi-regulasi dalam  pengarusutamaan  program
dan anggaran terkait dengan gender pada setiap kementerian
dan lembaga.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu
implementasi dari UU Desa merupakan potensi yang bisa

menjadi andalan di periode lima tahun ke depan.

(2) Permasalahan
Beberapa permasalahan di  bidang pemberdavaan
kapabilitas manusia, di antaranya:

« Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam
proses politik dan pembangunan;

e Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan
karakter bangsa (masih tingginya angka perkawinan
anak};

« 16% dari jumlah anak belum memiliki akte kelahiran;

¢ Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3

perempuan mengalami kekerasany;
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» Ketimpangan gender terhadap perempuan, partisipasi
kerja masih didominasi oleh laki-laki;

« Penguatan sistem perlindungan anak belum optimal;

« Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk
pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) belum maksimal,;

« Masih tingginva angka kemiskinan di Kawasan Timur
Indonesia (18,01%), Kawasan Barat Indonesia (10,33%),
perdesaan (13,17%), dan perkotaan (7,20%);

« Ketimpangan Pendapatan antara Perdesaan (Rasio Gini:
0,32) dan Perkotaan (0,39);

« Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang
rendah (10 dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 3
dari 14 Kawasan Industri (KI), 2 dari 4 Kawasan
perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas (KPBPB), dan
10 Destinasi Wisataj;

« Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan
vang lemah; dan

«  Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang,

¢} Mantap Pembangunan Karakter Berlandaskan Gotong Royong
(1) Potensi
Beberapa potensi di bidang pembangunan  karakter
adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah,

di antaranva:

« Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental;

o Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017  tentang
Penguatan Pendidikan Karakter;

« Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;

« Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penetapan Hari Wayang Nasional;

e Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
tahun 2018-20235;

Potensi lainnva adalah Program Revolusi Mental telah
dimasukkan ke RPJMN 2020-2024 scbagai Prioritas Nasional
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yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah proyek
prioritas nasional di berbagai bidang serta meningkatnya

dukungan alokasi anggaran.

(2) Permasalahan
Beberapa permasalahan di bidang pembangunan
karakter, di antaranya:

e Meclemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya
bangsa;

e Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama
yvang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat
kerukunan umat beragama;

e Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas di
Indonesia; dan

e Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di
semua jenjang pendidikan.

e Belum optimalnya hasil program-program terkait Gerakan
Nasional Revolusi Mental, baik dalam sistem pendidikan,
tata kelola pemerintah, maupun sistem sosial guna

meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-
2025. RPJMN 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap
terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joke Widodo dan
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju
yvang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.”
Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1)
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang
produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan
berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan
budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8)
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi
pemerintah dacrah dalam kerangka negara kesatuan.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut
Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2)
Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (1) Penyederhana-
an birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Kemudian lima strategi tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda
Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yvang berkualitas dan berkeadilan (2) Mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,(3) Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ckonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7)
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan
transformasi pelayanan publik.

Gambar 2.1. meringkaskan sekaligus memperlihatkan hubungan antara
Visi, Misi, Arahan Strategis, serta Agenda Pembangunan Presiden serta peran

strategis Kemenko PMK dalam periode 2020-2024.
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Gambar 2.1, Misi, Arahan, dan Agenda Presiden, serta Peran Strategis
Kemenko PMK Periode 2020-2024

2.1. Visi Kemenko PMK
Nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudavaan mengandung maksud bahwa fungsi dan mandat kemenko
PMK berfokus pada dua tema besar, vaitu mengoordinasikan pembangunan
manusia dan pembangunan kebudayaan. Keduanyva tertuang baik dalam
visi, misi, strategi, maupun agenda pembangunan,
Bagaimana makna penting koordinasi pembangunan manusia dan

pembangunan kebudayaan dalam mencapai visi Presiden, vaitu Indonesia

Maju?
2.1.1 Koordinasi Pembangunan Nasional PMK untuk Indonesia Maju

Manusia sebagai Modal Utama Pembangunan

Dalam Narasi RPJMN 2020-2025 ditegaskan bahwa manusia
merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan  vang inklusif dan merata di seluruh  wilayah.
Pengalaman di banvak negara menunjukkan bahwa manusia sebagai
modal pembangunan (human capital of developmenty dalam arti luas
memberi pengaruh pada keberhasilan pembangunan dan lebih
khusus pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai riset di negama
berkembang dan miskin menunjukkan bahwa investasi vang lebih

tinggi pada SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih
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jauh investasi pada modal manusia memberi pengaruh pada
kekuatan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan
teknologi baru, dan pada gilirannya ke semua aspek itu bersama-
sama memberikan sumbangan pada tujuan pembangunan secara
keseluruhan. Investasi pada modal manusia mencakup berbagai
aspek, mulai dari perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil untuk
menurunkan stunting, pendidikan karakter sejak usia dini,
pendidikan vang meningkatkan pengetahuan dan  ancka
keterampilan, serta perhatian pada kesejahteraan sampai usia lanjut.

Berbagai teori modern menggarisbawahi peran penting investasi
pada manusia (Human Capital Investment) sebagai modal
pembangunan, di antaranya adalah Teori Investasi pada Manusia
(Human Capital Theory) dan Teori Modernisasi (Modernization Theory).

Teori Investasi pada Manusia: teori ini menunjukkan bagaimana
pendidikan (vang meningkatkan keterampilan kognitif) memberi
kontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Gabungan
antara kecenderungan bawaan (bakat dan talenta) dengan human
capital investment akan meningkatkan kemampuan manusia secara
keseluruhan. Secara lebih luas investasi pada manusia termasuk
pengeluaran pendidikan, pelatihan on-the-Job, kesehatan (terutama
gerakan masyarakat hidup sehat, Germas), dan peningkatan gizi.
Namun demikian, investasi pada huwman capital perlu diimbangi
dengan intensitas pemanfaatan. Dengan kata lain, investasi pada
human capital hanya memberikan dampak positif pada pencapaian
pembangunan bila ada link and match antara investasi dengan
pemanfaatan langsung pada program-program pembangunan dalam
arti seluas-luasnya.

Penyediaan pendidikan adalah bagai investasi produktif di
dalam modal manusia dan dianggap sama bahkan lebih berharga
daripada investasi pada modal fisik. Para ahli Teori Investasi pada
Manusia sepakat bahwa literasi dasar meningkatkan produktivitas
khususnya pada pekerjaan-pekerjaan berketerampilan rendah.
Sementara pada pekerjaan berketerampilan tinggi, investasi pada
pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan
penalaran logis, analitis, serta pengetahuan teknis akan memberikan
kontribusi pada kemanfaatan human capital bagi tujuan-tujuan

pembangunan.
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Teori Modernisast: teori ini berfokus pada bagaimana pendidikan
mengubah nilai individu, kepercayaan dan perilaku. Perhatian
terhadap institusi modern seperti sekolah, pabrik, dan media massa
menanamkan nilai dan sikap modern. Sikap ini mencakup
keterbukaan terhadap ide baru, kemandirian, kemauan untuk
memperhitungkan dan beradaptasi terhadap situasi darurat dan
meningkatkan sensitivitas pada keseimbangan keberhasilan pribadi
dan sosial.

Menurut Teori Modernisasi, perubahan normatif dan sikap ini
berlanjut sepanjang siklus hidup, dan secara permanen mengubah
hubungan individu dengan struktur sosial. Semakin besar jumlah
orang yang terlayani pada lembaga modern, semakin besar tingkat
modernitas individu yang dicapai oleh masyarakat. Setelah momen
kritis peralihan ini, laju modernisasi masyarakat dan pembangunan
ckonomi akan dipercepat. Dengan demikian, ekspansi pendidikan
yvang memberi dampak pada nilai-nilai dan manfaat individual akan
bergerak menyusun suatu “infrastruktur” yang secara berkelanjutan
menyiapkan manusia yang produktif dan berkontribusi pada tujuan

pembangunan, yakni Indonesia Maju.

Kebudayaan dan Revolusi Mental

Kebudayaan adalah buah dari peradaban manusia, bersifat tak
benda (immaterial) seperti sistem nilai, cara dan pandangan hidup,
sistem perilaku, keyakinan, dan bersifat material seperti bangunan,
pakaian, dan sebagainya. Kebudayaan bertumbuh dan terakumulasi
lebih dahulu dari pada keberadaan negara. Selain transgenerasi,
kebudayaan juga bersifat transnasional seperti kebudayaan melayu
yvang juga hidup di negara tetangga selain di beberapa wilayah
Indonesia. Kebudayaan juga berkembang karena tidak terisoclasi
dalam satu pericde sejarah, wilayah, ataupun generasi. Kebudayaan
ditransmisikan melalui ingatan  kolektif, berinteraksi dan
berkembang menurut zaman.

Keberagaman budaya di Indonesia dapat memberi efek negatif
bila tidak dikelola dengan tepat. Benturan budaya karena perbedaan
sistem nilai, pandangan dan cara hidup, serta sistem perilaku adalah
potensi yang dapat merusak kehidupan masyarakat sebagai satu

bangsa.
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Dengan  demikian, strategi pembangunan  kebudayaan
mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan terwujudnya
Indonesia Maju. Dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024,
pembangunan kebudayaan dirumuskan dalam satu kesatuan dengan
gerakan Revolusi Mental yang merupakan konkretisasi dari misi
Presiden kelima, yakni Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa.

Lebih lanjut dalam RPJMN 2020-2024, dikatakan bahwa
Revolusi mental scbagai gerakan kebudayaan yang memiliki
kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk
mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada
kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah
cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan
melalui  internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada
individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan
lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut
meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan
nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan
kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral
dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat
menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses
pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan,
etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah
karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan
negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing,
sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus
dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada:
(1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan
nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti
dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola
pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan
akuntabilitas; dan (3) revelusi mental dalam sistem sosial dengan
pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi
keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga

diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,
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memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan;
dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi
terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan
berkarakter.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Pembangunan
Kebudayaan sama atau harus seiring sejalan dengan Revolusi Mental
Gerakan Revolusi Mental memberi arah vang jelas pada
pembangunan kebudayaan yang membawa bangsa kepada Indonesia
Maju. Arah yang diberikan oleh gerakan Revolusi Mental bagi
Pembangunan Kebudayaan adalah promosi, diseminasi, dan
penanaman segala cara pandang, sikap, dan perilaku yang

berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

2.1.2. Rumusan Visi Kemenko PMK
Dengan mempertimbangkan visi dan program kerja Presiden dan
Wakil Presiden, agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, capaian kinerja,
potensi dan  permasalahan, serta memperhatikan aspirasi
masyarakat, maka visi Kemenko PMK untuk tahun 2020-2024
adalah:

“Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewuwjudican
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

berdasarkan Gotong Royong.”

Visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan ini mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden,
yaitu:

“Terwuwjudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam visi yang baru, Menjadi Lembaga Koordinator berarti
bahwa Kemenko PMK selaku Kementerian Koordinator berperan
dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan.

Peran Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai cara yang berorientasi
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pada keefektifan dan keberlanjutan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia efektil berarti membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan
berkelanjutan (continuity) menunjukkan kesinambungan, baik antara
program/kegiatan K/L maupun antara program/kegiatan dengan
keseluruhan agenda pembangunan nasional.
Peran dan fokus KSP pelaksanaan kebijakan yang dilakukan,
tetap diarahkan kepada kebijakan trimantap, yaitu mantap
pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan
karakter.
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengindikasikan
upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera,
maju, berkarakter Pancasila dan bermartabat, serta mempromosikan
kebudayaan yang terbuka terhadap kemajuan dan kemodernan.
Dengan demikian, domain kemenko PMK adalah segala hal yang
terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat,
melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas
kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh
kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia
yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila dan
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan
berkontribusi pada terwujudnya “Indonesia maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”. Hal ini
sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus
arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan
dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menclak
diskriminasi dan ketergantungan, serta sectara dalam membangun
kerjasama internasional.
Apabila dijabarkan, Trisakti dapat diwujudkan ke dalam bentuk:
¢« Kedaulatan dalam politik, dapat diwujudkan dalam pembangunan
demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam
pemusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini kedaulatan rakyat
menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui
gotong royong dan persatuan bangsa,

e Berdikari dalam ekonomi, dapat diwujudkan dalam pembangunan

demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
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kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
Dalam hal ini negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan
pemimpin vang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-
keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya
ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak
dasar warga Negara, dan Kepribadian dalam kebudayaan vang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Hal ini dapat
diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan pancasila
dan kegotong-rovongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan
dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam
mewujudkan implementasi  demokrasi  politik dan  demokrasi

ekonomi Indonesia ke depan.

2.2. Misi Kemenko PMK

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemenko PMK dibutuhkan tindakan
nyvata dalam penetapan Misi yvang sesuai dengan peran Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai
berikut:

a. Meningkatkan pembangunan manusia dan  kebudavaan yang
berkualitas dan berkelanjutan;
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ini mendukung secara langsung enam dari sembilan misi
Presiden dan Wakil Presiden vaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
Pembangunan yvang merata dan berkeadilan;
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

P a0 o

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga;

. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Penjelasan mengenai Misi Kemenke PMK tahun 2020-2024 adalah

schagai berikut:

1. Merningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang

berkualitas dan berkelanjutan,

Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK selaku kementerian

koordinator harus menjalankan tiga peran, yaitu (1) Koordinasi dan
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sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PMK.
Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan upaya yang
dilakukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat strategis,
lintas sektor, dan berdampak luas terhadap masyarakat yang
dilakukan oleh K/L di bidang PMK. (2) Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan  kebijakan di bidang PMK merupakan  proses
pengintegrasian dan penyelarasan (harmoenisasi) berbagai program dan
kegiatan bidang PMK yang ada pada K/L untuk menghasilkan
keputusan dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan atas
kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta dan
memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Akhirnya (3)
Pengendalian pelaksanaan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan
melalui instrumen yang terstruktur untuk mengarahkan suatu
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai
sasaran pembangunan nasional bidang PMK secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan,

Misi kedua mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan
kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan
kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi
yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan
syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM,
kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi

dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

2.3. Tujuan Strategis Kemenko PMK

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi
arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan
nasional bidang PMK.

Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada pericde lima
tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin
diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan.

Tujuan Kemenko PMK secara substanstif ditetapkan agar mampu
memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam kaitan tersebut

penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama,
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ketiga, dan kKeempat, yaitu Pembangunan SDM, Penyederhanaan Reqgulast,
dan Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan terscbut,
rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian
dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko PMK dijelaskan melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator tujuan Kemenko PMK 2020-2024

AT lNDll{A'l‘QR TARGET | TARGET
TUJUAN 2020 2024

Ti1,
Terwujudnya pembangunarn Indeks 72,51 75,54
manusia dan kebudayaan Pembangunan
yang berkualitas dan Manusia
bherkesinambungan
T.2.
Tercapainva birokrasi yang Nilai Reformasi BB AA
handal, terpercaya, dan Birokrasi (77,51) (90,01)
akuntabel

Tujuan pertama terkait dengan upaya pembangunan manusia dan
kebudayvaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki
jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara
yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan
bangsa yvang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya
pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang
dan  meningkatnya kualitas hidup sckaligus keberdavaan manusia
Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnyva nilai-nilai
kegotong-royongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-
nilai kKegotong-rovongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan
beradaptasi dalam menghadapi lingkungan vang semakin kompetitif.

Tujuan ini juga bermakna pada peran, tugas, dan fungsi Kemenko
PMK dalam memfasilitasi Kkeharmonisan dan Keselarasan dalam
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Sesuai
dengan arahan Presidan, maka regulasi, Kkebijakan, dan birokrasi
diarahkan agar semakin sederhana, efektil, dan efisien. Mutu KSP
bermakna  upaya-upaya dalam  bentuk  kebijakan  yang  dapat
meningkatkan Kkecepatan, efisiensi, dan efektivitas, Dengan demikian,
dapat dicapai kescrasian gerak langkah keseluruhan
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kementerian/lembaga yang memiliki irisan kesamaan  bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi
tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan
kebudayaan yang sesuai dengan agenda pembangunan.

Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan pertama diindikasikan
dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM (Human
Development Index, HDI). Indeks yang dikembangkan oleh United Nation
Development Programme (UNDP) ini terdiri dari tiga komponen utama
(subindeks) yang dianggap menggambarkan kualitas hidup manusia,
vaitu: (i) Subindeks pertama adalah kesehatan menggunakan indikator
angka harapan hidup pada waktu lahir, (i) Subindeks kedua adalah
pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah untuk
penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dan angka harapan lama
sekolah (expected years of schooling) untuk penduduk yang berusia 7
tahun ke atas. Subindeks yang pertama menggambarkan keadaan
kualitas manusia sekarang — dan merupakan bagian dari kebijakan masa
lalu; sementara subindeks kedua menggambarkan keadaan ke depan jika
kebijakan pendidikan sekarang dipertahankan. Pada dekade yang akan
datang, investasi sumber daya manusia sekarang akan mempengaruhi
subindeks yang pertama di masa yang akan datang.

Subindeks ketiga adalah indeks pendapatan per kapita. UNDP
menggunakan pendapatan per kapita yang dikonversi dengan kurs paritas
data beli (purchasing power parity, PPP) dan dinyatakan dalam harga
konstan tahun 2005. Komponen ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan inflasi.

Tercapainya birckrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya,
dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi
prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko PMK
dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang
sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya
lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek
mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah
dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang
tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur
Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam

pelayanan dan ditunjang dengan organisasi, serta manajemen yang efektif
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akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan

menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK
secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran strategis terdapat
indikator sasaran strategis, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran
strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko
PMK vyang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui
serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui
penggunaan sumber dayva yang efisien dan efektif dalam upaya
pencapaian visi dan misi Kemenko PMK.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenko PMK,
yaitu:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, yaitu
Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes),
Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPAJ;
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi lainnya yang terkait,

2. Program generik, merupakan program yang bersifat pelayanan internal
untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di
lingkungan Kemenko PMK.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK
dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran strategis ini akan digunakan
sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan

menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.
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Tabel 2.2, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan, SS1  Meningkatnya implementasi
manusia dan kebudayaan kebijakan pembangunan
vang berkualitas dan manusia dan kebudayaan vang
berkesinambungan S82 maju dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas
koondinasi dan sinkronisasi

SS3  perumusan dan penetapan
kebijakan

S84 Meningkatnya kualitas
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan
Meningkatnya Kualitas
Pengendalian Pelaksanaan

kebijakan
Tercapainya birokrasi yang =SS5 Meningkatnya Pelaksanaan
lebilh sederhana, handal, SS6  Reformasi Birokrasi
terpercaya, dan akuntabel Meningkatnya kualitas

tatakelola anggaran

Sebagai penjabaran dari tujuar, sasaran strategis
mempertimbangkan kepentingkan stakeholders, vaitu masyvarakat umum
dan K/L di bawah koordinasi kemenko PMK. Keberhasilan dalam
memenuhi harapan dan keinginan stakeholder tersebut perlu didukung
oleh proses bisnis vang sederhana, dapat diandakan, akuntabel, dan
terpercayva.

Lebih lanjut, sasaran strategis kemenko PMK mencerminkan fungsi
KSP sesuai dengan fungsi kemenko PMK yang mengoordinasikan tujuh
kementerian dan instansi lain vang terkait,

Dengan mengacu pada tujuan strategis serta mempertimbangkan
kepentingan stakeholders, tujuan strategis Kemenko PMEK, sclanjutnya
dijabarkan dalam enam sasaran strategis seperti terlihat dalam Tabel
2.2.

Ketercapaian sasaran-sasaran strategis diukur dengan berbagai

indikator utama seperti diperlihatkan Tabel 2.3.

www.peraturan.go.id



_79. 2020, No.652

Tabel 2.3. Indikator-indikator Sasaran Strategis
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PELAKSAAAN REFORMASI | BIROKRASI 2019: 75,72)
BIROKARASI

SS-0 INDEKS wTP WTP
MENINGKATNYA KUALITAS = OPINI BPK

TATA KELOLA ANGGARAN

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi
harapan dan aspirasi masyvarakat luas, yvaitu terimplementasinya
kebijakan PMK vang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut
merupakan hasil vang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-
4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan
kebijakan (88-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan (SS8-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
PMK (SS-1).

Adapun 88-5 merupakan prasvarat logis dan wajib agar fungsi KSP
yvang dijalankan Kemenko PMK dapat semakin berkualitas. Prasyvarat
logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis vang sederhana,
berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi vang membutulikan
reformasi, vaitu managemen perubahan, penataan peraturan perundang-
undangan, penataan dan pengauatan organisasi, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuniabilitas, penguatan
pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus dalam S8-5, Strategi Kemenko PMK memberi
perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi
semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses
pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM  vang unggul serta
optimalisasi teknologi informasi dan big data. Peningkatan kualitas tata
kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Sebagai ringkasan atas wuraian di atas, pada Gambar 2.2
diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan
Sasaran Strategis Kemenko PMK.
Visi dan Misi Kemenko PMK menjadi arahan utama yang memberi
petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup institusi Kemenko PMK.
Visi Kemenko PMK hendak menjawab tentang jati diri Organisasi, vaitu

sebagai Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan
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Kebudayvaan di Indonesia yang dijalankan secara  efektif dan
berkesinambungan.  Misi Kemenko PMK  hendak menjawab  yang
dikerjakan oleh Kemenko PMK, yaitu meningkatkan PMK di Indonesia

secara terus menerus.

dan berkelanjutan untuk mewnjudkan Indonesia Maj
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berdasarkan gotong royong
*MISI | - Meningkatkan pembangunan manusia dan
kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan

*VISI - Menjadi lembaga koordinator pelaksanaan
pembangunan manusia dan kebudayaan vang efektf
u
*MISI 2 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan

dan kebudayaan yang berkulitas dan
berkesinambungan
* TUJUAN 2 - Tercapainya birokrasi yang handal,

* TUJUAN 1 - Terwujudnya pembangunan manusia
terpercaya, dan akuntabel

*88-1 - Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan

manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan

*§5-2 - Meningkatnya kualitas koordinasl dan sinkronisasi
perumuean dan penetapan kebijakan

*85-3 - Moningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan

SASA RA N *85-4 - Moningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan

*55-5 - Meningkatnya kualitas pelaksanan reformasi birokrasi

ST R AT E G | S *885-6 - Optimalisasi sistemn anggaran berbasis kinerja

Gambar 2.2 Keterkaitan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Gambar 2.2, Visi dan Misi Kemenko PMK diletakkan
dalam lapisan tertinggi. Yang selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan
vang memberi arah vyang lebih terhadap semua aktivitas dalam
kelembagaan agar Visi kelembagaan dapat tercapai dan Misi kelembagaan
dapat dijalankan dengan baik. Tujuan mengindikasikan ukuran
efektivitas program dan Kegiatan-kegiatan yvakni (1) terwujudnya

pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan
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berkesinambungan, serta (2] tercapainya birokrasi yang handal terpercaya
dan akuntabel.

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam enam Sasaran
Strategis yang pada intinya menjabarkan Sasaran Strategis sesuai dengan
fungsi Kemenko PMK (33-1 s.d. S3-4] serta Sasaran Strategis yang
bersifat generik (S5-5 dan S3-6).

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut dapat disebut sebagai peta
strategi Kemenko PMK 2020-2024. Gambar 2.3 memperlihatkan peta
strategi tersebut. Peta strategi terbagi dalam empat lapisan (layers) yang
menunjukkan proges tercapainya Tujuan Strategis. Peta strategi dimulai
dengan proses perbaikan terus menerus kualitas birokrasi (S5-5) dan tata
kelola anggaran (S3-6|. Lapisan pertama ini disebut layer of learning and
grouih.

PETA STRATEGI KEMENKO PMK 2020-2024

T! S— \

§] Ferumusy dan FeneDem Katises [P Fer garayan FeacEadr Lexman

Prograc Dubungw bara emen raems

% - el

Gambar 2.3, Peta Strategi Kemenko PMK

Pada layer berikutnya, vaitu layer of strmtegic dnven sebagai bisnis
proges yang menghagilkan outpui berupa koordinasi perumusan
kebijakan (33-2], oufpui koordinasi pelaksanaan kebijakan (385-3], dan
output pengendalian kebijakan (S5-4).
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Layer of strategic outcome merupakan akibat dari bisnis proses, yaitu
meningkatnya  implementasi  kebijakan  pembangunan  manusia  dan
kebudayaan (8S-1) yvang pada gilirannya memberi impact, yaitu

tercapainva tujuan strategis Kemenko PMK (layer of strategic impact).

2.6. Nilai-nilai Organisasi Kemenko PMK
Dalam proses pencapaian  visi, misi, dan tujuan organisasi,
diperlukan budaya kerja vang kuat melalui fondasi nilai-nilai organisasi
yvang akan dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Kemenko PMK. Nilai-
nilai organisasi berperan dalam membangun kesadaran bersama untuk
memiliki sifat, perilaku, peran, pelavanan, kemunikasi, dan kontribusi
kepada organisasi dan stakeholders dalam satu persepsi dan satu
kevakinan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020-2024, Kemenko PMK telah
menetapkan nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan semangat revolusi
mental dan semangat reformasi birokrasi, yaitu:
1. Integritas
Dalam integritas terkandung makna bahwa para pegawai Kemenko
PMK berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan jujur, dapat
dipercava, berkarakter, dan bertanggung jawab untuk mencapai
tujuan organisasi.
2. Etos Kerja
Dalam etos kerja terkandung makna bahwa pegawai Kemenko PMK
bekerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing untuk
mencapai tujuan organisasi.
3. Gotong Rovong
Dalam gotong rovong terkandung makna bahwa pegawai Kemenko
PMK bekerja sama, setia kawan, toleran, saling menghargai, tolong

menolong, dan peduli untuk mencapai tujuan organisasi.
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BAB 11
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan
dalam Bab 1I, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi
Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN
2020-2024, seluruhnya terkait dengan bidang PMK. Keterkaitan Agenda
Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang PMK

dapat dilihat pada Tabel 3.1,

Tabel 3.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPIJMN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN AGENDA PEMBANGUNAN
NO. NASIONAL NASIONAL BIDANG PMK DALAM
DALAM RPIMN 2020-2024 RPIMN 2020-2024
1. | Penguatan Ketahanan Peningkatan SDM  perekonomian
ckonomi untuk (pertanian, kemaritiman, pariwisata,
pertumbuhan vang dll), riset dan teknologi
berkualitas

2. | Mengembangkan Wilayah Pengembangan Kawasan strategis,
untuk Mengurangi PDT, kawasan perbatasan, dan
Kesenjangan dan Menjamin | perdesaan

Pemerataan

3. | Meningkatkan SDM vang Pendidikan, Kesehatan,
Berkualitas dan Berdaya Kesejahteraan Sosial, serta Anak,
Saing Perempuan, dan Pemuda

4. | Revolusi Mental dan Revolusi mental, Kebudayaan,

Pembangunan Kebudayvaan | Moderasi Beragama

9. | Memperkuat Infrastruktur | Penvediaan air minum dan sanitasi
Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar

6, | Membangun Lingkungan Pengurangan risiko dan
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Hidup, Meningkatkan penanggulangan benecana
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

7. | Memperkuat Stabilitas Rehabilitasi narkoba berbasis
Polhukam dan keluarga, Pencegahan Tindak
Transformasi Pelayanan Pidana Perdagangan Orang, dan
Publik Perlindungan Pekerja Migran

Selanjutnya, akan dibahas secara lebih terinci, sasaran, target, arah
kebijakan, dan strategi yvang terkait dengan bidang pembangunan
manusia dan kebudavaan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
1. Agenda Pembangunan Pertama - Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbahan yang Berkualitas. Ukuran
keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan
dalam meningkatkan penguatan kewirausahaan dan UMKM,
nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing
perkonomian ditunjukkan pada Tabel 3.2,

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan

Pertama
No Sasaran Indikator Bmm Target
2019 2024
1. | Penguatan a. Rasio 3,3 3,9 '
Kewirausahaan Kewirausahaan
dan UMKM Nasional, [%]
b. Pertumbuhan 1,7 4,0
wirausaha baru,
[%]
2. | Peningkatan a.Jumlah dokumen 57 70
nilai tambah, kerjasama penem-
la-pangan Kerja patan dan
dan investasi di perlindungan
sektor riil dan pekerja mi-gran
industrialisasi antara Rl dan
negara tujuan pe-
nempatan dan
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lembaga
internasional

lainnya, [dokumen|

b. Persentase Pekerja 57 70
Migran Indonesia
vang bekerja pada
pemberi kerja ber-
badan hukum
terhadap total
pekerja migran, [%]|

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Pertama dapat dilihat pada
Tabel 3.3.

Tabel 3.3, Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda

Pembangunan Pertama

No. | Sasaran Makio | Arah Kebijakan | Strategi

1. | Meningkatkan | a.Penguatan » Meningkatkan
nilai tambah, Kewirausahaan kemitraan antara
lapangan kerja, dan UMKM Usaha mikro kecil
investasi, eks- dan usaha
por, dan daya menengah besar;
saing perkono- e Meningkatkan
miarn kapasitas usa-ha

dan akses

pembiavaan bagi

. wirausaha.
b.Peningkatan  Memperbaiki iklim
nilai tambah, usaha dan

lapangan kerja, meningkatkan
dan investa-si di - investasi, terma-suk

sektor riill dan reformasi

industrialisasi ketenagakerjaan.

2. Agenda Pembangunan Kedua — Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Ukuran

keberhasilan yvang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan
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dalam pembangunan berbasis Kewilayahan ditunjukkan pada
Tabel 3.4,

Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan

Kedua
Baseline | Target
Na. Indikator ,
2019 2024
A.Pengembangan Kawasan Strategis
Rasio pertumbuhan investasi N/A >1

kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap
pertumbuhan investasi wilayah

(per pulau/provinsi)

B. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Pedesaan, dan Transmigrasi

1. | Peningkatan status pembangunan TOM: M: 10.559 |
desa menjadi berkembang dan 1.444 B: 58.879
mandiri, [desa] B:54.291 | T: 3.232

T:19.152

2. | Penurunan angka kemiskinan 12,9 9,9

desa, [%]

3. | Jumlah revitalisasi Bumdes
berdasarkan status 5.000 10.000
4. Bumdes Berkembang 600 1,800
b. Bumdes Maju

4. | Jumlah revitalisasi Bumdes
Bersama berdasarkan status 200 300
a. Bumdes Bersama Berkembang 120 200
b. Bumdes Bersama Maju
5. | Persentase penduduk miskin di | 26,1{2018 | 23,5-24 |

daerah tertinggal, [%] )
25,5
(2019) ‘
6. | Rata-rata IPM di dacrah tertinggal, 08.11 62,2-62,7
B (2018
58,82
(2019)

Keterangan:'! M=Mandiri, B=Berkembang, T=Tertinggal
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Arah Kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Kedua dapat dilihat pada Tabel

3.5.
Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda
Pembangunan Kedua
No. Arah Kebijakan Strategi

X Pengeml)angan 1) Perluasan akses pelavanan dasar
kebijakan dan pendidikan dan kesehatan;
pelaksanaan 2) penyediaan prasarana dan sarana
pembangunan dasar perumahan, air bersih dan
afirmatif untuk sanitasi, dan listrik;
mempercepat 3) peningkatan konektivitas
pembangunan transportasi darat, sungai, laut,
daerah tertinggal, dan udara;
kecamatan lokasi 4) pengembangan jaringan
prioritas perbatas- telekomunikasi dan informasi
an, pulau-pulau sebagai basis ekonomi digital;
kecil terluar dan 5) perluasan kerjasama dan
terdepan, serta ka- kemitraan dalam investasi,
wasan transmigrasi, promosi, pemasaran dan

perdagangan.

2 | Percepatan 1) Tata kelola pemerintahan yang
pembangunan desa baik melalui peningkatan
secara terpadu kapasitas aparatur desa,
untuk mendorong pendampingan, peran serta
transformasi sosial, masyarakat desa vang inklusif;
budaya dan 2) penetapan batas desa;
ckonomi desa 3) pengembangan desa wisata, desa

digital dan produk unggulan desa
dan kawasan perdesaan,
pengembangan
BUMDes/BUMDes Bersama;

4) Peningkatan pelayanan dasar
desa;

5) Optimalisasi pemanfaatan dana

desa untuk mendo-rong kKegiatan

produktif, memberdayakan
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masyara-kat desa termasuk
membiayai pendamping lokal de-
sa; dan

6) penguatan peran Kecamatan
sebagai pu-sat perubahan dan
pertumbuhan, serta pembinaan
dan pengawasan desa.

3. Agenda Pembangunan Ketiga - Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan
vang ingin dicapai sclama lima tahun ke depan dalam (1)
pengendalian  penduduk  dan  penguatan tata  kelola
kependudukan, (2) perlindungan sosial bagi scluruh penduduk,
(3) Pemenuhan pelayanan dasar, (1) peningkatan kualitas anak,
perempuan, dan pemuda, (5) pengentasan kemiskinan, dan {(6)
peningkatan produktivitas dan daya saing ditunjukkan pada
Tabel 3.6.

Tabel 3.6, Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan
Ketiga

2019 | 2024

No. Indikator

.......

Angka Kelahiran Total (Total 2,28 2,10

Fertility Rate), |-| (Supas,
2015)

2: Cakupan NIK, |%] 96 100
Kepemilikan akte kelahiran, [%] 83,3 100
Pencatatan akte kematian, [%] N.A 100
Kepemilikan buku nikah, [%!] N.A 100
Pencatatan perceraian, [%)  NA | 100
Penyebal kematian, |- Belum 100

Diterapkan
3. Persentase daerah vang 35 100

menvelenggarakan layanan

terpadu penanggulangan
kemiskinan, %]
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perencanaan, peng-anggaran,
dan momneyv unit terpadu dalam
Proses penyu-suran program-
program penanggulangan
kemiskinan, |[Kab/Kota)|

Persentase penduduk vang
tercakup dalam program
perlindungan sosial:

-90-
No. Indikator - o
2019 2024
4. Prosentase memanfaatkan sistem 16 300

a. Proporsi penduduk vang 78,7 98
tercakup dalam program
Jjaminan sosial, [%]
b. Proporsi rumah tangga miskin 65,2 80
dan rentan yang memperoleh
bantuan sosial pemerintah,
(%]
2. Cakupan penerima bantuan
nontunai dan subsidi tepat
sasararl, [Juta KK|
a. Bantuan keluarga untuk 10 10
keschatan dan pendidikan
b. Bantuan Pangan 15,6 15,6
c. Bantuan elpiji 3 kg 314 31,4
d. Bantuan listrik daya 450 VA 31,4 31,4
dan 900 VA, [juta KK]
3. Cakupan penerima bantuan 96,8 112,9
iuran (PBI) Jaminan Keschatan
Nasional dari 40 persen
penduduk berpendapatan
terbawah, [juta jiwa|
9. Persentase penduduk lansia vang 92,1 99
tidak mengalami kesu-litan {Supas,
beraktivitas, [%] 2015)
3. Persentase penduduk lansia yang| 88,6 90
tidak mengalami kesu-litan (Supas,
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-91-
No. Indikator Basm W
2019 | 2024
melihiat, membaca dan 2015)
mendengar, [%|
6. Cakupan kepesertaan JKN, [%] 84,1 98
t 8 Cakupan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan
a. Pekerja formal, [%] 40 >30
b. Pekerja informal, [%]| 5 >30
10. | Cakupan penerima bantuan - 20
iuran (PBI) Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, [Juta Pekerjal
11. | Indeks keberfungsian sosial 0,34 0,41
penvandang disabilitas
12, | Indeks keberfungsian sosial 0,26 0,34
lanjut usia
13, | Persentase instansi pusat dan 0 30
daerah yang mengadopsi sistem
perlindungan sosial adaptif [%]
14, | Persentase anak penyandang 37,5 50
disabilitas usia sekolah vang
memiliki akses terhadap layanan
pendidikan dasar, [%)
'15. | Persentase pemerintah daerah 2.7 7,5
vang menerapkan prinsip-
prinsip kota inklusif, [%]|
Angka kematian ibu, [per 305
100.000 kelahiran hidup) (Supas,
2015)
2. Angka kematian bayi, [per 1.000 24 16
kelahiran hidup| (SDKI,
2017)
3. Prevalensi Pemakaian 57,2 63,4
Kontrasepsi Cara Moder, (SDKI,
|[mCPR] 2017)
73 Unmet Need KB, [%] 10,6 T4
{SDKI,
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-02-
No. Indikator Base!ine W
2019 2024
2017)
5. ASFR 15-19 Tahun, [%] 30 18
(SDKI,
2017)
6. Prevalensi stunting (pendek dan 27,7 14
sangat pendek) pada balita, [%] | (Riskesdas,
2018)
7. Prevalensi wasting (kurus dan 10,2 7
sangat kurus) pada (Riskesda
balita, [%)] s, 2018)
8. Insidensi HIV, |per 1.000 0,24 0,18
penduduk yang tidak terinfeksi {(Kemkes,
HIV| 2018)
9. Insidensi TB, |per 100.000 319 190
penduduk]| (Global THB
Report,
2017)
10. | Eliminasi malaria, [kab/kota| 285 405
{Kemkes,
2018)
11, | Persentase merokok penduduk 9,1 8,7
usia 10-18 tahun, [%)| (Riskesdas,
2018)
12. | Prevalensi obesitas pada 21,8 21,8
penduduk umur 218 tahun, [%)] | (Riskesdas,
2018)
13. | Persentase imunisasi dasar 57,9 90
lengkap pada anak usia 12-23 (Riskesdas,
bulan, [%] 2018)
14, | Persentase fasilitas kesehatan 40 100
tingkat pertama terakre-ditasi, (Kemkes,
%] 2018)
15, | Persentase rumah sakit 63 100
terakreditasi, [%| (KemKkes,
2018)
16, | Persentase puskesmas dengan 23 83
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-93-
No. Indikator Basell’ne W
2019 2024
jenis tenaga keschatan sesuai {Kemkes,
standar, [%]| 2018)
17. | Persentase puskesmas tanpa 12 0
dokter, [%] (Kemkes,
2019)
18, | Persentase puskesmas dengan 86 96
ketersediaan obat esensi-al, [%] | (Kemkes,
2018)
19. | Persentase obat memenuhi 78,6 92,3
syarat, |%] (BPOM,
2019)
20. | Persentase makanan memenuhi 76 806
svarat, |%| (BPOM,
2019)
21. | Rata-rata Lama Sekolah 8,52 9,18
Penduduk Usia 15 Tahun ke (Susenas
atas, [Tahun)| 2018)
22. | Harapan Lama Sekolah, [Tahun| 12,02 13,89
(Susenas
2018)
23, | Angka Partisipasi Kasar, [%]
a. Pendidikan Anak Usia Dini 34,36 53,10
(PAUID) {Susenas
2017)
b. SD/MI/sederajat 108,50 106,71
(Susenas
2017)
¢. SMP/MTs/sederajat 90,23 95,43
(Susenas
2017)
d. SMA/SMK/MA/scderajat 82,84 84,02
(Susenas
2017)
e. Pendidikan Tinggi (PT) 29,93 43,86
{(Suscnas
2017)
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No. Indikator Basm W
2019 2024

24, | Persentase anak kelas 1 63,34 72,77
SD/MI/SDLE vang pernah me- {Susenas,
ngikuti pendidikan anak usia 2018)
dini , [%]

25, | Rasio Angka Partisipasi Kasar
(APK) 20% Termiskin dan 20%

Terkaya, [-]
a. SMA/SMK/MA/Sederajat 0,67 0,78
b. Pendidikan Tinggi 0,16 0,23

26. | Nilai rata-rata hasil PISA, |-

a. Membaca 371 396
b. Matematika 379 388
c. Sains 396 402

27, | Proporsi Anak di Atas Batlas
Kompetensi Minimal dalam Test
PISA, (%]

a. Membaca 30,1 34,1
b. Matematika 28,1 30,9
¢. Sains 40,0 44,0

28, | Proporsi Anak di Atas Batas
Kompetensi Minimal dalam
Assesment Kompetensi [%)]

a. Literasi 53,2 61,2
b. Numerasi 229 30,1
Indeks mposit Kesejahteraan 62,7
Anak (IKKA), |-] (2017)

2. Proporsi perempuan umur 20-24 11,21 8.74
tahun vang menikah sebelum 18 | (Susenas,
tahun, [%| 2018}

3. Prevalensi anak usia 13-17 tahun| Laki-laki: | Menuru
vang pernah menga-lami 61,7 n
kekerasan sepanjang hidupnya, Perempuan
|%] 162

{(SNPHAR,
2018)
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12 bulan terakhir, |%]

Persentase rumah tangga miskin

-O5-
No. Indikator B”m W
a 2019 2024

9. Indeks Pembangunan Gender 91,07 91,39
(IPG), |-] (2019)

3. Indeks Pemberdayaan Gender 72,10 74,18
(12G), -] (2018)

6. Indeks Pembangunan Pemuda, 51,50 57,67
] (2018)

7. Prevalensi kekerasan terhadap 9,40 Menuru
perempuan usia 15-64 tahun di (2016) n

27,9

dan rentan yang meng-akses
pendanaan usaha, [%]

Persentase angkatan kerja

1. 40
dan rentan yang memi- liki asset
produktif (lavanan keuangan,
modal, lahan, pelatihan), %]

2 Persentase rumah tangga miskin 25,6 S50

43,72 49,8

1.
berpendidikan menengah ke (Sakernas,
atas, |%| 2019)

2. Proporsi pekerja berkeahlian 10,46 43,31
menengah dan tinggi, [%] (Sakernas,

2019)

e Jumlah lulusan pelatihan 0,78 2,8

vokasi, [juta orang| (13 K/L,
2018)

4. Persentase lulusan pendidikan 46,60 52,6
vokasi vang mendapat-kan (Sakernas,
pekerjaan dalam 1 tahun setelah 2019)
kelulusan, [%]

8. Jumlah PT yang Masuk ke
dalam World Class Universi-ty,

[PT]
a. Top 100 - 1
(L
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No. Indikator Baseline W
2019 2024
b. Top 300 9,5 2
(ur) (ITB dan
UGM)
c. Top 500 2 3
(ITB dan | (IPB,Unai
UGM) r,Unpad)

9. Jumlah publikasi ilmiah dan
sitasi di jurnal
internasional, [Publikasi| 14.606 31.159
a. Jumlah publikasi {artikel) 38.586 59.770
Internasional (KRTPT,

b. Jumlah Sitasi di Jurnal 2018)
Internasional

10. | Jumlah Prototipe dari PT, 99 243

|Prototipe] (KRTPT,
2017)

11, | Jumlah hak kekayaan intelektual 762 1.812
(HKI) yang didaftar-kan dari hasil| (KRTPT,
litbang PT, [HKI] 2017)

12. | Jumlah produk inovasi dari 143 700
tenant Perusahaan Pemula (KRTPT,

Berbasis Teknologi (PPBT) vang 2018}
dibina, [Produk]

13, | Jumlah produk inovasi yang 52 210
dimanfaatkan industri/ badan (KRTPT,
usaha, |Produk] 2018)

14. | Permohonan Paten vang 1.362 3.000
Memenuhi Syarat Adminis-trasi | (Kemhuk
Formalitas KI (Domestik), [Paten] ham,

2018)

15. | Pemberian paten (Domestik), 790 1.000
|Paten| {(Kemhuk

ham,
2018)

15. | Persentase SDM Iptek (dosen, 14,08 20*

peneliti, perekavasa) (KRTPT,
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-O7-
No. Indikator Baseline 'l‘argct
2019 2024
Berkualifikasi 83, [%] 2018)
16. | Pusat Unggulan Iptek yang 81 138*
ditetapkan, [PUT] (KRTPT,
2018)
17. | Jumlah pranata litbang vang 48 75*
terakreditasi (aktif), [Pranata (KNAPPP,
Lithang)| 2018)
19, | Jumlah infrastruktur Iptek 6 10
strategis vang dikembang-kan,
[Infrastruktur)
20. | Jumlah STP yang ada yang 15 8
dikembangkan, |STP)
a. Berbasis Perguruan Tinggi 17 S5
b. Berbasis Non Perguruan 28 3
Tinggi
21. | Hasil inovasi Prioritas Riset N/A 40*
Nasional
22. | Penerapan teknologi untuk
mendukung pembangun-an yang
berkelanjutan, [Teknologi]:
a. Pencrapan teknologi untuk 12 24
keberlanjutan pemanfaatan
sumber dava alam
b. Penerapan teknologi untuk 35 35
pencegahan dan mitigasi
pascabencana
23, | Proporsi anggaran lithang 0,25 0,42
terhadap PDB, |%|
24. | Meningkatnya budaya dan
prestasi olahraga:
a. Persentase penduduk 31,39 40
berumur 10 tahun ke atas {2018)
vang melakukan olahraga
sclama seminggu terakhir, [%]
b. Peringkat Asian Games, 4 5
[Ranking] (2018) {2022)
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-08-
No. Indikator Ba;eline Tgrgct
2019 2024
c. Peringkal Asian Para Games, 5 4-6
|Ranking] (2018) (2022)
d. Jumlah perolehan medali 1 3
pada Olympic Games, (2016)

[medali emasj
¢, Jumlah perolehan medali - 3
pada Paralympic Games,

|medali emas|

*) angka kumulatif
Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Ketiga dapat dilihat pada Tabel

3.7.
Tabel 3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda
Pembangunan Ketiga
No. | Arah Kebijakan Strategi
1. | Mengendalikan e Percepatan cakupan administrasi
pertumbuhan kependudukan;
penduduk dan o Integrasi sistem administrasi
memperkuat tata kependudukan;
kelola e Pemaduan dan sinkronisasi
kependudukan kebijakan pengendalian
penduduk.
2. | Memperkuat ¢ Penguatan pelaksanaan jaminan
pelaksanaan sosial;
perlindungan e Penguatan pelaksanaan
sosial penvaluran bantuan sosial dan
subsidi yang tepat sasaran;
» Perlindungan sosial adaptif;
e Peningkatan kesejahteraan sosial;
* Penguatan pelaksanaan
pendampingan dan layanan
terpadu.
3. | Meningkatkan * Peningkatan kesehatan ibu, anak,
akses dan mutu keluarga berencana, dan
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No. | Arah Kebijakan Strategi
pelayanan kesehatan reproduksi;
kesehatan * Percepatan perbaikan gizi
menuju cakupan masyarakat;
kesehatan ¢ Peningkatan pengendalian
semesta penyakit;
* Pembudayaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
4. | Penguatan Sistem | e Penguatan pciayanan keschatan
Kesehatan dan dasar dan rujukan;
Pengawasan obat | « Pemenuhan dan peningkatan
dan makanan kompetensi tenaga keschatan;
¢ Pemenuhan dan peningkatan daya
saing sediaan farmasi dan alat
kescehatan;
* Peningkatan efektivitas
pengawasan obat dan makanan;
* Penguatan tatakelola pembiayaan
penelitian dan pengem-bangan
kesehatan,
3. | Meningkatkan e Peningkatan kualitas pengajaran
Pemerataan dan pembelajaran;
layanan * Peningkatan pemerataan akses
pendidikan layanan pendidikan di semua

berkualitas

jenjang dan percepatan
pelaksanaan Wajib Belajar 12
Tahun, Penguatan Penjaminan
mutu pendidikan dan
antarwilayah;

* Peningkatan profesionalisme,
kualitas, pengelolaan, dan pe-
nempatan pendidik dan tenaga
kependidikan yang merata;

e Penguatan penjaminan mutu
pendidikan untuk meningkat-kan
pemerataan kualitas lavanan

antarsatu-an pendidikan dan
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No. | Arah Kebijakan Strategi

antarwilavah;

* Peningkatan tata kelola
pembangunan pendidikan, strategi
pembiayvaan, dan peningkatan
efektivitas pe-manfaatan Ang-
garan Pendidikan.

6. | Meningkatkan e Perwujudan Indonesia layak anak

kualitas anak, melalui penguatan sistem
perempuarn, dan perlindungan anak untuk
pemuda memastikan menikmati haknya;

¢ Peningkatan kesetaraan gender
dan pemberdayaan perem-puan;

e Peningkatan perlindungan
perempuan, termasuk pekerja mi-
gran dari kekerasan dan TPPO;

* Peningkatan kualitas Pemuda.

7. | Pengentasan e Akselerasi penguatan ekonomi

Kemiskinan Keluarga;

e Keperantaraan usaha dan
dampak sosial.

 Meningkatkan e Pendidikan dan pelatihan vokasi

Produktivitas dan berbasis Kerjasama Industri;

daya saing e Penguatan pendidikan tinggi
berkualitas;

¢ Peningkatan kapabilitas iptek dan
penciptaan inovasi;

* Pengembangan budava dan
meningkatkan prestasi olahraga
di tingkat nasional.

4. Agenda Pembangunan Keempat ~ Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan. Ukuran keberhasilan vang ingin
dicapai dalam lima tahun ke depan dalam revitalisasi revolusi
mental dan pembangunan kebudavaan ditunjukkan pada Tabel
3.8.
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Tabel 3.8. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan

Keempat
No. Sasaran Indikator Baselmc W
2019 2024
Y. Menguatnya a.Indeks Capaian 67,0 74,3
revolusi mental Revolusi Mental
dan pembinaan | b.Indeks N/A 77,0
ideologi Aktualisasi Nilai
Pancasila untuk Pancasila
memantapkan
ketahanan
budaya
2; Meningkatnya Indeks 53,7 62,7
pemajuan Pembangunan (2018)
kebudavaan Kebudayaan
untuk
meningkatkan
peran
kebudayaan
dalam pem
bangunan
3. Meningkatnya Indeks 0,61 0,65
kualitas Pembangunan (2018)
kehidupan Masyarakat
masyarakat dan
dava rekat sosial
4. Menguatnya Indeks 73,8 75,8
moderasi beraga- | kerukunan Umat
ma untuk Beragama
mewujudkan
kerukunan umat
dan membangun
harmoni sosial
dalam kehidupan
masyarakat
3. Meningkatnya a. Indeks 53,6 61,0
ketahanan ke- Pembangunan (2018)
luarga untuk Keluarga
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No. Sasaran Indikator e |
2019 2024
memperkukuh b. Median usia 21,8 22,1
karakter bangsa kawin pertama (SDKI,
perempuan 2017)
6. Meningkatnya Nilai Budayva 55,0 71,0
budaya literasi Literasi (2018)
untuk
mewnjudkan
masyarakat
berpengetahuan,
inovatif dan
kreatif

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Keempat dapat dilihat pada
Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda
Pembangunan Keempat

No. | Arah Kebijakan Strategi
1. | Revolusi mental e Revolusi mental dalam sistem
dan pembinaan pendidikan untuk memperkuat

ideologi Pancasila nilai integritas, etos kerja, gotong

untuk rovong, dan budi pekerti;

mem perkukul e Revolusi mental dalam tata kelola
ketahanan budaya pemerintahan untuk penguatan
bangsa dan budaya birokrasi yang bersih,
membentuk melayani, dan responsive;

mentalitas bangsa | « Penguatan ketahanan, kualitas,

vang maju, dan peran keluarga dan
modern, dan masyarakat dalam pembentukan
berkarakier karakter sejak usia dini;

e Revolusi mental dalam sistem
sosial untuk memperkuat
ketahanan, kualitas dan peran
keluarga dan masyara-kat dalam
pembentukan karakier anak

melalui penga-suhan berbasis hak
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No. | Arah Kebijakan Strategi
anak berdasarkan karakteristik
wi-layah dan targetl sasaran;
Penguatan pusat-pusat
perubahan gerakan nasional re-
volusi mental untuk mewujudkan
Indonesia melayani, tertib,
mandiri, bersih, dan bersatu;
Pembangunan dan pembudayaan
sistem ekonomi ke-rakyatan
berlandaskan Pancasila;
Pembinaan ideologi Pancasila,
pendidikan kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela negara
untuk menum-buhkan jiwa
nasionalisme dan patriotism.

2. | Meningkatkan Revitalisasi dan aktualisasi nilai
pemajuan dan budaya dan kearifan lokal untuk
pelestarian menumbuhkan semangat
kebudayaan untuk kekeluargaan, musyawarah,
memperkuat gotong-rovong, dan kerjasama
karakter dan antarwarga
memperteguh jati Pengembangan dan pemanfaatan
diri bangsa, kekayaan budaya untuk
meningkatkan memperkuat karakter bangsa dan
kescjahteraan kesejahteraan rakyat;
rakyat, dan Pelindungan hak kebudayaan
mempengarthi dan ekspresi budaya untuk
arah memperkuat kebudayaan yang
perkembangan inklusif;
peradaban dunia Pengembangan diplomasi budaya

untuk memperkuat pengarnih
Indonesia dalam perkembangan
peradaban dunia;
Pengembangan tata kelola
pembangunan kebudayaarn,

3. | Memperkuat Penguatan praktik beragama
moderasi dalam perspektif jalan tengah
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literasi, inovasi, .
dan kreativitas
bagi terwujudnya
masvarakat
berpengetahuan .
dan berkaraktler

-104-
No. | Arah Kebijakan Strategi
beragama untuk (wasathiyyah) untuk
mengukuhkan memantapkan persaudaraan dan
toleransi, kebersamaan di kalangan umat
kerukunan, dan beragama;
harmoni social e Penguatan harmoni dan
kerukunan umat beragama;
e Peningkatan kualitas pelayanan
keagamaan;
* Pengembangan ekonomi umat dan
sumber daya keagamaan;
4. | Meningkatkan e Peningkatan budaya literasi;

Pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan Bahasa Indonesia,
bahasa dan aksara daerah, serta
sastra;

Peningkatan Kreativitas dan dava
cipta;

Pengembangan budaya Iptek,
inovasi, kreativitas, dan dava
cipta;

Penguatan institusi sosial

penggerak literasi dan inovasi

5. Agenda Pembangunan Kelima — Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Ukuran

keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan

dalam

memperkuat

Infrastruktur

untuk

mendukung

Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ditunjukkan pada
Tabel 3.10.

Tabel 3.10., Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan

menempati hunian layak dan
terjangkau, [%]

Kelima
Baseline Target
No. Indikator s :
2019 2024
1. | Rumah Tangga vang o1,1 70
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2. | Rumah Tangga vang 87,8 layak | 100 layak
menempati hunian dengan dan 6,7 dan 15
akses air minum layak dan ‘aman (2018))  aman
aman, |%)

3. | Penurunan resiko bencana N/A 20
dengan risiko bencana tinggi
(provinsi)

Arahkcbljakan dan sﬁateg'i‘ nasional dalam pencabéiém sasaran
dan target Agenda Pembangunan Kelima dapat dilihat pada Tabel
3.11.

Tabel 3.11. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda

Pembangunan Kelima

yang menem-
pati hunian
dengan akses
air minum
layak dan

amarn

kelola
kelembagaan
untuk
penvediaan air
minum lavak

dan aman

No, Indikator Arah Kebijakan Strategi
1. | Rumalh Tangga | Meningkatkan e Strategi
yang menei- akses ma- difokuskan pada
pati hunian syarakal secara tiga aspek, vakni
layak dan berta-hap sisi permintaan
terjangkau terhadap (demand sidej,
perumah-an dan dari sisi pasokan
permukiman la- (supply side), dan
vak dan aman lingkungan vang
vang ter-jangkan mendukung
untuk mewu- (enabling
judkan kota yang| environment).
inklu-sif dan
layak huni
2. | Rumah Tangga | Peningkatan tata | e Peningkatan

komitmen dan
kapasitas
Pemda, di
antaranya
melalui
pemberian
penghargaan
dan sanksi;

* Peningkatan
kualitas

www.peraturan.go.id




2020, No.652 106.

No. Indikator Arah Kebijakan Strategi
dokumen

perencanaan air
minum vang
terintegrasi;

* Peningkatan
sinergi dan
kolaborasi
penvediaan
akses air minum

antar prograii

dan antar-

stakeholder.
Perubahan e Penyadaran
perilaku ma- masyarakat
syarakat untuk untuk perilaku
mendukung hemat air,
upaya peningkatan
konservasi willingness to

sumber daya air pay, dan

dan penvediaan penggunaan
air minum lavak sumber air
dan aman minum aman;

¢ Pengurangan
pemanfaatan air
tanah di daerah
yang telah terla-
vani SPAM;

* Konservasi
sumber air haku
untuk air minum

berbasis masya-

rakat.

3. | Ketahanan pengembangan | e Pembangunan
Kebencanaan infrastruktur dan peningkatan
Infrastruktur tangguh bencana|  kualitas

dan penguatan infrastruktur
infra-struktur tangguh;
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kawasan ra-wan
hencana, serta
restorasi dan
konservasi
daerah aliran

sungai.

No. Indikator Arah Kebijakan Strategi
vital, pengelola- bencana di
an terpadu kawasan

prioritas rawan
bencana;
Penilaian dan
peningkatan
keamanan
infrastruktur
vital terhadap
bencana;
Penetapan
standar
bangunan
tangguh
bencana;
Pengembangan
infrastruktur

hijau.

6. Agenda Pembangunan Keenam — Membangun lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Berncana dan Perubahan Iklim. Ukuran
keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan

dalam Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim dasar ditunjukkan pada Tabel

3.12.

Tabel 3.12. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan

Keenam

No

Indikator

Baseline | Target
2019 2024

Alam

dan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya

Jumlah limbah B3 yang
terkelola, [juta ton]

367,3 5398

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Rasio investasi PRB terhadap

0,04 1,36

WWW.
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APBN, [%]
Persentase kelengkapan
peralatan sistem peringat-an dini

87 100
untuk bencana tektonik dan
hidrometeoro-logi, [%]
Kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini
perog 5,0 3,0

bencana kepada masyarakat,

[menit|

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Keenam dapat dilihat pada
Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Arah kebijakan dan Strategi Nasional Agenda

Pembangunan Keenam

No Indikator Arah Kebijakan Strategi J
1. | Meningkatnya | Penanggulangan e Pembangunan

kualitas Pencemaran dan IFasilitas
lingkungan Kerusakan Pengolahan
hidup Sumber Daya Limbah B3 dan
Alam dan Limbah Medis
Lingkungan secara terpadu.
Hidup
2. Meningkatnya | Penanggulangan e Penguatan Data,
ketahanan Bencana Informasi, dan
terhadap Literasi Bencana;
dampak e Penguatan Sistem,
bencana dan Regulasi dan Tata
bahava iklim Kelola Bencana;
e Penguatan
Rencana
Pengurangan

Risiko Bencana
melalui Rencana
Aksi Pengurangan
Risiko Bencana

secara nasional
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Indikator | Arah Kebijakan I Strategi

dan da-erah yang
akan
diintegrasikan
dengan Rencana
Aksi Adaptasi
Perubahan Iklin;

e Peningkatan
Sarana Prasarana
Mitigasi dan
Penanggulangan
Bencana;

e Integrasi kerja
sama antar daerah
terkait kebijakan
dan penataan
ruang berbasis
risiko bencana dan
implementasi
penang-gulangan
bencana;

e Penguatan
Penanganan
Darurat Bencana;

s Pelaksanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi di
daerah terdampak
bencana;

e Penguatan sistem
mitigasi mult
ancaman bencana
terpadu, terutama
melalui pengu-atan
INATEWS dan
MHEWS;

* Penguatan

kesiapsiagaan
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No Indikator | Arah Kebijakan I Strategi ]
dalam penangan-

an bencana melalui
social reengineering
ketahanan |
bencana multilevel,
terutama level
keluarga,
komunitas, dan
desa;

e Peningkatan
pengembangan dan‘
inovasi skema
alternatif
pembiayaan
penanggu-langan

bencana.

7. Agenda Pembangunan Ketujuh - Memperkuat Stabilitas Polhukam
dan Transformasi Publik. Ukuran keberhasilan vang ingin dicapai
untuk lima tahun ke depan dalam memperkuat stabilitas
polhukam dan transformasi publik ditunjukkan pada Tabel 3, 14.

Tabel 3.14. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan

Ketujuh
Baseline | Target
No Indikator i
2019 2024
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Angka Prevalensi :
1. 1,8 1,69
Penyalahgunaan Narkotika, [%|
D Indeks Pelayanan dan 92,46* S
" | Perlindungan WNI/BHI, [-] {2018)

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran
dan target Agenda Pembangunan Ketujuh dapat dilihat pada
Tabel 3.15.
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Tabel 3.15. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda

Pembangunan Ketujuh

No. | Arah Kebijakan Strategi

1. Peningkatan e Pencegahan dan pemberantasan
Keamanan dan peredaran gelap, penyalahgunaan
Ketertiban narkotika dan prekursor narkotika;
Masyarakat e Penanganan kasus TPPO, serta

kejahatan terhadap perempuan,
anak, dan kelompok rentan
lainnya.

2. Memperkuat e Penguatan perlindungan WNI dan

integritas BHI di tingkat bila-teral, regional,
wilayah NKRI dan multilateral serta

dan meningkatkan upaya pencegahan
perlindungan terjadinva masalah WNI di luar
WNI negeri;

e Penguatan peran-serta aktor non-
pemerintah dalam melakukan
perlindungan kepada WNI.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK
Arah  Kebijakan dan strategi Kemenko PMK merupakan
penjabaran dan realisasi peran yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-
2024, Gambar 3.1 memperlihatkan Keterkaitan antara Agenda
Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan, Strategi Nasional, dan peran
Kemenko PMK dalam keseluruhan Agenda Pembangunan Nasional.
Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah Kebijakan, dan
strategi Kemenko PMK mengacu pada tugas spesilik, yaitu menjadi
lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan
kebudayvaan. Arah kebijakan dan strategi terutama ditujukan untuk
penguatan fungsi KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan K/ terkait.

Bila Sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK diringkaskan,
dapat dilihat bahwa enam sasaran strategis terscbut terkait dengan
kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam hal:

e PERAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
vang diamanatkan kepada Kemenko PMK (SS-1)
e PROSES BISNIS dalam pelaksanaan (8S-2, 88-3, 85-4)
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e TEKNOLOGI dan KAPASITAS Kelembagaan dan SDM (SS8-5)
e SISTEM Anggaran (SS-6)

Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi
Kemenko PMK

Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa bagian dari Strategi
Pembangunan Nasional yang menjadi tugas Kemenko PMEK akan tercapai
bila kualitas Peran Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudavaan,
Proses Bisnis, Teknologi dan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, serta
Sistemn  Anggaran Kemenko PMK  semakin  meningkat, efektif, dan
berkelanjutan.

Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut perlu dijabarkan dalam Arah
Kebijakan, Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/
atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden vang
rumusannya mencerminkan bidang tugas Kemenko PMK. Oleh karena itu,
Arah Kebijakan Kemenko PMK merupakan upava-upava vang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran,
proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup PMK.

Arah Kebijakan kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi vang
merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatil untuk
mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya, Tabel 3.16 memperlihatkan rincian dari Sasaran

Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK tahun 2020-2024,

Tabel 3.16. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK
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SASARAN ARAH
STRATEGIS KEBIJAKAN U

SS-1 Peningkatan Meningkatkan

MENINGKATNYA efektivitas dan komunikasi kelembagaan

IMPLEMENTASI keberlanjutan dalam koordinasi dan

KEBIJAKAN PEM- | pembangunan sinkronisasi perumusar,

BANGUNAN manusia dan penetapan kebijakan yang

MANUSIA DAN kebudayaan terkail dengan isu-isu di

KEBUDAYAAN bidang PMK;

YANG MAJU DAN Meningkatkan

BERKELANJUTAN keterlibatan K/L/D/M
dalam koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan yang terkait
dengan isu-isu di bidang
PMK;
Meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan
pengendalian kebijakan
vang terkait dengan isu-
isu di bidang PMK;
Memastikan pelaksanaan
kebijakan PMK tepat
sasaran dan bermanfaat
bagi masyarakat.

58-2 Peningkatan Meningkatkan kualitas

MENINGKATNYA kualitas proses perencanaan kebijakan

KUALITAS penyusunan melalui penetapan agenda

KOORDINASI DAN | perumusan dan | sefting dan formulasi kebi-

SINKRONISASI penetapan jakan,

PERUMUSAN DAN | kebijakan

PENETAPAN

KEBIJAKAN

SS-3 Peningkatan Meningkatkan kualitas

MENINGKATNYA kualitas proses pelaksanaan kebijakan

KUALITAS pelaksanaan melalui implementasi dan
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SASARAN ARAH
STRATEGIS KEBIJAKAN U
KOORDINASI DAN | kebijakan evaluasi kebijakan.
SINKRONISASI
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
551 Peningkatan a. Meningkatkan kualitas
MENINGKATNYA kualitas pe- identifikasi dan analisis
KUALITAS ngendalian risiko;
PENGENDALIAN pelaksanaan b. Meningkatkan
PELAKSANAAN kebijakan pengendalian risiko;
KEBIJAKAN ¢.  Meningkatkan kualitas
mitigasi.
S8-5 a. Peningkatan a. Meningkatkan penataan
MENINGKATNYA kualitas, manajemen perubahan;
PELAKSANAAN cfektivitas dan | b, Meningkatkan penataan
REFORMASI keber-lanjutan peraturan perundang-
BIROKRASI proses bisnis undangan;
pelaksanaan ¢, Meningkatkan
percepat-an penatalaksanaan
reformasi Penyusunan pro-ses
birokrasi bisnis dan SOP

b. Peningkatan organisasi;
kapasitas SDM | d. Meningkatkan penguatan
vang kreatif, kelembagaan;
inovatif, dan e. Meningkatkan penataan
berdaya sa-ing manajemen SDM;

c. Peningkatan f. Meningkatkan
pemanfaatan akuntabilitas Kinerja,
teknologi g. Meningkatkan
informasi dan pengawasan;
pengelolaan h, Meningkatkan kualitas
big data vang pelayvanan publik;
relevan dalam | i, Meningkatkan kualitas
rangka program percepatan;
mendukung j-  Meningkatkan
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SASARAN ARAH

STRATEGIS KEBIJAKAN U
tugas fungsi pengetahuan dan
organisasi keterampilan SDM
vang efektif melalui pendidikan
dan pelatihan yang berjen-
berkelanjutan jang dan berkelanjutan;

k., Meningkatkan sarana
prasarana teknologi infor-
masi;

1.  Menguatkan basis data
terpadu;

m. Meningkatkan kualitas
manajemen data;

n. Meningkatkan kualitas
kelembagaan teknologi
informasi.

S5S-6 Peningkatan a. Meningkatkan Kualitas

MENINGKATNYA sistem anggaran sistem perencanaan dan

KUALITAS berbasis Kinerja penganggaran;

TATAKELOLA dan efektivitas b. Meningkatkan efektivitas

ANGGARAN pelaksanaan dan akuntabilitas pelak-
pengawasan sanaan kegiatan dan
internal anggaran;

c. Menguatkan sistem

pengawasan internal.

3.2. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi

Sejalan dengan tema dan agenda pembangunan nasional tahun

2020-2024, yaitu Indonesia Maju, maka perlu difokuskan ruang lingkup

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kemenko PMK selama lima

taliun ke depan. Program-program konkret vang dijalankan oleh Kemenko

PMK perlu dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan adalah

upava-upaya mencapai sasaran strategis penvelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, berbentuk
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Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Unmum dan Investasi
Pemerintah.

Untuk mempermmudah  proses KSP yang menjabarkan Sasaran
Strategis Nasional, Kemenko FME mengslompokkan secars garis besar
lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta
masgyaralkat dalam pembsngunsn nasional bidang PMK. Seperti
ditunjuklkan Gambar 3.2, lima fokus koordinasi tersebut adalah (1]
Selaras Basis Data, (2] Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, [3)
Pemberdayaan Masyarakat, (4] Pembangunan Manusia Berkaraktsr, dan
(5] Pembangunan Desa Semesta,

Pemberian nomor pads masing-masing fokus, bukanlah sebuah
indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK, Kelima
folus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada
keseluruhan PMK wyang melibatltan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat

koordinasi dalam keranglka pembangunan manusia dan kebudayaan:

JAMINAN
KEBUTUHAN DAN

PELAYANAN DASAR

SELARAS BASIS
DATA

PEMBANGUNAN
DESA SEMESTA

Gambar 3.2 Lima Fekus Koordinasi Kemenko PMK

1. Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalsh
upaya Kemenlko PMEK memusatlkan titilke koordinasi pada penggalangan
seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka
PMEK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait.
Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimsksudkan
untule menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang
menyatu, terintegrasi, dan memudshkan proses pengambilan
keputusan dalam PME. Penggalangan kessluruhan data dan informasi
juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang
bersifat terverifikasi, vald (terpercaya), reliabie (andal], dan disepakati
gebagai data dan informasi bersama dalam PME. Keberhasilan Fokus

koordinasi yang pertams, skan memberikan kemudshan bag K/L
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yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK,
sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi
bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.
Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah
upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya
dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan
pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indenesia. Pemenuhan dan
pelayanan  kebutuhan dasar adalah  keseluruhan  kerangka
pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan,
khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan
Kesehatan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan
pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya
Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Marjinal.
Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya
manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya
ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran
negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah
warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a)
Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, ¢)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ) Ketenteraman, g)
Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Indentitas,
dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).

Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat,
adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya
dan upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, serta keberdayaan
masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan
masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam
peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks
kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri,
kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam
pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga
dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan
penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan
fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa
tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan

meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.
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4. Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia

Berkarakter adalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik
koordinasi pada kerangka revolusi mental, pembangunan kebudayaan,
dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama,
penguatan budaya produksi dan inovasi, serta penguatan dan
pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti,
kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan
antar umat beragama, moderasi beragama, serta kesetiakawanan
sosial. Fokus keempat dimaksudkan sebagai upaya
mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai
pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya
lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat
Indonesia. Fekus keempat juga dimaksudkan untuk memfasilitasi
kelestarian budaya lokal yang genuine (asli), kelembagaan sosial
schingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan
keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan
fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan
dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh
kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara
keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan
desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk
memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat,
memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi
asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan
antar kelompok ekonomi masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan
desa Dberupaya untuk memfasilitasi K/L. yang terlibat dalam
pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu,
terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa
yang sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan
makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan
pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-
nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko

PMK dimaksudkan untuk memudahkan KSP di bidang PMK yang terkait

dengan K/L dan menjadi tugas dan fungsi Kemenko PMK sckaligus secara
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logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektitkan pencapaian

pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

Strategi Kemenko PMK dalam Perspektif Manusia Sebagai Modal
Pembangunan

Seluruh Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, dan Kebijakan
prioritas yang telah dibahas hendaknya dilihat kembali dan diuji dengan
sebuah pertanyaan: apakah ke semua itu telah merangkum tugas
pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh?

Secara ringkas telah diuraikan pada Bab II terkait visi, misi, strategi,
agenda pembangunan nasional 2020-2024, termasuk mandat khusus
yvang diemban Kemenko PMK, berupa uraian dan pendalaman makna
yvang tekandung dalam istilah Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam uraian tersebut telah ditujukkan kedudukan manusia sebagai
modal utama pembangunan, perlunya investasi berkelanjutan pada
pembangunan manusia serta penciptaan kebudayaan modern. Manusia
sebagai modal pembangunan dan kebudayaan modern menjadi prasyarat
utama tercapainya Visi Nasional, yaitu Indonesia Maju.

Manusia dapat juga dilihat dari sudut pandang lain, yaitu sebagai
suatu rangkaian proses kehidupan dari kelahiran, masa anak-anak,
remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia). Bila melihat rangkaian proses
kehidupan manusia, proses pembangunan manusia dan kebudayaan
sudah seyogyanya menyentuh semua tahapan proses — dari lahir sampai
lansia. Dengan demikian, fokus KSP yang dilakukan melalui Trimantap
diarahkan untuk menjamin terwujudnya kualitas manusia Indonesia
yang unggul dengan melakukan intervensi program dan kebijakan dari
mulai prenatal sampai dengan lansia.

Gambar 3.3 memperlihatkan arah kebijakan dan program PMK
menggunakan perspektif proses kehidupan manusia yang dikenal dengan
Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Siklus PMK, di mana
investasi manusia telah menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan

manusia.
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Jambar 3.3. Siklus Peran dan Visi dan Misi Kemenko PMK

3.4, Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra

Disadari bahwa isu strategis di bidang PMK sangat kompeleks dan
harus melibatkan banyak K/L, schingga untuk menindaklanjuli setiap isu
strategis vang ada dibutuhkan proses penvelarasan dan harmonisasi
kebijakan vang dapat diperankan oleh Kemenko PMK sesuai dengan tugas
dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019
tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran, tugas, dan fungsi
Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah
dan tantangan utama pembangunan, kKhususnva vang terkait PMEK,
berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan di budang PMK. Kemenko PMK adalah salah satu
bagian yvang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan
memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila peran, tugas, dan
fungsi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif,

Secara lebih Khusus peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK adalah
memberi dukungan langsung kepada K/L mitra terkait, khususnya K/L di
bawah Kkoordinasi Kemenko PMK. Strategi, program, dan Kegiatan
kKemenko PMK dimaksudkan agar strategi, program, dan Kegiatan K/L
mitra dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran,
tugas, dan fungsi Kemenko PMK merupakan dukungan bagi
terlaksananva strategi K/L mitra.

Dari sisi lain, kinerja K/L memberi dukungan bagi strategi Kemenko
PMK. Semua keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan K/L

www.peraturan.go.id
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teknis akan memberi sumbangan positif bagi capaian Kinerja Kemenko
PMK sccara keseluruhan,

Adapun kaitan logis antarsasaran dan fokus strategi, serta Kaitan
keduanya dengan strategi K/L mitra ditunjukkan dalam sebuah matriks
seperti pada Tabel 3.17. Terlihat adanya kesinambungan antara Sasaran
Strategis, Fokus Strategi, serta Peran Kemenko PMK dan K/L mitra.

Matriks tersebut dapat dilihat baik secara horizontal maupun
vertikal. Secara horisontal diperlihatkan Sasaran Strategis pada masing-
masing fokus strategi. Secara horisontal, diperlihatkan peran koordinasi
PMK pada tiap fokus strategi. Secara horisontal pula
diperlihatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK yvang mendukung
kinerja K/L terkait.

Kemenko

Tabel 3.17. Dukungan K/L Mitra terhadap Strategi KSP Kemenko PMK

i
STRATEGI KSP
MANTA
o MANTAE P KOORDINASI
BASARAN SELARAS | PELAYANA MANTAP PEMBA | PEMBANGLU DENGAN
STRATEQIS. | pggyg N PEMBERDA | NOUNA | NANDESA | o)1 nimea
DATA KEBU'!UH YAAN N ' SEMESTA
AN DASAR KARAKT
ER
58-1 Terimpleme- | Terimpleme- Tenmplemen- | Terimple | Terimpleme- | Kemenko
MENINGKAT- | ntasinya ntasinya tasinya menta- ntasinya PMK dan
NYA basis data Kebyakan di |Kebyakan di | sinya Kebgakan di | K/L Mitra
IMPLEMENT- | vangvalid, | bidang bidang Kebijakan |bidang Kemsetneg
ASI terpercaya Pelayanan  |Pembedayaanidi bidang | Pembangu- Bappenas
KEBIJAKAN | vang Kebutuhan |Masyarakat |Pemban- |nan Desa
PEMBANGU- | digunakan | Dasar gunan Semesta
NAN MANUSIA| scbagai Karakter
DAN dasar
KEBUDAYAAN| pengambilan
YANG MAJU | kebijakan
DAN K/L
BERKELANJ-
UTAN
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88-2 Keordinasi FKoordinaai Koordinasi koon:linasi Koordinasi Kemenko
MENINGKAT- Perumusan  [Perumusan  Perumusan  PerumusanPerumusan PMK dan
NYA dan rlan dlan flan dan K/L Mitra
KUALITAS penetapan  Penetapan  [Penetapan  Penetapan Penetapan Kemsetneg
KOORDINASI kebijakan Kebijakan di  [Kebijakan di Kebijakan |[Kebijakan di | KemPANRB
& dalam hal bidang bidang i bidang  bidang Bappenas
SINKRONISA- basis data  Pelayanan Pembedayvaan Pembang- [Pembangunan|
Sl nasional Kebutuhan  Masvarakat lnan Desa Semesta
PERUMUSAN Dasar Karakter
DAN
PENETAPAN
KEBIJAKAN
S8-3 Koordinas: | Koordinasi | Koordinasi  Koordina | Koordinasi | Kemenko
MENINGKAT- | Pelaksanaan | Pelaksanaan | Pelaksanaan si Pelaksana- | PMK dan
KANYA Kebijakan Kebyakan di | Kebyjakan di Pelaksan | an K/L Mitra
KUALITAS pengumpu- | bidang bidang an Kebyakan BNPB
SINKRONISAS | lan dan Pelayanan Pemberda- Kebijakan | di bidang
| pengelolaan | Kebutuhan | yaan di bidang | Pembang-
PELAKSANAA | data Dasar Masyarakat Pemba- unan Desa
N KEBIJAKAN | nasional ngunan Semesta

Karakter
85-4 Koordinasi | Koordinasi | Koordinasi  Koorli- Koordinasi | Kemenko
MENINGKAT- | Pengenda- | Pengendalian| Pengendali- nasi Pengendali | PMK dan
KANYA lian, dan Evaluasi| an dan Pengenda | an dan K/L Mitra
KUALITAS pemeliba- Kebijakan di | Bvaluasi 1an dan Evaluasi KemPANR
PENGENDALI-| raan dan bidang Kebijjakan dﬁvaluasi Kebijakan B
AN evaluasi Pelayanan bidang Kebijakan | di bidang BNPB
PELAKSANA- | basisdata | Kebutuhan | Pemberdaya-gi bidang | Pembang-
AN Dasar ar Pembang- | unan Desa
KEBIJAKAN Magyarakat lnan Semesta

Karakter

K/LMITRA | Bappenas, | o0 = | Kemenag | | Kemdikbud
—

Secara vertikal diperlihatkan peran dan dukungan K/L mitra tertentu
dalam tercapainya fokus strategi. Fokus Strategi tertentu memerlukan
dukungan strategis dan K/L Mitra tertentu.
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3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko PMK dibutuhkan
peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Peraturan Menko PMK. Sebagai Kementerian Koordinator yang
mempunyai  fungsi  mengoordinasikan dan  menyinkronisasikan
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait
dengan isu di bidang PMK, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam
pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan
K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu
strategis di bidang PMK.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi
nasicnal dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang PMK dan
kerangka regulasi Kemenko PMK untuk menguatkan peran, tugas, dan

fungsi Kemenko PMK.

3.5.1. Kerangka Regulasi Nasional
RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan prioritas revisi regulasi
yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh agenda pembangunan.
Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa prioritas revisi
regulasi yang termasuk dalam domain kemenkc PMK serta K/L
terkait terdapat, yaitu:
1. Agenda Pembangunan Pertama: yakni Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Agenda Pembangunan Kedua: Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan;
3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Adapun isi regulasi yang menjadi prioritasi sesuai dengan RPJMN

2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.5.2. Kerangka Regulasi Kemenko PMK
Dalam rangka mencapai sasaran strategis kemenko PMK,
diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah
pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai
dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Regulasi yang diusulkan

berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau
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usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran
strategis Kemenko PMK. Usulan kerangka regulasi secara detail

dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.6. Kerangka Kelembagaan

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi Jilid Pertama di
mana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator hanya mengoordinasikan
dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya
(Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara), maka pada Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II ini, selain tugas
dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator diberi tugas dan fungsi
tambahan, yaitu mengelola dan menangani isu di bidangnya, melakukan
pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah
diputuskan oleh presiden, serta mengoordinasikan permasalahan yang
tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan
terlaksananya keputusan dimaksud (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara).

Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian
Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar,
khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang
PMK, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar kemenko PMK dapat
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Kerangka kelembangan Kemenkoe PMK tahun 2020-2024 mencakup
tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya

manusia.

3.6.1. Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk
mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan
dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat
proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery
mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi
pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat
inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk
melaksanakan program-program pembangunan. Dalam
penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko PMEK, dasar

penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang PMK dalam
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dokumen RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan agar arah
koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga
mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang
PMK. Segjalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Kemenko
PMK telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 35
tahun 2020 sebagamana dapat dilihat pada Lampiran 3.

Perpres No. 35 Tahun 2020 juga membekali Kemenke PMK
dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika
pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di
lingkungan Kemenko PMK dapat ditetapkan jabatan fungsional
tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat
dari jumlah isu strategis Kemenko PMK yang cukup banyak,
diperlukan struktur oganisasi yang tepat baik secara komposisi,
subtansi, serta dukungan kesckretariatan dalam mendukung
sruktur berdasaran Perpres 35/2020. Dengan demikian, di bawah
struktur Deputi akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan
Sekretaris Deputi dan empat jabatan Asisten Deputi untuk
membantu KSP perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputi.

Untuk membantu tugas fungsi Sekretaris Deputi dibutuhkan
tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang
peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan
fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu
di bawah Asisten Deputi yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan
dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Struktur Sekretariat Kemenko PMK membutuhkan tiga biro
dan masing-masing birc akan dibantu oleh pejabat Administrator
dan pejabat Pengawas. Masing-masing biro pun membutuhkan
tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya
arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan,
analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait.
Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat
Administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan
fungsional tertentu lain yang terkait. Struktur kelembagaan

sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.
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3.6.2. Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga
koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan,
sudah saatnya pada periode 2020-2024 Kemenko PMK
menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management
System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan
kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara
berkelanjutan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
kementerian koordinator diharuskan menyusun proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan proses bisnis
penanganan isu bidang PMK antar K/L yang masing-masing

ditetapkan dengan Peraturan Menko PMK.

3.6.3. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan Rencana
Induk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024, maka
pada Renstra Kemenko PMK 2020-2024 diperlukan upaya
peningkatan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing. Salah satu
aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas
adalah pengembangan kualitas SDM bagi Pejabat Struktural dan
Pejabat Fungsional Tertentu. Pada periode 2015-2019 kebutuhan
akan pentingnya pengembangan kualitas SDM ini sangat
diabaikan, sehingga pada periode 2020-2024 sudah menjadi
kebutuhan mutlak guna meningkatkan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil. Terlebih Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan perlunya
peningkatan kompetensi pagawai negeri sipil dengan memberikan
pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam/tahun.

Pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai
kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas perlu

dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja
Tolok wukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK
2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target
kinerjanya. Pada bagian ini akan diuraikan target yang ditetapkan untuk
indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan

indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kemenke PMK
untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024
merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu
tersebut. Adapun IKSS Kemenko PMK 2020-2024 beserta target

kinerjanya diuraikan pada Lampiran 5 .

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020-2024, Kemenko PMK
akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan
program generik tersebut, yang masing-masing akan disertai
dengan kegiatan perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja
Program (IKP) dan Indikater Kinerja Kegiatan (IKK). IKP adalah alat
ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil
(outcome) dari suatu program pada unit kerja Eselon [ IKP
ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja
berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan KK adalah alat
ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran
(output) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. IKK
ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja
yvang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

IKP dan IKK dari masing-masing program dan kegiatan
Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada

Lampiran 6.
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Kaitan IKP dan IKK Kemenko PMK dan K/L

Terkait dengan penilaian kinerja Kemenko PMK dengan
berbagai indikator pada Lampiran 6 perlu dikemukakan bahwa
penggunaan berbagai IKP dan IKK harus didasari oleh persepsi
pemahaman yang sama. Sebagai Kementerian Koordinator,
Kemenko PMK mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan KSP
dalam rangka pencapaian kinerja K/L terkait.

Tidak dipungkiri bahwa realisasi pencapaian IKP dan IKK
Kemenko PMK terkait langsung dengan K/L yvang menjadi pemilik
dan pelaksana sesungguhnya program atau kegiatan tertentu.
Alih-alih, dalam pencapaian Indikator-indikator tersebut, peran
dan kontribusi Kemenko PMK harus ditempatkan secara
proporsional dalam pemahaman tugas dan fungsi KSP.

Dengan perkataan lain bahwa meskipun Indikator Kinerja
tertentu merupakan Indikator Kinerja K/L terkait, namun, dilihat
dari aspek koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang
dilakukan Kemenko PMK, indikator-indikator tersebut juga secara

tidak langsung mencerminkan Indikator Kinerja Kemenko PMK.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara

keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko PMK. Adapun

kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK disajikan dalam bentuk

Matriks pada Lampiran 6.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2020-2024, disusun
dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN
2020-2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia. Renstra Kemenko PMK 2020-2024 mencerminkan upaya
peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres Nomor
9 tahun 2015 yang diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penctapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan
manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah
mencanangkan visi untuk periode 2020-2024, yaitu: “Menjadi Lembaga
Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk
Mewujudkan Indonesia yang efektif dan berkelanjutan untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Untuk dapat mewujudkan
visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1)
Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas
dan berkelanjutan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Visi
dan Misi Kemenkoe PMK sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan
selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang
dalam RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian, Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan
melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan
pencapaiannya melalui kebijakan Trimantap, yaitu mantap pelayanan,

mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.
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5.2. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yvang diamanatkan
kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini
dimaklumi mengingat luasnya dinamika PMK, luasnya irisan dan
keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk
kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan
nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara
dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antarwaktu, serta
keterkaitan antarwilayah. Oleh karena itu, Kemenko PMK perlu membuat
fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat
berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan
nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal,
masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam
pembahasan kendisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda
pembangunan (Nawacita), maupun subagenda dan sasaran pembangunan
yang terkait dengan PMK, serta mandat koordinasi yang diamanatkan
kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2020-2024, maka Kemenko PMK
mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan
kegiatan dalam agenda kebijakan PMK. Lima fokus koordinasi tersebut
adalah: (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan
Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia
Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenke PMK
untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang
berkualitas dan berkesinambungan; dan

2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
Kemenko PMK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana
yang telah ditetapkan di atas, pada periode lima tahun mendatang akan
memiliki lima karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan dan penetapan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di
bidang PMK; 2) pengelolaan dan penanganan isu di bidang PMK; 3)

pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah
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diputuskan oleh Presiden; 4) penyelesaian permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya
keputusan dimaksud; serta (5) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di

bidang PMK.

5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemenko
PMK 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh
jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang
bersifat strategis di level Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari
komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu, dalam Renstra Kemenko PMK
2020-2024 setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran
strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah Xkebijakan, serta
program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan
mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk
memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing
menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan
dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan
pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra
Kemenko PMK 2020-2024 harus berlangsung dengan mengedepankan
prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK
2020-2024 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko PMK. Renstra dan RKT
Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di
lingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang
perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima
fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan RKT Unit Kerja, hingga
dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Menteri
Koordinator, pejabat Eselon 1, 11, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional
di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh
pegawai Kemenko PMK harus menyadari bahwa mercka memiliki
komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki
budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko
PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra Kemenko PMK 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan
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dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN

keempat periode 2020-2024.
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Prioritas Revisi Regulasi dalam RPJMN 2020-2024 yvang Menjadi Domain
Kemenko PMK dan K/L Terkait

AGENDA KERANGEA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL
Agenda 1. RUU Cipta
Pembangunan Lapangan Kerja
Ketahanan {termasuk di da-

Ekonomi untuk
Pertumbuhan

yvang Berkualitas

lamnya UU

terkait UMKM,
dengan pende-
katan omnibus

law)

Agenda
Pembangunan
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi

Kesenjangan

. Revisi UU

Nomor 24
Tahun 2011
tentang Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
(BPIS)

1. Revisi PP Nomor
13 Tahun 2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
UU Nomor 6
Tahun 2014

tentang Desa

. RPerpres tentang

Strategi Nasional
Percepatan
Pembangunan
Daerah Tertinggal
(StranasPPDT)
2020-2024
(mencabut
Perpres tentang
Stranas PPDT
2015-2019

2. RPerpres tentang

Rencana Aksi
Nasional Perce-
patan
Pembangunan
Daerah Tertinggal
(RAN PPDT)

Setiap Tahun

3. RPerpres tentang

www.peraturan.go.id
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AGENDA KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL
Pene-tapan
Daecrah Tertinggal
2020-2024
(mencabut
Perpres Nomor
131 Tahun 2015
tentang
Penectapan
Daerah Tertinggal
2015-2019)
Agenda Revisi UU 1. Revisi PP 1. Revisi Perpres
Pembangunan Nomor 40 Nomor 44 Nomor 46 Tahun
Meningkatkan Tahun 2004 Tahun 2015 2014 tentang
Sumber Daya Tentang Sistem tentang Susunarn
Manusia yang Jaminan Sosial Penyelenggara- Organisasi dan

Berkualitas dan

Berda-ya Saing

Nasional
Revisi UL
Nomor 52
Tahun 2009
lentang
Perkembangan
Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga

RUL tentang
Pengasuh an
Anak

RUU tentang
Kesetara-an

Gender

an Jaminan
Kecelakaan
Kerja dan
Jaminan
Kematian
2. Revisi PP
Nomor 45
Tahun 2015
tentang
Penyelenggara-
an Jaminan
Pensiun
. Revisi PP
Nomor 46
Tahun 2015

w

tentang

Tata Kerja, Tata
Cara
Pengangkatan,
Penggantian, dan
Pemberhentian
anggota Dewan
Jaminan Sosial

Nasional

2. RPerpres tentang

Pengelolaan Data
Terpadu Ke-
sejahteraan

Sosial

3. Revisi Perpres

Nomor 63 tahun
2017 tentang

www.peraturan.go.id
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AGENDA KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL

5. Revisi UU Penvelengaraa Bantuan Sosial
Nomor 12 n JHT Non Tunai
Tahun 2010 . Revisi PP 4. Revisi Perpres
tentang Nomor 60 Nomor 15 Tahun
Gerakan tahun 2015 2010 tentang
Pramuka tentang Per-cepatan

6. Revisi UU Perubahan Penanggulangan
Nomor 3 Tahun atas peraturan Kemiskinan
2005 tentang PP Nomor 46 5. Revisi Perpres
Sistem Tahun 2015 Nomor 96 Tahun
Keolahragaan ten-tang 2015 tentang Pe-
Nasional (SKN). Penyelenggara- rubahan atas

7. RUU tentang an Jaminan Perpres No mor
Pengawas-an Hari Tua (JHT) 15 Tahun 2010
Obat dan 5. Revisi PP ten- tang
Makanan Nomor 76 Percepatan

8. Revisi UL Tahun 2015 Penang-gulangan
Nomor 44 tentang Kemiskinan
Tahun 2009 Perubahan 6. RPerpres tentang
tentang Rumah Atas PP Nomor Kartu Pra Kerja.
Sakit 101 Tahun 7. RPerpres tentang

9, Revisi UU 2012 tentang Pene-litian,
Nomor 29 Penerima Pengembangan,

10.

Tahun 2004
tentang Praktik
Kedokteran
Revisi UU
Nomor 4 Tahun
1984 tentang
Wabah
Penyakit

Menular

. RPP tentang
Akomodasi Q

Bantuan luran
Jaminan

Kesehatan

. RPP tentang 8

Pelaksa-naan
Rehabilitas So-

sial

Pengkajian, dan
Pene-rapan
(Litbangjirap)

. RPerpres tentang

Strategi Nasional
Pencegahan
Perkawinan

Anak

. RPerpres tentang

www.peraturan.go.id
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AGENDA KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL
yvang Layak Strategi Nasional
bagi Penanganan
Penvandang Penanganan
Disabilitas Anak Tidak
dalam Sekolah untuk
Penegakan Mendapatkan
Hukum Layanan Pendi-
8. RPP tentang dikan
Upava 10. RPerpres
Penanganan tentang Pena-
FFakir Miskin taan
9. RPP tentang Perencanaan,
Insentif dan Penganggaran,
Konsesi dan Peman-
10. RPP tentang faatan Anggaran

11.

12.

13.

Unit Layanan
Disabilitas Ke-
tenagakerjaan
RPP Standar
Mutu
Pelayanan
Kescehatan
RPP tentang
Upava
Kesehatan
Sekolah

RPP tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Uy
Kekarantinaan

Kesehatan

11,

12.

13.

Pendidikan
RPerpres
tentang Kabu-
paten/Kota
Sehat

RPerpres
tentang
Sertifikasi Halal
Produk Obat,
Produk Biologi
dan Alat
Keschatan
RPerpres
tentang Pemba-
1ZUIAL
Keluarga yang

Komprehensif

www.peraturan.go.id
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AGENDA KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL
14. RPP tentang dan Terintegrasi

Penga-manan |14, RPerpres

Sediaan Far- tentang Inte-
masi dan Alat grasi Bantuan
Kesehatan Sosial dan

15. RPP tentang Subsidi Tepat
Label dan Sasaran

Iklan Pangan |15, Revisi Perpres

16. Revisi PP Nomor 104
Nomor 109 Tahun 2007
Tahun 2012 ltentang
tentang Penvediaan,
Pengamanan Pendistribu-sian
Bahan yang dan Penetapan
Mengandung Harga LPG
Zat Adikuf Tabung 3 kg
berupa Produk |16. Revisi Perpres
Tembakau Nomor 38 Tahun
bagi 2019 tentang Pe-
Kesehatan nvediaan,

17. RPP tentang Pendistribusian
Upava dan Penetapan
Kesehatan Harga LPG
Jiwa untuk Kapal Pe-

18. RPP tentang nangkap lkan
Keaman-an Bagi Nelayan
Pangan Sasaran dan

19. Revisi PP Mesin Pompa Air
Nomor 16 bagi Petani
Tahun 2007 Sasaran
tentang 17.RPerpres
Penyelenggara tentang

www.peraturan.go.id
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AGENDA KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN
/ PRIORITAS uu PP Perpres
NASIONAL
an Ke- Perlindungan
olahragaan Sosial Adaptif
20. Revisi PP 18. RPerpres
Nomor 17 tentang Strategi
Tahun 2007 Nasional
tentang Percepatan

Penvelenggara
an Pekan dan
Kejuaraan

Olahraga

Pelaksanaan
Pengarus-

utamaan Gender

www.peraturan.go.id
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Lampiran 2:
Mastriks Keranghon Regulssi Remenko PMK
1. | Revisi Inpres Nomor 7 tahun 2017 | Memperkiat f’!mn h:mcnkn PMK | Setkemenlo KemPANKE, Bappenas, 2020
tentang P bilan, Py tal salankan Furngst MK Setlab, K/L lnglup
dan Pengendal Pelak Keord | dan Sink | serta Kemenko MK
hebiakan df thngkat Kementerian pelak-sanaan Kebijakan,
Negara (dun Lemnbagn Pemetintah,
Menjadi P Presid
2. | Revisi Perpres Noo 42 tahun 2013 © Priogitas pada 1,000 Han Perta. Deputi Bidang Happenas, TNP2K, 2020
g Uembkan Naslonal Perce. ma Kehldupan (HIPK) hooudi hemb Remedagr
patan Perbalkan Ozl - Petan K71 sena Relompok Kerfs Penlnghetan
Germas [Pokiy) di deerah belum Kualitss
dibakukan secara maksimal Resehatan dan
- Mussih menggusakan Pembangunan
nomenklatur yang lae, beberapa | Kependudu-kan
KAL th-dak tertibat
- Tidak mengatur secara khusus
pencegahan steeng (peran peme-
rintah dacrah dan desa socam
cksplisit)
+ Pada Revisi Perpres yvang {lerbaru)
dinsulkan untuk mengatur
loebijakart, stostegh, program, ke-
lembagy dan pend e
CEPULAN PenunInan Seenmg
3. | Revisi Permenko PMK No. | tahun |- Sedang dilskukan evalussi lang- | Deputi Bidang | Bappenas, Keaikes, 2020
2018 entang Rencann Aksi Nisio- sung ke K/ L tedoit Roorelinis: hemdagr, Kemsos,
nal Keseletan Asak Usis Sekolali + Perlu payung hukum vang lebih | Peningkatan Kemdikbud,
dan Remaja Tahun 20172019 thieg dan hars di integrasikan | Kualits Kemenpora, Kemenag,
Resehatan dan Remkumham, KPFPA,
Pembang hemkomindo, 15PS,
hependudu-kan | HRKBN, BNN, KLHK
A4 | BKeppres/Inpres eotang Tesk Sesuni sural Presiden BRI kepanls Deputi Bidang | Kemkeu, Kemsetneg 2020
Farce pencalonan Indonesie seba- Presiden 10C terkait k eli K lituass Setkab, Kemkumhbom
gai tuan rumah Olimpiade 2002 Iixlomesss mencalonkan dins sebagsi | Revolusi Mental,
tuan rumah ollinplade 2032 FPremuajuan
Rebndayaan,
dan Prestas)
Olahraga
3 | BReppresfinpres wantang Task - Depuli Bidang | heanken, Kemssetneg, 2020
Farce ganitia penyelenggars World Koordimasi Setkab, Kemlaunham

Cup Basket Ball 2023

Revalusi Mental,

www.peraturan.go.id
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6 | REeppres/inpres teatang Task - Deputi Bilang | KemKew, Kemsetneg, 2020
Force penealonun Indonesis seha- Roord inus Setkab, Kemkumbim
gl tusan rumals FFA U-20 World Revolusi Mental,
Cup tahun 2021 Pemujuan
RKebudayaan,
dan Prestasi
Olaliraga
7. | RKeppros/lnpres watang pembesi- | - Deputi Bidang | Kemkeu, Kemsetneg, 2020
an penghangsan olahmgs kepada Koordinasi Setkab, Kemkumham
panitis INASGOC dan INAPGOC Revolusi Mental,
FPemuajuan
Rebudayann,
dan Prestas)
Olaliraga
5, Revisi Perpres 44 Tahun 2004 tens | Terkalt penegasan legnl standing Deputi Bdang | Kemkeu, Kemsetneg, 2020
tang Pemberian Penghargaan Olah. | panitia nasional penvelenggara mub | Koordinasi Setkab, Kemkumbham

Revisi:

. Perpres No. 104 Tahun 2007
tentung Penyedisan,
Pendistritusian din Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kllogrm

b, Perpres No, 126 Talun 2015
Tentang Penyedisan,
Pepdistiibusian, dan Peactagan
Margt Liquefied Petrolewm Gas
untul Kapal Perikanan Bagi
Nelayan Keeil

©. Perpres No. 38 Tahun 2019
tentang Peayved laan,
Peristiituslan, dan Penetapan
Hargn Liquefied Petroleum Gos

Payung Hukum Pelabeosansin
Trans-formasi Sulsidi Elpiii 2020

KESDM

www.peraturan.go.id
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untuk Kapal Povanglap fan
Daagd Ne-lavan Sussaran Dan
Mesin Pompa Alr Bagl Petand
Sasamn
RPP Pemenuluan atas Hak P Iuplementasi amanah UL No, 8 Deputi Bilang RewmPUPR, BNPES, 2020
kimn, Pelayanan Publik, dan Tahun 2016 g Penyusclang Kool inasi Kembiub, Kemsetneg,
Pealindusgan dari Beneans bagi Drisabilitas, maksinal 2 talan sejuk | Peningkatan Kemnkumbus, Setkab
Akses Penvandang Disabilites diundangkan. Kescjahterann
Soslal
RPerpres Tentang Penghargsan Hnplementasi sumsnsah U0 No, B Deeputi Hidang RemPANRE, Kemsos, 020
tahun 2016 tentang Penvandaog Koordinasi Kemsetneg,
Disabilies, moksimal 2 tahun sejuk | Peningkatan Kemkum b, Sethab
dinndangkan. Kescjohlerainn
Sosial
RPF tentang Stategl Nasional Ulpgensi perfunya vevisi 110 No. 13 Deput] Hidang Keamnsos, Bappenss, 2020
Kelanjutusiaan [Stranas Lansia) tahun 1998 entang Kesciahteman | Koordinasi BRKBN, Kemsetneg,
Lanjut Usin Peningkatan Kemkumbism, Setkal
hescjolilerusn
Sosial
Revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 Sistem perngatan dinl mesih befum | Deputl Bdang BNFE, Setkab 2021

terintegrasi, sehingga tidak efckil
Wiavah dan
Persanggulia-
nean Heneanm
Revisi PP Nomor 22 Talin 2008 Pengguman Desrna Siap Pakai mulai | Deputs Bidasg HNPH, Sctkab 2021
g Pend dan Pengelol dieri tshap tanggap darurst sampal | Koordinasi
an Bantuan Bencana dengan pasca L (rehal iy
rekony Pembangunen
Wihavah dan
Persanpgila-
nean Heneans
Revisi Perpres Nomor 153 Tahun Perubshan Tuntangan don Situasi | Deputi Bidang | DKKEN, Kemkes, 2021
2014 tentang Grand Design Kependudukan Indocesi Koordinasi Kemdikhud, Kemsos,
Prambang Rependudub Peninghoatan KOPUTT, Kemdags
Ruaditas
Kesehatan dan
Pembnganen
Kepend udil-kan
RPP g Pengy dl Revisi darl PP Nomor 72 Tahun l')‘lq Deputi Bidang HPOM, kemkes 2021

www.peraturan.go.id
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‘ﬁ II‘ 'l\.: »I ; % 2 I‘m E‘Ii.v—:‘;%' ST
tentang Pengunonan Sedsuan
Farmasi don Alut Resehaton
Reschatan dan
Pembuanguin
Rependudu-kan
17. | Revisi Perpres Nomor 32 Tahun Optunalisasi penggunaan Dana Deputi Bidasng Kemdagni, Kemkes, 2021
2014 tentang Pengelolaan dan Pes | Kapitasi di FKTP milik Pensda Roordinasi HPJS Kesehatan
manfastan Dana Kapitasi Jaminen Peningkatan
Resehatan Nasional pada Hasilitas Kualites
hesehatan Tingkat Pertama Mk hesehatan dan
Pranerintah Dacral Pembangu
Kependudu-kan
1% | RKeppres/inpres wentang Task Deputi Bdang hemkeu, Kemsetneg, 2021
Farce Pencak Silat Road to Olympa hoordinasi Setkab, Kembkumhom.
Hevolusi Mental,
Peipa)uan
Kebudasaan,
dan Presiasi
Olahraga
19. | RUL tentang Penghapsan Menipakan nislatd DPR, untuk Deputi Bidang KPPPA, Kemdigrl, 2021
melilungi ter ™ I Koordi hemkuml Kemk
korban kekerssan seksual yvang Perlindungn K KemPANREH
ki ingkat. Masuk dak Kualitiss Anak,
Prolegnas 2019 namun tertunda Verempuan, dan
penyel ivia, (tin dilangut Pemuda
|earmy-over) i tahun 2020,
200 HPP Konsesi dan fnsentif Dakun hplementasi anssaly U No, B Deputi Bidasg Keankeu, BKF, 2021
Penghor Perdindungan, dan | tahun 2016 § Penvindang Koordinasi K B
e han Hak Penvandang Disabilitas, maksinal 2 whun sefak | Peningh Kemkum hiam, Setlab
Disabllitss diundangkan. hescjahteraan
Saslul
21| RPerpres tentang Komisi Nasional | [upiew wah UUNo 8 [ Deputi Bidang | Kemkeu, BRF, 2021
Disabilitss {IKND] tishu 2016 tentang Penvandang Koordituasi K N
Disabilitas, moksimal 2 whun syjak | Peningkatan hemkumbium, Sethab
dinndangkan Kescjahterann
Soslal
22, | Revisi Perpres No 185 Talian 2004 | - Perdu ditindaklanjuti dengan Deputi Bidang Rewml"UPR, Kemkes, 2022
Tentang Pervepatan Penyedisan Air pembxshusan Khusus teckait Koordinussi KKP, KLIEK,
Mirm daxy Sanitssi dengan nomenklatur vang berubaly Peningkatan hemdikbud, Kemsos,
- Belum optimaluye Pokja dan Kualitiss Kemkominfo, KPPPA,
tugas fungsi dalam pembaghan Keschatan dan | Setkab
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pemerintah dakam meml

-143-
",.‘: g Pembent Il
tugas picda percepatan wir mimum
claany =sanitasi Rependudu-kan
T24. | Hevisl UL No. 40 Tahun 2000 = Revisl peogertinn pennda dalam | Deputd Bidang | Kembkeu, Kemsete, 2022
tentang Kepemudasan perspektif usia mengingat masih | Koordinasi Kemkumham, Kemsos,
Dersingguugan deogan U Revolusi Mental, | Kemprin, Kemkomingo,
Perdlind ungan wnnk dian di ik | Peinnj hempur/ BER, KPPPA,
laajlan intermasional keg d Rebuclay Kemeikbud, Kemdagri
- e b | rintall dan Prestasi
dalum penyelesalan sengketa Olahiraga
organksast kepemudaan;
- Penegs dardisasi wadul
Derduion prun onganisasi
kepeunxlaan;
- Penegasan Kewensangin atribusi
% i dalam b
standuntisast kot kivak pemxda;
- Penegasan airibush Kewenangan
M i dalam m I n-
deks pelayanan kepemdaan,
24, | Rewisi UU Noo 12 Tahun 2010 ~ Reposisi gemkan g K di Deputi Bidang | Kemkeu, Kemsetneg, 2022
g Gemkan Pr . . i rian Pendidik aris ki,
dan kebudayann Revalwsi Mental, K:lm:li'khlud. Kemdagri
Petmatjuan
Kebudaynsn,
dan Prestasi
Olahraga
25 | RUU Iclﬂnng Pengwissn Obat T\:uguulnn regulasi pengawasan I')tﬁl: Hidang hembkes, hemdagr, 2023
dan Makanan obat dan makanan hoordinasi KemPANRE, Kemprin,
Peninglatan Kemtan, KKP,
Rualitas Kemkumham
heschatan dan
Pembangunen
Kepend udu-kan
26. | Revisi UU No. 3 Tahun 2005 - Penck pliar olahmaga presta- | Deputi Bidang | Kemkeu, Kemsetneg, 2023
K Sistem Keobshnsgsan s sebagd bkus utama tujusn Koordinas: hemkumbium, Kemsos
Nusional [SKN) keolahnagaan nashonal; Hevalusi Mental, | Kemprin, Kemkoming,
- Penegasan Kewensmnga stribssl | Pemaj Kesnpar/ BER,

program pelatilan pefornmn:
it

- Penguatan atribusi kewenangan
pemerintah terhodap tats kelola

Kebudag
dan Prestas|
Olalraga

Kemdikbud, KPPPA,
Kemdagn), KemPUPi

www.peraturan.go.id
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Lamparan 3:
Strulcur Organisast Kemenko PMK 2020.2024

MINTTRIAN KOK

AN MANS

SAM DIDANG FYNGEATAS STATILITAS POLITIE DA POMERINTAIAY 5
SAM BISANG FEMANIAATS SUMBER DAYA EXDMI SEXRETARIAT
SN PR PPN AA LAN SABRS R OATE 11 MaRiTIMMn

A RIANG P MEANGIRAR (5503 AT INSPTXC
ALY BTG RUAESHOR MU IO RS |

terum
Ty oepum T
o HIDANG CDORINNRAL el
A KOAMINAS . HULANG EDOSDIVAM
SIDANS. KODNINRAM o = 77+ oy L PININGEATAY AL TLES PERIMAATAN K1IA) A%
'’ L na A L FERDADIAN  DAN MO kAN
06

FEMBVGIATAN
FESEAMETT RAAN SIsIAL PERARGA AN GAN  RUSCANA FRESTASTCAAIBALA SURALAMA

Lampican 4

RENCANA REBUTUHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKBANA KEMENKO MK

STAY AHLI MENTERI(S)

HIRO(F) SEXRETARIS DEPLTI (& ASISTEN DEFLUTI (24

ADMINISTIRATOM (6) ADMINISTIATON (6)
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Lampican 5:
8 Strategis Kemenko PMK 20202024
;;-l 1. Berupa indeks komposit yang tendin dar
Meningkatnyas inplementasi | beaseline 31 variabel dengan 3 aspek (peninghktan
kebijakan pemisng 2019) kualitas, kapabilites, dan pembaganguian
marusia dan kebadayaan karak i ind i
vang maju dan 2. Proses pengukumn dilakukan tm yang
berkelanjutan terdin dar KPMK, Hadan Posat Statistik,
clan 1L.8M
88.2 FPersentase su-isu A6 1000 Jumlah isucisu strategss bidang PMK yang
Meningkatnvia kually s bidang PMI ditindak-lanjutt menjadl kebljakan bldang
koardinash dan sinkronisast | yang ditisdaklanjut PMK dalam jangka waktu lma tahun. Setiap
perumusan dan penctapan | mengEdl kebijakan tahun mindmal 2006 [su-ks0 strategss
kebijakan dang MK ditindakianjutl menjadl kebijakan
disesualkan dengan unit pelaksans ideputi)
Ketenke PMK
883 Indeks kepuasan 4,80 S8 Survey yang dilakukan kepada b an
Meningkatnye kvalltas stakeholder weihiadap |skala ) {skaln 6) | dan lembags lingkup Kemenko PMK, dan
keordlnssl dan sinkronisasi | proses koordinasi dan ditaknkan bersann Pilak Kethga setiap akhin
pelaksanaan Kebijakan sinkronisasi ] I taliun.
pelaksanaan kebigakan
Taclareg PMIS
8§81 lndeks manuitas SPIP Lewvel 3 Level 4 Iideks sistem pengendadian ntersal Kemenko v
Meninghkatnya kKualitas PME yang diukur setiap tahunnea oleh BPKP
P dalian petad X
kebijukan
883 Nilal reformeast 77,51 9001 | Basl penllatan Reformast Blrokeas! Kemenko |
Meningkatnva pelaksansaan | birokasi kemenko [capaian PMEK aleh Kem PAN-RB werhadap 8 ares
reformasi birokrasi PMIs 2019; perubalng
75,72)
q9846 Inﬁc)m opdni BN wWTP wTP Hasll penlasan dan Hadan Pemerlksa
Menlngkatmnyn Kisiditay Keusngan terhsdag Kunlitas Sposan
tatakelola anggamn keuangan Kemenko PME setap talinsnys

www.peraturan.go.id
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Mastiiks Kinesa dan Penduman Rementerisn Kooordinator Bdag Pembanganin Manusie dian Kebudaysan

|

|

-147-

% F

104

&8

316,

2020, No.652

Manusia dan
Kebudayman yang
maju dag

- Indeks PMK

60,61
(base-

29)

ES§

Meningkatnya Kualitas
koordinasi dan

pebsksanaan kebijakan

- Indeks Kepuasin

terfadap proses
koordinasi dan

kebijnkan bidang

4,80

a6)

4090

4,99

5,18

6]
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Meningleatnye kualltas

pelaksanaan kebijakan

Incleks Maturitas

Nilat Reformass
Himkras)

ke

@00

Lt eebols anggann

- lndeks Oplod BPK

3

PROGRAM 011 Program
Dukungsn Manajemen dan
anc-nm'l\:p"h:lmls
Lainnva Kemenko PMK

142
174

144

2X

194,

147, | PMK

dukungan pelayanan
perkantomn dalam
rangle

: )
tugas dun fungsl
koardinast secar
tertib adminsteasl dan
mendukung

pelaksansan reformnsi

100

100

100

100
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tepat wikiu

sarpras mend ukung 100 100 | 100 | 100

KIEGIATAN 1@ Pustingkatan dan A Biro Hukum,
Pergelolusn i 678 | 681 | 690 §,97 790 %l
Terwujudiys balwin
persidangan,
pencatatan dan

pelaporsn hasil

www.peraturan.go.id
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pengelolaan duta dan
sistem informasi di
bidang PMK

- Tersedianya
dokumen layanan
dama dan Informas

6.51

6.50

6.61

Biro Perencistn-

0.66 e 0k

evaluasi di lingkungan

peringkatan dan

Eljlumlunrnqui

www.peraturan.go.id
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125,

132

T

128, | Bioo Umom

administrasi dan

dokumen kavanan

KEGIATAN 4 Pengawasan dan
Penitgkatan Aksntabilitas
Kemenko PMK

R13

#13

fnspektopst

www.peraturan.go.id
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LOO | LOT | 162 0 168 L6

KIQIATAN O Peabanguanan/ 200 | 206 | 2.12 | 218 | 2.18 | Biro Umum

Pukungan Manajemen dan 100 | 149, | 1600 163 160

Pelaksanaan Togss Teknis o76 | 884 | 131 | 739 | 007

Lainnva Kemenko PME
Meningkatnva Depts Hidang
Koardinus dalam Koordinas!
mengembangkan dan Feaingkatun
menyersikan Reseahteran
m Bidang Soskal
Pealngkatan

www.peraturan.go.id
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1,80

u6)

4,90

)

4.9

5,09

5,18

= Jumlal Perumusan
Kebijakan KK) yang
ditindaxianjuti

www.peraturan.go.id



2020, No.652 _154-

Wilsyah dan
Penanggulangan

- Indeks kepuasin
stakeholder
koondinasi dan

480 | 4,90 4,99 | 509 | 5,18

kebljakan o
ae) | 6 6 | & | 6

Pembanguanan
Wilisyuh dan

Perdngkatan Kualltas Fembangunan

Pean bangunan

Kepetdidukan

< Jumlah Perumusan
Kebijakan (RK) di
Kuulltas Kesahiatan 4 4 4 4 4
dan Pembangumsan
Rependudukan yang
ibussilkan

= dumlah Penumusar
Kebijakan {iRK) yang,
ditindakianjuti
wenjadi kebijakan

www.peraturan.go.id
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4,80

""’E'g

509

5,18
(Skala
al

Koordinasl
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4,80

R 6)

4,90
(Sl
o)

-156-

am |

[Skaka

508

(Skalia

Revlusi Mental,

Kebudayaan, dan
Prestas) Olalhmga

Dgpml Bidang
Revolusi Mental,

&!Imdn_vnm,
dan Prestast

Kebijakan (RK) di

Mental, Pemajisan
Ketudayaan, dan
Prestasi Olahnaga

vang dihasilican

- Jumial Penumusan
Kebijalean (RK) vang
ditindaklanjuti
menjidl kebijakan
Mental, Pemajian
Kebiklayaan, dan
Prestasi Olahiragn

Indeks kepuasan

terfhadap proscs
koordinasi dan

480

4,90

4,9

(Skala (Skake

509

5,18
(Skala
ol
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Meningkatnya Deputi Bidang.
Koordingssi dalum Koondinssi
menyersikiu Kualitax
leebijakan Bidang Pendidikan dan
Peaingkatan Kualitas Moderasi
Penditikan dan Beragama
Moderast Heraganu
= Jumlah Perumusan

Kebijakan (RK) di

bidang Peningkatan

Kualitas Pendidikan 4 4 1 4 4

dan Moderasi

Berwgama vang

dilsilkan

180

6}

a0

ERRIER

5,14

www.peraturan.go.id
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KIEGIATAN 1 Prayeletggsman ’ ' ] SeKivtarat

Pelayanan Kesekretanaton Deputi Bidang
Deputi Bidang Keordinssi 1000 | 1.000 | 1.000 | 100D | 1LODO Roordinsi
Tersusunnya dokumen ‘Soslal
program dan
bidang Peningkatan
Kesejahternan Sosial
= Jdumbah dokumen
Progeam dun
administratl . 3 g a 4 3
kegiatan bidang
Peningkatan
Kesejahteruan Sosial
KEGIATAN 2: Koordinasi Asdep
Kebijakan Persanganan 2,079 (2,085 (2,112 2,130 | 2,130 | Penangsnan
Kemiskinan Kemiskinan

Jumlal Rumusan
Altetnatif Kebijakan
- (RAK) di bidang 3 | 3|3 |3 =

dumlah Rumssan
Altermaif Kebijakan
(RAK} yang
ditismlakianjuti
‘menjedi Perumusan
Ko 149
bidang Pensngasan

KEGIATAN 3: Koordissi Asdep Jaminan
7 1. 1.970 | L987 2.005 2005 |
Kebijokn Jaminan Sosial 954 | 1.970 | L9ET | 2.00;

www.peraturan.go.id
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Kebijakan [RAK} di

= aumiad Rumsan
Alernatf Kebijakan
(RAK) di bidang
Jamirian Sosist

= Jumiali Ramisan
Alternasf Kebijaksn
(RAR} yang
exjiedi Perumusan
Kebijakan {i21)
bidang Jamnan
Soslal

 KEGIATAN 4: Roardinasi Asdep Hantan

Keblakan Bantian dan Subsid) 2,789 (2,405 2002 2,340 2310 | dan Subsk|

Tepat Sasarun Teput Sasarn

www.peraturan.go.id
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KIEGIATAN 5: Koordinssi
biﬁllﬂm Runhunlq-n
Disabilitas dan Lanjut Usia

1479

1512

Aslep
£.530 | Pemberdaysan

Tersnsunnys
Rumusan Altetmsatil
Kebijakan [RAK) oi
Disasbilitas disn Lanjut
Usia

Lanjut Usla

= Jumlaly Runsan
Altermati! Kebijakan
(RAK) i bidwig
Petmbertavaan
Disabilitas dan
Lanjut Usia

Jdamlah Rumuisan
Altermatl Kebijakan
- IRAK) yang
ditindaklanjuti
wenjiedi Penumusan

KEGIATAN 6: Peayelenggassan Sekivrarat
Pelayanan hesekretuiatan Dreputi Bidang
Koputi Binsia Eontions 1.000 {1,000 [ 1.000 | 1.000 | 1:000 | RO
Pemerntsan Pembangunan Femerctann
Wikoyah din Penanggulangan Pembangunan
Bencana Wikayah dan

ad iinistratil kegiatan

bidang Pemerctan

Pembangunan Wilayah

Bencana

< Jumlah dokumen

et Abe 2 2 2

www.peraturan.go.id
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Pembangunan
Wiliyah dan
Peninggulangan
Heneana
KEGIATAN 7: Koordinasi Asdep
Kebljakan Pemerctasn 1479 1495 | L512 | 1L.530 | 1.530 | Pemerctaan
Peabangunsan Wilayah

Tersusunnya
Rumusan Altersatil
Kebijakan (RAK) di
bidang Peaneretaan
Pembanguman Wilayah
- Jumlah Rumusan
Alterathl Kebijakan
(RAK]) dti bidang 3 |3 |38 |3 s
Pemervtsan

Pembanguian

kebijakan Pemberdavaan 2,014 | 2,040 2047 2065 20065 | Femberdavean
Kawasan dan Mobilitas Spassal Rawasan dan
Tersustnnya Mobilitas
Rumusan Altermanl Speasial
&W IRAK| di
bidang Pemberdaynan
Kawasan dun Mobilitas
Bpasial

www.peraturan.go.id
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Mobilitas Spesia
REOIATAN O Keardinasi Asdep Mitigasi
Kebigkan Mitigast Bencansa dan 1,529 11535 1562 1580 1580 | Bencana dan
Konltik Sosial Konllik Sosial

Kebijakan (RAK) ai
bidang Mitigasi
Benoans dan Konfllk

= Jumlah Rumusan
Altermatif Kebijakan
[RAK) di bidang 3 a a | 4 a
dun Koaflik Sosial

= Jumial Ruousan
Abemmatil Kebijakan
{RAR) yang

mmj-ll Pennnnun 1 1 I 1 1
Kebijakan {K)
bidang Mitigas!
Bencana dan Konftik

www.peraturan.go.id
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KIEGIATAN 10: Koordinasi ’ ' ' Asdep
Kebijakon Kedamimtan dan 2,029 |2.045 2062 2080 2080  Kedarurtan
Manajemen Puscas Dencana din Manajemen
Tersnsunnys Pasca Hencana
Rumusan Altermsatil
Kebigakan [RAK) i
it Maansjemen Pasca
Bencana
= Jumlah Rumusan
Altermati! Kebijakan
(RAK) i bidwig
Mansjemen Pasca
Penrann
- Jumlah Rumusan
Alterathl Kebijakan
(RAK) vang 1 Lo a1
ditindaklarjuti
wenjiedi Penumusan

kelembagaan Funinan sosial 21L6G0R1LBIIE4. 1295221432214 DISN

www.peraturan.go.id
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Tersusunnya dokumen
dun pelsporan dalsm
mendukung SAKIP Set

- Persentase dokumen
dan pelaporan ying
dihasilkan dalam

Set [AJISN

10006

KEGIATAN 12 Fenyelenggaraan

Deputi Bidang Koordinesi
Proingkistan Kualitas Keseliatan

1.000

www.peraturan.go.id
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Kualitas kesebatan

dan Pembangunan

Kependid ukan

< Jumlal dokumen
program dan

kegiatan bidang.
Peningkatan
Kualitas Kesehatan
dan Pembangussan
Kependuukan
KIEGIATAN 13 Koordinasi Aslep
Kebljakan Ketahanan Gizd dan 2079 (2,068 |2.112 2130 2130 | Ketshanan Gizd
Promosl Kescleatan dan Promost

www.peraturan.go.id



KEGIATAN 14: Roorditasi
kebijakan Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit
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1929

1,445

1462

1LA4BO

LABO | Pengendalian

Tersnsunnys
Ramusan Altersatil
Kebijakan [RAK) di
Penyvakit ’

= Jumlah Rumusan
Altermati! Kebijakan
(RAK) di bidwig
Pengerdalian dan
Penanggubangan
Pernyakit

Jamlah Rumisan
Altermatl Kebijakan
RAK) yang
ditindaklanjuti
wenjiedi Penumusan

KEGIATAN 15: Koordinasi

Kebiakan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

2012

2,030

2,030 | Peningkatan

Tersusannya
Romusan Altersatil
Kebigakan [RAK} di
bidang Peningkatsn
Pelayanan Keselutan

« Jumlah Ranusan
Altemat Kebijakan
{RAK} 1 bldang
Peningkstan
Pelavanan
Kesehatan

www.peraturan.go.id
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bidang Peningkatan
Peliyinan
Kesehatan
 KIEGIATAN 16: Koordinasi Axdep
Kebljakan Penglngkatan Kualitas - Fenginghkatan
Kapend sl da Kebogs 1,454 [1,470 | 1.487 1,505 1,505 Ky
Berencann Kependudukan
Tersusunnya dan Keluargs
Rumusan Altermsatf Berencans
Kebljakan [(RAK) di
bidang Penglnlatan
Kualitas
Kependudukan dan
Relisangs Berencans

1.000 | 1000 1000 | LODD 1000

Deputi Bidang

www.peraturan.go.id
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Peslisd unsgan Anisk ' dan

Tersusunnya FPerlindungan

Rumiisan Alterratit Anak

Kebigakan [RAK) i

bidaing Pemeniilian

Hak dar Perlind usggan

Anak

< Jumlah Rumusan
Attemati! Kebijakan
(RAK) di bidang
Pemenubian Hak
dan Perlindungan
Anak

- Jumiah !iumu-un
Altermati! Kebijakan
(RAK) yang
ditindakianjuti 1 1 1 1 1
mesadi Permisan
bidang Pemenuban

www.peraturan.go.id
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TKEGINTAN 10; Koordinasi
Peellilungan dan Pembentayean
Perempuan

1.434

1,470

1487

Permpan

= dumlah Rumusan
Alternaf Kebijakin
[RAK 4 bidang
Pemenuban Hak,
Pertindungan dan
Pembentasaan

= Jumlal Rumusan
Altermatif Kebijaksn
(RAK} yang
ditindaklanjuti
menjad| Perimusan
Kebijakan {RK)
Hak, Perlindungan
dan Pemberdayoan
Perempuarn

KEGIATAN 20: Koordinssl
kebijakan Peaberdayaan

1.429

1445

1.462

LABO | Pembondaysan

Tersusunnya
Fumusan Alternatil’
Keblpakan [RAK) dl
bidang Pemberdaysann

www.peraturan.go.id
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< Jumlah Ramusan
Attermatif Kebijakan
{RAK) dl bldang E] | 8| = 3
Pemberdavaan

Aliemat Kebijakan
(RAK) vang
ditindakianjutl
menjed| Peramusan 1 1 I 1 1
bidang
Petbesdavaan
Pemula
REGIATAN 21 Koominas! Asdep
kebijakan Keutanan dan 1,359 1,370 1,387 1,405 1405 | Ketahmnan dan
Tersusunnya Kehusrg
Rumusan Alterpanl

bidang Ketahanan

www.peraturan.go.id
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KIEGIATAN 22: ’ ' ' Sekivtariat
Pelayanan Kesekretanaton Deputi Bidang
Deputi Bidang Koordinssi ’ Koordinusi
Revalioad Meiital, Pemajuas 1.00G | 1000 | L.000 | L.00O | LOD0
Rebudayann, dan Prestast Pemajusan
Olahraga Kebudayaan,
prograz dan Clahrsga
ac ministrstif kegiatan
bidang Revolusi
Mental, Pemajusn
Kebudayran, dan
Prestasi Olahmuga
- Jumlal dokKumen
program dun
administranf
kejlatan bktang 2 2 2 2 2
Revolush Mental,
Pemajoan
Kebixlayaan, dan

AN 200 hoordinast | Asdep Revolusi
29,541 67057 75,687 B0.9T3 B6.221 Men o

www.peraturan.go.id
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Pengembangan dan
Kencana Tindak

Lanjut GNRM
Peniguistin pusat-
pusat perabalsan di

- Jamlah
Kabpaaten/ kot
vang melaksnakan - 20 25 30 M

program GNRM

www.peraturan.go.id



KIEGIATAN 24: Koordinasi
kebijakan Pemajusn dan
Pelesturian Kebudaynan

-173-

1.3

1.370

1387

2020, No.652

Asxdep Pemajuan.

Kebudayaan

Tersnsunnys
Fumusan Altermatil
Kebijakan [RAK] di
Prlostarian
Kebudavisan

= Jumlah Rumusan
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bidang Peningkatan
Prestas Olahoags

"KEGIATAN 26: Koordinast Asdep Literasi,
kebijakan Litersi, Inovasi dan 1.254 1,370 |1.987 1405 1405 | Inovasi dan
Kreatifiuas Rreattfitas
Teesusunnys
Rumusan Allersatil
Kebijakan [RAK) di
dan Kreatiltas
= uamish Haunsan
Abternatf Kebijaksan
(RAK) di bidang

= Jumial Rumousan
Altermatif Kebijukan
{RAK) yang

menjudl Penumusan 1 1 I 1 1
Kebljakan (1K)
bldang Litevasi,
Inowvast dan
Kreatiftuss

Depntl Bidang Koord inasi 1000 | 1.000 | 1000 1000 | L0DD | Reordines)
Peningkasan Kualitas Peadidikan Peningkatan
dan Moderssi Beragamn Kuslitis.

program dan Moderasi
aclministratif kegiatan Breragama
hidang Peningkatan
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Beragama

= umiah dokumen
program dan
administranil
Penimgkistan
Kusalitas Pendidilean
dan Moderasa
- Hemgama
KEGIATAN 28: Koonlinasi Asdep PAUD HI
Kebijakan PAUD HI & Pendidikan 16534 [ 1,670 | 1L687 1705 1705 | dan Pendidilen
Masyarakal Masyarakal
Tersusunnya
Rumusan Aternatil’
Kebigakan [RAK) di
bidang PAUD HI &
Pendidikan
Masyarakal

- Jnm Rumusan
Abermatif Kebijokan
ditindaklunjuti

menjiad] Perumusan 1 1 ] 1 1
bidung PAUD HI &

kebilakan Pendid ikan Disar dan 1634 1670 | LOBY L7053 1705 | Fendklikan
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Kebijakan [RAK) di
bidang Pendidikan
Drasaar dan Menengah
= lumlal Rumiesan
Alternatf Kebijakan
RAK) di Lidung 3 a 3 a 3
Pendidikan Dasar
“dan Menengah
= Jumlah Rumusan
Altermatil Kebijakan
{RAR} yang
ditindakanjuti
entjadi Perumusan 1 1 L 1 1
Kebijakan {IRK)
Dasar dan
Menengah
KEGIATAN 30: Koordinasi Asdlep

N 2,379 |2.393 (2412 (2,430 (2430
Kebijakan Pendidikan Tinggi Pernclidikan

= Jumlah Rumsan
Alternatif Kebijakan
(RAK) di bidaug

= Jumlahy Rumsan
Altermat! Kebijakan
{RAR} vang
ditindaklanjuti
wesijicdi Perumisan
Rebijakin (RK)
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Kebijukan (RAK} di
bidiang Moderass
B

1.554

1.570

1.387

= Jumah Rumusan
Alternatifl Kebijakan
(RAK) di bidang
Moderssi Bemguma

= JJulaly Rumsan
Altermat! Kebijakan
AR} vang
ditindaklanjuti
wenjidi Perumusan
Kebijakan ()
bidang Moderast

3.804

3649

RE L

3.7

337 | an dan
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GLOSARIUM RENSTRA KEMENKO PMK
S P
1. RPJPN 20052028 Rencana Pembangunen Janglao Panjang Nasional Tabun 200052025 adalas dok et

pembangunan nastonal unmik jangka pangung selama perode dua puluh tahan, yakol tshan 2005
sampal dengan tahan 2025,

2. | RIUMN 20202024 Rencana Pembangunan Janghks Menengah Nassional Tahun 2020-2029 adakah dokumen perencangan
pembangusan sasional untuk periode jangks menengah periode lins talunun keempat ([RESIMN V) dan
RPJPN 2005-2025, yakai tahun 2020 sampal dengan tahun 2024,

3 Tugas Remenko Rementerian Koordinator Hidang Pembangunan M ia dan Kebod (Kemenko PME) mempony ai
™K tugas wenyelenggarakan koordisasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSPY wrusan Kementerian dalam
penyelenpgarann pemerintahan di bidang Pembiangamso M ot dian Kebudayasan (PME).
4. Fungsl K ‘ K bt FMEK yvelenggamnkan fungsl:
PME 1. koordinesi dan sinkiondsasl peramusan,  penetapan,  dan pelal kebijak

Kementerian/ Lembaga (K1) vang terkalt dengan iso di bidang PMIG;
2.4 dalian pekak n kebifakan K7L terkait deagan s di bideog PME;

3. pengelolsan dan penangamen isu vang teckait dengan bidang PME;
4. pengawalan progriun prioritas nasional dan kebigakan kin yang telah dip kan oleh Presiden dalk
Siklang Kabinet;
5. penyelesaman Isu di bidang PMK yang mdak dapar diselesall atau disepak antar K/l dan
Ikan terkad vis keputusan dimaksng;
6. pengelolwan barung milik/ kelayuan negam vang menfadl tanggung jawab Kemenko PRR;
7. koordinasi pefaksanaan tugss, pembinaan, dan pemberian dukungan sdming I Kepads selumih

unsur ongarisasi di lingkungan Kemenko PMK;

L TedMed
8. pengawasan atas pelaksananan fungst di lingkungan Kemenko PMK; dan
49, pelaksansan fungsi lain yang diberilean oleh Presiden.
5 | Renstra Kemenko  Rensta Kemenko PME Tahun 2020-2029 adalah dokumen perencanaan Kemenko PME untuk periode
MK lima tahun, yakod ahon 2020 suanpai dengsn Gahun 2024, yang werupakan penjabacn dai REIMN
Tabun 2020- 2024, Rencana Strategis hementerinn hoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayisnn disebut Renstrs K ko PMI.
G | Visl Vist wddaluh numusan umum mengenal keadsan yang dilnginkan pads skhibe perode pereicsinaan. Visl
K/L erupakan penjabsran atau dukungan iefadap Visi Presiden, yaita “Teswujodnya Indopesia Maju
yang Berdaulat, Manditi, dan Berkepribadian Berandaskan Gotong Rovong
7. Vsl Kemenko PMK Visi Kemienko PMR adalah: “Menjsdi Lembags Koondi Pelak Pembang L] ia dan
Kebudaywsn vang efektl dan berkelanjutan untuk Mewuojisdian  Indonesin Maju yang  Besdaulat,
Mandid, dan Berkepribadian berdasarkan Qotong Rovong ™

8. | Misi | Misi ncladab rumusian umum wengenai upaya-upaya vang akan dilak kan untuk mewujudkan Visi,
@ Misl hemenko PMK - Misl Kemenko PME adalah:

1, Meninghatkan pembangunan la dan ketautay yang berkualltas dan beskelunjuuan,

2. Meningkatkan kapasits Kelembagasen.
10, | Tujuan Tujuan sdalaly penjabaran Visi KL vang bersangkutan dan dilengkapl dengan nencana

sonal yang bendak dicapal dal gka mencapat program prioritas Presid
11 Tajuan hemenko Tujuan Kemeako PMEK adalah
M 1. Terwujudina pembensginan F dan Keboaday: yang berkualitas dan berkesinaminngan
2. Tercapainya biokrasi vang handal, terper: dan nkuntabel
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1 M}nuu Praoritas P\:nbangunnn w:m;!
ving ruus il bidang urusan  tertestu dalam

12. | Aroh Kebjakan | Arah Kebijakan dalah pen)

dengan visl dan misi Pres)
pemenntahan vang menjadl tanggung Jawab K7L, berisl satn atan beherapa program untuk mencapat
SRSATEn stutegls penyvelenggaraan pemenntihan dan pembangunan dengan indikator Kinegja vang

terukur,
13 | Amah Kebijakan Arh Kebijakan Kemenko PMIC
Kemenko PMK 1. Pemingkatan efcktvitas dan keberlanjutan pembanguman manusia dan kebadavaan.
2. Peningkatan kualitas proses penyusunan peramusan dan penetapan kebijakan,
A Peningkatan kualitas proses pelak
A Peningkaten kuslitas pengendalian pelaksanann Kebijakoan
5 Peningkatan kualitas peformasi bitokessi, Khusasoya:
A, Peninglkatan  Kualilas, efektivites dan keberlanjutan g bismis  pelak percepatan
mformasi bixokrasi
b. Peninglestan kispasites sumber daya manesia yang kreatif, inovatil, dan berdayis saing.
<. Pening) ¥ fia knolog informast dan pengelolaan big data vang relevan dalun ngka
mendukung tigas fungsd organisasl yang efektif dan berkelanjutan
6. Peningkatun sistem angganan berbasts kinega dan ele) pelak peng |}
14, Kclﬁjalmn "chsnkml I\IL aidalnh  penjat urusan  pemerintal dou;!nu pric il 1 uTuuu i

Yoyl ak

1840 i) ]

dengan visi dan miss Py wang v mencerminkan bidang  urusan tertentu delan
pemerintahan yang menjadi tenggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai
sasamn stmtegis penyelenggaraan pemerintahan don pembangusan dengan indikator kinerja yeng
terukur, dalum bentuk Kerangka Regulas), serta Kemnglo Pelayanan Umum dan lnvestast Pemerinuah,

15, R '.',;"' 11 Keantiko | ke !‘hﬂi mw‘umpokknn secarm slxis besar l!mn l'okus ku:udlnnsi program rhn lu'slnlnn ,\'Tlng‘

PMK diakulamn K/L serta varakat dalam pembangunan fonal bldang PMK. Lima fokus koordinasi
tersehut adalah (1) Belams Basks Data, [2) Jamloan Kebutulan dan Pelavanan Uasar, (3] Pemberdayaan
Masyanik {4) Pembangunan M. | Herk y dan (3 Pembang) esa B

16, | Strategi | Strategs ndalah langkah-fangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudlon Vis dan Misi,

17. | Stratcg) K [ 1. hupl Kebijaksan Pembangunan Manusia dan Kebadaysan'
PMIK . Meningkatkoan komunikast kelembagaan dalam koordisast dan siokronisast penimusan, penetapan
kebljakan vang terkalt dengan su-isa di bidang PME;
b, Mensugkatkan  keterlibatan  Kementecian/ Lembags/ Daerah/Masyarakat dalan koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanann kebijakan vang terkiit dengan isu-isu di bidang PME;
<, Meningkisthan efcktivitas dan keberlanj pengotelalian kebijakan yang teckail demggan isu-isu di

badang PMIG
4 M kan peia) lebijukan PMK tepat dan bermantuat bagh masyarak
2, Meningkatkan kualitas perencansan kebjakan melalul penctapan agenda senting dan formulosi
kebijukan.
3. Meningkatkan Knalitas pelaksamasn kebifakan melalul lnplementasi dan evalussi kebifakan
4. Kualitas Pengendalzgn Pedal Ketrijik

. Meningkatkan kualitas identifikisi dan analisis risiko;
b, Meningkatkan pengeadalian risiko;

. Menmngkathan kualitas mitig
3. Reformassi Biroknmsi:
a. Meningkatkan p | perubahuan;
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|ﬂ) I
©, Meningkiathcan § L penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi;
A, Meningkatkan peng ketembing
. Meningkatkan g 2 daya s
I Meningkatkan akantshilitas Kinerjs,
& Meningkarthkan pengawasan;
I Meningkatkan kualitas pelayimnn publik;
L Meningkatkan kualitas program percey {Craack Wins|.
j- Meningkatkan pengeta dan keternmpil ber daya i lalui pendidikian pelatil
wang beenjung dan berkelanjutan.
le. Meningkatlown samnn prasanis teknologl informast
I Mengustkan basis data terpady
m, Meningkatkan kualltas mansjemen data
1 Meningkatkan kKuaditas kelembagaan wknologi informasi
6. Tata Kelola Auggaran:
A Meningkatkan kKoalitas sistein porencansan dan penganggas.
b. Menmgkatian efcktivitas dan akuntabilitas pelaksanan kegiatan dan angganm.,
. Menguuth peng internal.
18, | Priovitss Kemenko | Prioritas adalah agah kebiakan untu¥ iemecshian peemasalahan yam penting dan mendessk antik |
PME weta dilak } dal Kuun waktu tertentu serta memilikl danppak yang besar terthadap
pescap i [} BanEunaEn
19, | Priacitas Nestonal — Poontas Nasional adalah program / keglatan/ provek untuk pencapalan Sasaman REIMN dan kebijakan

XY YTy T

N Mot
Prosiden kamnya.
20, | Program Prioritas Program Priorftas adatall program yang bemsifisl signifikan dan strategis antuk mencspai Prioritas
Kemenko PMK Nesional.
21 | Program K ' Program K ko PMIC yang selanjutnya disebul Progr dalalt ponjat Kebijukan Kemenko PMK
PMIL di bidung tertentu yang dilaksanakan dalam benmik upava vang bersl sam atau beberapa keglatan
tengan mengguiekan sumber daya yvang disedlakan antuk mencapul hastl yang terukur sesoal dengan
vang dilak bean § § st misvaralkat dalam koordinasl Kemenko PMEK.
22. | Kegiatan Kemenko  Kegiatan Kemenko PMK vang selanjutiya discbut Kegiatan adakih nomenklatur yang menggambarkin
MK aktivites yang dilakulein oleh unit kerjs Kemenko PMK yang b ek untuk jang Progr
vang telah ditentulan,

23, | Sasuran Stategis Sasaran Strategis K/L adalah Kondisl vang akan dicapai socarm nyats okl K/L yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan olel adanya hasil sat atau beberapa program.
29, | Sasamn Strategis Sasamn Strategis 1
Kemenko PMIK Menlngkatnya impk | keblsakan pemib mannsia dan kebodayaan vang majo dan
beskelanjutan
Basaun Btrateghs 2
Meningkatuya kualitas keordinesi dan sinkrogdsasi per N dan penetapen kebigakan
Sasaran Staiegis 5
Meningkatnya kualitas koordinesi dan sinkronisasi pelukssiuan kebijakan
Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya kualitas pengendalian peliksanaan kebijak
Sasaran Suategls 5
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l._ PN LS P n Rk AR gy

Meningkatnya pelak el
Sasaran Strategls G
Meninghkatnya kualltas tatakelob anggaran

25, | Sasarn Progrsn  Sasacan Program adalal hasil vang akan dicapai dani sust prograon dobm mogks peocapaian Sasarn
Strategis Kemenko PMK veng mencenminkin berfungsinyi keluaran.

26, | Sasamn Keglatan Kegl dakih kel vang dihasiikan okh suatn kegl yang dilak } untik
mendukung pencpelan sssan dan tujosn prograan dan Kebfakan yang dapat besups hamng st
jasa

7. |Indikator Kinerga [ndikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengiodikesikan keberhasilan pencapad
Basamn s ko FME.
Stoategls/ K88
25, | Indeks PMK CIndeks PMEK stan Indeks Pembangumsan Manusia dan Kebudaysan adalal IKSS yang mengukur indilesi
keberhasilan Sasaran Stmtegis Kemenko PMK sessal dengan tugss dan lungsinya. lodeks PMK
mertpakan bdeks komposit vang gukur keberhasilan tugss KSP Keenko PME. Indeks PME terdisd
dart 21 warlabel dengan tiga aspek (peningk kualltas, kapabllites, dan pembangunan kara

manusk ndonesia).

29, | Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Stakeholder adalah TKSS vang mengukur ndikssl eberhasifan Sasaran Strategis

Stakeholder Kemenko PMEK dalan mengalankan tugas KSP Kemenko PME. Stakeholders adulah K/ L milts Kemenko

(301N
30, hiwleks Matunitas Indeks  mamrnitas  penvelenggarsan  8PIP adalah  IKSE vang  mengukur  tingkat  Kematangan )/
spm kescpuriaan  penyelenggaraan  sistem peogendalian  infern pemerintal, Khosusoys dedsim hal

pengendalin dan pengawasan pelaksansan kebijakan PME oleh K/L mitea dakam m i g

Pemgrridniian Tntesr eeuss devgen Praatimme Pesscriviah Namor 60 Tatusts 2008 tesiang Sistem
Peangendalian Intem P 1
3L, | ldeks Reformast Indeks Relormssi Birokrast adalah sdadah K58 vang mengukur pencapasn hasil pelaksannan kegiatan
Birokrast pda delapan area perubahan reformass birokrasi, vatu:

1. Manajemen Perubahan

2. Penguatan pengawssan

A Penguatan akurtabilitas

4. Penguatan Kelem bagaian

5. Penguatan tatalaksana

6. Penguatan sistemn manajemen SDOM ASN

7. Penguatan y perundang-undang

4 Peningkatun kualitas pelavanan publik Terkalt dengan Tegas fungsi Bio ORE herkenaan dengan
pesuatsan b b ¥ lnksansan terkalt dengan pesdampingan peovosunan dan esaluesl
[OP, kporan kinera In { pemerintah, Analisls Jah dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan dan Pendamplngan Peoy 1 Seandar Pelavanan pads Penyelenggam Pelayanan Pablik,
Adapuay penilaian ndeks Reforisasi Birokeasi dilakukan oleh Kementdan PAN-RE,

S2. | lnddedes Opind BPR Indeks Opint HPR adalah  IKSS vang gulair kewa I ik g yang disajikan dalam
laporan kewangan yvang didasarkan pada empat kriteria vakod | i deng; dar ak i
pemenntahien, kecukupan peogungkapan  |adeg discl f, kepatuhan terhadap  peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas skstem pengendallan intern,

S35 | hidikator Kineisa Indikator Kinejs Progrun adalah akat ok )an‘g__mcnghnlilmsikau keberhasilan  pencapaian hesil

Program (outcome| dari suatu progranm.
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M N‘mm. |
[ Indikator Kinerx Program Kemenko PMK terkeait dengan Indikator Kinerya Program K/L terkait Dalam
tugasnya meloksanakan KSP, Kemenko PMK berkontribusi terhadap tercapamya Indikator tersebut.
Dengan demikian, secara tidak langswig ndiatar Kinerfa Program K/ L mencerminkan indikator Kinerja
Program Kemenko PMK.

: o, : Indlikator Kinerya Indikator Kinezjie hegiatan adalah alat ukur vang mengisdikasikan keberhasilan pencapaman kelusrn
Kegintan (outpuf) dari suaty kegintan,
Indikator Kmerja Kegeatan Kemenko PHK terkait dengan Indik Kinera Kegi K/L terkait. Dalam
tugasnya melaksanakan KSP, Kemenko PMK berkontribust terhadap tercapamya ndikator tersebut
Dengan demiks dak langsurg ndk Kinerx Kegt K/ L mencerminkan nadikaror Kinerya
Kegtatan Kemenko PMK
T Tanget oddadah hasil dan satuan s

36, | Kemangks Regulasi | Ketangka Regulast adalsh perencanaan pembentukan reguiast dalam rangks memfasilitas), mendorong, |
dan  mengarr perdiaku  nassyarakal dan penvelenggara Negara dalam msoghks  mencapal  nijuan
bernegars

[3T. [ Mazyarala “Masyamkat adalah pelaku pembangunan vang merupakan orang perseorangan, kelompoks onng |

termasuk masvarakat huboom adat atan badan hakam vang bakepentingun dengan keglatan dan hasil

pembangunan, balk sebagal pessnggung biayva, pelaka, peoerime manfaat, maupan pensnggung risiko

38. | Kerangka Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk
Pelayanan Umum menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
dan Investasi

Pemerintah

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY
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